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PEDOMAN TRANSLITERASI

A.Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Asing ke dalam tulisan
Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Asing ke dalam bahasa Indonesia.
Termasuk dalam kategori ini ialah bahasa Arab juga nama Arab. Sedangkan
nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa
nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan.
Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap
menggunakan pedoman transliterasi ini.

Transliterasi yang digunakan Pascasarjana UIN Maulana Malik
Ibrahim Malang, yaitu merujuk pada transliteration of Arabic words and names

used by the Institute of Islamic Studies, McGill University.

B. Konsonan

\ = Tidak dilambangkan o= = DI

o =B L = Th

& = Nl L = Dh

& Ts % = ‘(koma menghadap ke atas)
z \W ¢ = Gh

¢ = H ="

& = Kh & = Q

3 = D | = K

3 = Dz J = L

Vi
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J = Z 8 = N
o =S 3 = W
o = Sy s = H
o= = Sh ¢ =Y

Hamzah (¢) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak
diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak
dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau di akhir kata maka
dilambangkan dengan tanda koma diatas (), berbalik dengan koma (), untuk

pengganti lambang “g”.

C. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah
ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan
panjang masing-masing ditulis dengan cara sebagai berikut:

Vokal (a) panjang = a misalnya Ja menjadi gala

Vokal (i) panjang = [} misalnya Ja menjadi gila

(a=p)

Vokal (u) panjang = misalnya 03 menjadi dina

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan
“1”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat

diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah

ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) 3 misalnya Jd$&  menjadi gawlun

Diftong (ay) ¢ misalnya o5 menjadi khayrun

Vi
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D. Ta’ marbdthah (3)

Ta’marbiithah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah-
tengah kalimat, tetapi apabila ta 'marbiithah tersebut berada diakhir kalimat,
maka ditaransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya: 4w 3l Al )l
menjadi alrisalat li al-mudarrisah, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat
yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan

(13

dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya,
misalnya: < 4es & menjadi fi rahmatillah.
E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jaléalah
Kata sandang berupa “al” (J)) ditulis dengan huruf kecil, kecuali
terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di
tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.
Perhatikan contoh-contoh berikut ini:
1. Al-Imém al-Bukhariy mengatakan...
2. Al-Bukhariy dalam mugaddimah kitabnya menjelaskan...
3. Masya’ Allah kana wa mad lam yasya lam yakun.
4. Billah ‘azza wa jalla.
F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan
Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus
ditulis dengan menggunakan sistem transilirasi. Apabila kata tersebut
merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah
terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

Perhatikan contoh berikut:
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Miftahul Huda (2009) penelitian dengan judul “Kawin Paksa: Ijbar
dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan”. Dalam penelitian ini dia..., dan Husnul
Haq (2015) Artikel Jurnal dengan judul “Reformulasi Hak Ijbar Figh dalam
Tantangan Isu Gender Kontemporer”. Dalam penelitian ini dia...

Perhatikan penulisan nama “Miftahul Huda” dan “Husnul Hag” ditulis
dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan
dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa
Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk

itu tidak ditulis dengan cara “Miftah al-Huda” dan “Husn al-Haq”.



ABSTRAK

Ali, Mohammad Mahrus, 2018. Hak Ijbar dan Hak Talak dalam Mazhab Empat
Perspektif Nalar Ijtihad Abdullah bin Bayyah. Tesis, Program al-Ahwal al-
Syakhshiyah, Pasca Sarjana Universitas Maulana Malik Ibrohim Malang,
Pembimbing (1) Prof. Dr. H. Kasuwi Saiban, MA. (2) Dr. Noer Yasin, M.H.I.

Kata Kunci: Hak Ijbar, Hak Talak, Mazhab Empat, Nalar Ijtihad, Bin Bayyah

Hak ijbar dan hak talak merupakan bagian dari pembahasan figih yang
membutuhkan penelitian secara serius, karena keduanya menyangkut kehidupan
keluarga Muslim yang notabene merupakan sekolah pertama bagi setiap umat
Islam. Praktik hak ijbar wali tidak jarang menimbulkan problem dalam kehidupan
keluarga. Banyak dari anak yang dinikahkan secara ijbar ternyata menolak
kemauan walinya dan berakibat pada timbulnya kekerasan dalam rumah tangga.
Parahnya lagi, dalam keyakinan sebagian masyarakat perempuan tidak bisa
bercerai dari suaminya walau dengan alasan apapun, kecuali suaminya mau
menjatuhkan cerai tanpa ada paksaan dari siapapun. Keyakinan semacam ini
ternyata juga mendapat pembenaran dari sebagian tokoh-tokoh agama di desa-
desa. Akibatnya, perempuanlah yang menjadi korban dari keyakinan masyarakat
yang belum tentu benar ini. Hari pernikahan yang semestinya menjadi hari paling
bahagia dalam kehidupannya, malah justu menjadi hari yang paling menyakitkan.
Hari-hari setelah pernikahan yang semestinya dia jalani dalam suasana damai,
tentram, dan penuh kebahagian malah justru mejadi hari-hari yang penuh
kesedihan.

Problem semacam ini harus diatasi, agar tujuan syariat Islam untuk mewujudkan
kebahagiaan bagi manusia di dunia dan akhirat benar-benar bisa terwujud. Karena
itu, dalam penelitian ini penulis mengkaji konsep hak ijbar dan hak talak dalam
empat mazhab. Kemudian pandangan empat mazhab tersebut penulis seleksi
dengan menggunakan nalar ijtihad Abdullah bin Bayyah.

Dalam temuan penulis, hak ijbar memiliki perincian yang banyak dan menjadi
perdebatan di kalangan mazhab-mazhab figh, namun secara umum pendapat yang
menyatakan tidak ada hak ijbar lebih tepat untuk diamalkan. Sementara dalam
masalah hak talak, meski benar bahwa hak talak merupakan hak suami, namun
penulis ada beberapa sebab yang memberikan hak kepada seorang istri untuk
menggugat cerai suaminya. Mengenai apa saja sebab-sebab tersebut juga menjadi
perdebatan di kalangan ulama’ mazhab empat, hanya saja penulis berkesimpulan
bahwa dalam kondisi istri benar-benar dirugikan hakim bisa menerima gugat cerai
istri tersebut dengan mengacu kepada pendapat yang memperbolehkannya. Dari
hasil temuan ini, penulis merekomendasikan agar segala persoalan figh yang
menyangkut problem masyarakat Indonesia hendaknya dilihat dari persepektf
berbagai mazhab, kemudian dipilih pendapat yang paling relevan untuk
diterapkan dengan memperhatikan tujuan syariat dan realitas masyarakat
sebagaimana disampaikan oleh Abdullah bin Bayyah.



ABSTRACT

Ali, Mohammad Mahrus, 2018. The Right of Ijbar and Right of Divorce in the
Four Madzhab By Perspective Thought Ijtihad Of Abdullah bin Bayyah. Thesis,
al-Ahwal al-Syakhshiyah Program, Post Graduate Of University of Maulana
Malik Ibrohim Malang, Supervisor (1) Dr. H. Kasuwi Saiban, MA. (2) Dr. Noer
Yasin, M.H.I.

The right of ijbar and the right of divorce is part of the discussion of Islamic Law
which requires serious research, because both contain the life of Muslim families
which in fact is the first education for every Muslim. The practice of ijbar
guardian's rights often causes problems in family life. Many of the children appear
and are evident in the rise of domestic violence. Worse yet, there is a belief that
some women can not divorce from the husband even for whatever reason, except
the husband his self doing a divorce without any compulsion from the others. This
kind of belief also comes from some religious leaders in the villages.
Accumulation, women of course who become victims of the beliefs of society that
will not always be true. The wedding day should be the happiest day of her life,
not be the most painful day. The days after the marriage that she was supposed to
live in a peaceful and full of happiness turned became a sad day.

This kind of problem must be overcome, so that the purpose of Islamic law to
realize happiness for every single human in the world and the hereafter can really
be realized. Therefore, in this study the authors review the concept of ijbar rights
and rights of divorce in four madzhab. Then conclusion of four madzhab thought
will be writing by thought ijtihad of Abdullah bin Bayyah.

In the authors' discovery, the right of ijbar has many details and is debated among
the schoolars of Islamic Law, but generally states mentioned that there is no ijbar
right to be practiced. While in the matter of right of divorce, although it is true
that the right of divorce is the right of the husband, but there are several reasons
that give the right to a wife to sue for divorce theft. Considering any of these
causes, it is also a debate in the scholars of ‘four madzhab, but i am as the authors
have opinion that in disadvantaged conditions, wife ask for divorce to the judge.

From these findings, the authors recommend every causes of problems related to

Indonesia people, must refer to the most relevant Islamic Law thought to be
applied with the goals of Shari‘a and reality society as Abdullah bin Bayyah said.

Xi
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian
Para ulama’ sepakat bahwa spirit hukum Islam adalah mewujudkan
kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Di dalam Dhawabith al-Maslahah fi

al-Syari ‘ah al-Islamiyah, Muhammad Sa’id Ramadlan al-Buthiy menulis:

o855 oa o e sl Alad) (3 (0 Lod) gl JooV) slede OF o )1 e
S Juil OF e oSS ole (3 1528) wgalane Of o o8l Joy Lo o 3y
Ay 6l anlSoT e OF (3 Ll b 1T 0T s Y U5 L5 sy
bl 3L G o Bap)l Aol Ofy ) @ bl Flag aliSe

Tols e sleadll plal £ 06 Ly ob 24
“Meski ulama’ ushul figih berbeda pendapat mengenai status illah as-syar'iyyah,
apakah ia muatsir (yang berperan) ataukah muarrif (penanda) dan meski ada
perbedaan pendapat dalam ilmu kalam mengenai apakah pekerjaan Allah
didorong oleh suatu illat ataukah tidak, namun saya tidak mengetahui ada
seseorang yang berbeda bahwa hukum-hukum Allah mengandung maslahah bagi
manusia di dunia dan akhirat dan bahwa tujuan akhir syariah adalah

mewujudkan kebahagiaan hakiki bagi manusia, bahkan para fugaha’ telah
sepakat atas itu semua”’

Hal ini telah maklum bagi setiap orang yang memahami hukum Islam.
Bahkan terdapat statemen yang populer di kalangan ulama’ kontemporer bahwa di
mana ada maslahah maka di situlah hukum Allah dan dimana ada hukum Allah
maka di situlah maslahah®. Sementara itu, kemaslahatan tidak selalu sama antara

satu zaman dengan zaman yang lain dan antara satu daerah dengan daerah yang

'Muhammas Sa’id Ramadhan Al-Buthiy, Dhawabith al-Maslahah fi al-Syari’ah al-
Islamiyah,(Damasykus: Dar al-Fikr 2008), him. 85

2Ahmad Al-Raisuniy, al-ljtinad Bain al-Nash, wa al-Mashlahah wa al-Wagi’, (Bairut: Dar al-Fikr
al-Mu’ashir 2000), him. 30



lain. Sesuatu yang maslahah pada masa lampau belum tentu maslahah pada masa
kini. Sesuatu yang maslahah di suatu daerah belum tentu maslahah di daerah lain.
Karena itu, hukum Islam selalu mengakomodir tradisi masyarakat selama ia tidak
membahayakan. Penerapan hukum Islam bisa berbeda antara satu daerah dengan
daerah lain karena perbedaan tradisi dan kemaslahatan.

Tatkala berbicara tentang hukum-hukum yang dibangun berdasarkan

tradisi al-Qarafiy menulis:
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“Dan atas ketentuan inilah, fatwa-fatwa diformulasikan sepanjang masa. Apabila
tradisi masyarakat mengalami perubahan maka perhitungkanlah, dan apabila
tradisi itu sudah tidak berlaku maka tinggalkanlah. Janganlah kamu terpaku
kepada yang tertulis di dalam kitab-kitab. Akan tetapi, jika seseorang dari daerah
lain datang kepadamu meminta fatwa, maka janganlah kamu berlakukan
baginnya tradisi daerahmu, akan tetapi tanyakanlah tradisi daerahnya, lalu
berfatwalah sesuai tradisi daerah orang itu, bukan sesuai tradisi daerahmu dan
ketetapan dalam kitabmu. Cara seperti inilah yang benar. Sementara terpaku
kepada yang tertulis dalam kitab adalah kesesatan dalam agama dan kebodohan
terhadap tujuan-tujuan ulama-ulama dahulu .

Hal di atas juga merupakan hikmah mengapa teks-teks agama kebanyakan
memiliki makna yang ambigu, hingga ia bisa ditafsirkan secara beragam dan
menimbulkan mazhab-mazhab yang berbeda yang sesuai kondisi negara-negara tempat

mazhab-mazhab tersebut berkembang.* Dalam al-Mizan al-Kubra, al-Sya’raniy

$Ahmad ibn Idris ibn Abd al-Rahman Al-Qarafiy, Anwar al-Bur(iq fi Anwai al-Furiq, (Bairut: Dar
al-Kutub al-‘ilmiyah 1998), juz 1, him. 321
*Ali Jum’ah, Aliyatu al-ljtihad, (Kairo: Dar al-Risalah 2004), him.10



mengatakan bahwa mazhab-mazhab tersebut tidak ada yang menyimpang dari Syariat.
Karena itu, setiap mazhab yang diikuti oleh setiap mugallid (pengikut mazhab) dan
diamalkan dengan tulus maka ia akan mengantarkan mereka ke pintu Surga.’

Di Indonesia, kebanyakan masyarakat mengikuti mazhab Syafii. Dalam
mazhab ini dan juga dalam mayoritas mazhab figih yang lain, perwalian menjadi
pilar penting dalam sebuah pernikahan. Pernikahan yang dilakukan dengan tanpa
wali dinilai tidak sah, bahkan berdosa. Hal ini didasarkan kepada teks-teks syariat,
antara lain adalah sabda Nabi berikut:
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“Tidak sah nikah tanpa wali dan dua orang saksi.” (HR. al-Thabaraniy)
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“Nabi Muhammad Saw. bersabda: Setiap orang perempuan yang menikah
dengan tanpa izin walinya, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, dan dia
berhak mendapatkan mahar apabila telah digauli oleh laki-laki yang
menikahinya, Apabila mereka bersengketa maka maka pemerintah menjadi
walinya orang yang tidak punya wali. ”(HR. al-Tirmidziy dan al-Baihaqiy)

A

N0

Namun dalam pengamatan penulis, dalam perwalian ini terdapat satu
persoalan yang memerlukan kaji ulang karena tampak kurang cocok untuk
diterapkan dalam masyarakat Indonesia kekinian, yaitu mengenai hak ijbar wali.
Hak ijbar ini pada dasarnya dimaksudkan untuk melindungi kemaslahatan orang

yang dipandang tidak mampu untuk memahami kemaslahatan dirinya sendiri.

°Abd al-Wahhab al-Sya’ranyi, al-Mizan al-Kubra, (Bairut: ‘Alam al-Kutub 1989), juz, 1, him. 79

® Abi al-Qasim al-Thabaraniy, al-Mu jam al-Awsath (al-Mushil: Maktabah al-‘Ulum wa al-Hikam
1983), juz 18, him. 142

” Abu Bakr akl-Baihagiy, al-Sunan al-Kubra, (Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiah 2003), juz 7 him.
169, Al-Tirmidziy, Muhammad ibn Isa Abu Isa. Al-Jdmi’ al-Kabir, (Bairut: Dar al-Gharb al-

Islami 1998) juz 2, him. 399



Namun dalam praktiknya terkadang hak ijbar ini justru menimbulkan problem
dalam kehidupan keluarga.

Problem ini semakin sulit diselesaikan karena juga berkaitan dengan hak
talak yang merupakan hak suami. Hak talak di tangan suami ini didasarkan kepada

beberapa ayat di dalam al-Al-Quran, antara lain adalah firman Allah berikut:

;jj_? 4:5}\: J@-M».:.’OL u'@f*-’ umg
“Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka untuk tiga kali
quru’. (QS al-Bagarah:228)

Kata al-Muthallagat dalam ayat di atas adalah bentuk plural untuk
feminim, yang maknanya adalah perempuan yang tercerai.® Ini menunjukkan
bahwa istri adalah objek talak, sementara suami adalah subjek talak. Hal ini

didukung juga dengan hadis berikut:
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“Dari Ibn Abbas, bahwa seorang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad saw.
kemudian dia berkata,“ wahai Rasulullah, majikanku menikahkan aku dengan
budak perempuannya, tapi dia mau memisahkan kami berdua.” Ibn Abbas
berkata, “lalu Rasulullah naik keatas Mimbar, kemudian beliau bersabda: ““ hai
manusia, apa pikiran salah satu dari kalian yang menikahkan budak laki-laki dan
budak perempuannya tapi kemudiam mau memisahkan mereka? Talak itu hanya
milik orang yang bisa memiliki hak terhadap kelamin perempuan (budhu’).”(HR.
Ibn M4jah).

%Muhammad ibn Jarir ibn Yazid ibn Ghalib al-‘Amiliy Aba Jakfar Al-Thabariy, Jami'u al-
Bayan fi Ta’'wil al-Qur’an, ...juz 4, him. 499
% Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, (...Dér al-Risalah al-Alamiyah 2009), juz 3, hlm. 227



Dalam hadis ini dikatakan bahwa hak untuk menjatuhkan talak hanya
dimiliki oleh orang yang memiliki hak terhadap alat kelamin perempuan.
Pensyarah hadis ini menyatakan bahwa orang yang dimaksud dengan orang yang
memiliki hak terhadap kelamin perempuan itu adalah suami. Dengan demikian
orang yang punya hak untuk menjatuhkan talak adalah suami, bukan orang lain.*°

Satu contoh dari problem yang dimaksud di atas adalah kasus hak ijbar yang
dilakukan oleh seorang kiai di suatu daerah di pulau Madura. Kiai tersebut menikahkan
putrinya dengan seorang laki-laki yang tidak dicintainya. Bagi Kiai tersebut cinta akan
tumbuh sendiri setelah menikah, namun pada kenyataannya dugaan Kiai tersebut
meleset. Meski telah berjalan beberapa tahun, ternyata putrinya tetap tidak bisa
menerima, bahkan setiap suaminya mengajak untuk melakukan hubungan suami-istri,
putri kiai tersebut selalu menolak. Hingga pada akhirnya si suami itu putus asa dan
meninggalkan istrinya dengan janji tidak akan menjatuhkan talak untuk selamanya.'!
Berbagai usaha telah dilakukan oleh kiai tersebut agar si suami itu mau menceraikan
putrinya, namun rasa cinta itu rupanya sudah berubah menjadi rasa kecewa. Bujukan
dari siapapun tidak bisa meluluhkan hatinya untuk menjatuhkan talak. Selain
membujuk si suami untuk menjatuhkan talak, kiai tersebut juga menanyakan solusi
kasus tersebut kepada tokoh-tokoh Agama yang dipandang ahli dalam bidang figih
Islam, namun para tokoh tersebut tidak ada yang bisa memberikan solusi karena di

dalam hukum islam talak merupakan hak mutlak suami.*?

9 Muhammad Abd al-Raif Al-Munawiy, Faidh al-Qadir Syarh al-Jdmi’ al-Shaghir, (Mesir: al-
Maktabh al-Tijéariah al-Kubré, tt), juz, 4, him. 293

1 Kejadian ini terjadi di daerah Palengaan Laok Palengaan Pamekasan

12 Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan dari ustadz Subaidi, salah seorang ustadz yang
mengajar di pesantren milik kiai teresebut, si suami itu pada akhirnya mau menjatuhkan talak
namun setelah sekitar 5 tahun.



Kasus di atas memperlihatkan bahwa praktik hak ijbar wali dan hak talak
di tangan suami yang dipahami sebagian masyarakat Indonesia ternyata
menimbulkan problem dalam kehidupan keluarga. Namun tokoh-tokoh agama
masih banyak yang tidak mau keluar dari cara berpikir lama, sehingga problem
seperti di atas tidak bisa teratasi, dan akibatnya perempuan seringkali menjadi
korbannya. Karena itu, sangat penting dilakukan kajian mendalam tentang konsep
hak ijbar dan hak talak tersebut dalam figih Islam, sebagai ikhtiar mencari
rumusan hukum yang solutif, dan dengan demikian spirit diturunkannya syariat
Islam bisa benar-benar terwujud.

Dalam hemat penulis, perlu ada pendekatan lain dalam mengkaji kasus-
kasus seperti di atas, agar figih yang semula diproyeksikan menjadi solusi bagi
problematika kehidupan manusia tidak justru menjadi masalah yang perlu
dicarikan solusi. Akan tetapi, dalam waktu yang bersamaan penulis juga tidak
sepakat jika kasus-kasus seperti di atas didekati dengan memakai pola pikir
liberal. Pola pikir liberal pada akhirnya akan menjadikan figh tidak berbeda
dengan hukum dalam terminologi hukum modern. Padahal figih, merupakan
disiplin ilmu hukum yang tidak pernah lepas dari intervensi wahyu. Meski harus
kita akui, mensejajarkan figih dengan wahyu itu sendiri jelas merupakan sikap
yang tidak tepat. Walau bagaimanapun, fiqih merupakan hasil ijtihad manusia
biasa yang mungkin benar dan mungkin salah; bisa diterima dan ditolak; bisa
diperbaharui dan dikembangkan sesuai perbedaan pradaban dan budaya manusia.

Maka dalam konteks ini, penulis memandang bahwa nalar ijtihad Abdullah

bin Bayyah sangat cocok dipakai di dalam pengkajian problem tersebut. Bin Bayyah



memandang bahwa di dalam perumusan hukum, magashidus syariah dan realitas
masyarakat harus betul-betul diperhatikan. Magashid Syari’ah tidak boleh hanya
berhenti pada tatataran konsep nilai, tetapi lebih dari itu ia juga harus dijadikan metode
pendekatan. Realitas masyarakat juga tidak boleh hanya dijadikan sasaran hukum,
tetapi juga harus dijadikan sebagai partner teks di dalam perumusan hukum.

Pandangan Bin Bayyah mengenai magashid sebagai pendekatan dalam
formulasi hukum tertuang dalam beberapa bukunya, antara lain: Magashid al-
Mu’amalat wa Marashid al-Wagi’at dan ‘Aldgah al-Magdshid bi Ushiil al-Figh.
Dua buku ini memperlihatkan bahwa magashid bagi dia bukan hanya sebagai
konsep nilai, tapi benar-benar menjadi metode pendekatan di dalam formulasi
hukum. Akan tetapi dalam buku yang terakhir ini Bin Bayyah mengingatkan
bahwa maqashid tidak boleh lepas dari ushul figih. Terpisahnya magashid dari
ushul figh dapat menyebabkan banyak sekali ketentuan teks yang ditinggalkan
berdasarkan magashid yang bersifat spekulatif.

Sementara pandangan Bin Bayyah mengenai realitas sebagai patner teks
tertuang dalam bukunya Tanbih al-Maraji’ ‘ala Ta’shili Figh al-Wagi’. Dalam
buku ini, Bin Bayyah betul-betul memperlihatkan kualitas intelektualnya sebagai
seorang pembaharu. Terma ijtihad fi tahgig al-manath yang sebelumnya terasa
kurang memiliki peran apapun di dalam pembaharuan figih, dalam buku ini
ternyata menjadi suatu cara formulasi hukum yang benar-benar ampuh di dalam
menyelesaikan problematika kekinian. Jika kelompok liberal selalu menundukkan
teks terhadap realitas, sedangkan kaum radikal selalu menundukkan realitas

kepada teks maka dalam buku ini Bin Bayyah menjadikan realitas justru sebagai



patner teks. Menariknya Bin Bayyah tidak hanya sekedar memberi pendapat tanpa
argumen yang kuat. Untuk membuktikan kebenaran pandangannya mengenai
realitas sebagai patner teks itu dia menampilkan dalil-dalil, baik dari al-Qur’an
dan al-Sunnah maupun dari praktik ulama’ salaf.

Atas dasar itu, penulis akan melakukan penelitian yang berhubungan
dengan kasus di atas dengan judul: “Hak Ijbar dan Hak Talak dalam Figih Islam
Perspektif Nalar Ijtihad Abdullah bin Bayyah.” Dengan penelitian ini, penulis
berharap dapat ikut memberi kontribusi dalam mengatasi problem yang dihadapi
masyarakat, serta mampu membuktikan bahwa figih akan selalu relevan
sepanjang masa.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok permasalahan yang akan
diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep hak ijbar dan hak talak dalam pandangan figh empat
mazhab?

2. Bagaimana polemik hak ijbar dan hak talak tersebut ditinjau dari nalar ijtihad
Abdullah bin Bayyah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:
1. Memahami hak ijbar dan hak talak dalam mazhab empat.
2. Mengetahui pendapat yang paling cocok dari berbagai pendapat tentang hak

ijbar dan hak talak berdasarkan tinjauan nalar ijtihad Abdullah bin Bayyah.



D. Manfaat Penelitian
Penelitian ini memiliki banyak manfaat, di antaranya adalah sebagai
berikut:

1. Secara teoritis penelitian ini memberikan contoh bagaimana cara ahli hukum Islam
melakukan seleksi terhadap berbagai pendapat hukum figh yang tertuang dalam
turats untuk dipilih pendapat yang paling relevan dengan kondisi masyarakat.

2. Secara praktis penelitian ini memiliki manfaat berikut:

a) Hasil penelitian ini bisa menjadi pedoman para orang tua dalam
memutuskan masa depan anak gadisnya yang terkait masalah penikahannya.

b) Hasil penelitian ini bisa menjadi salah satu rujukan hakim di dalam
memutuskan dan menjawab perkara perwalian dan perceraian.

E. Originalitas Penelitian

Sejauh penelusuran penulis, belum ada penelitian yang secara khusus
mengkaji tentang hak talak dalam pandangan figih Islam. Buku-buku yang penulis
temukan mengenai hal ini masih sebatas memasukkannya dalam pembahasan
talak secara umum. Di dalam buku Figh Perempuan Berwawasan Keadilan

Gender (2011), Tutik Hamidah menyinggung sedikit mengenai hak talak ini. Dia

mengatakan bahwa mayoritas fuqaha’ berpendapat bahwa talak merupakan hak

suami yang bisa dilakukan kapan saja dan dimana saja. Namun, menurut dia,
dalam konteks sekarang talak harus dipersaksikan di pengadilan, agar hubungan

suami istri terhindar dari ulah yang tidak bertanggung jawab .*3

3 Tutik Hamidah, Figh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender, (Malang: UIN Malang Press
2011), him. 129



Sementara untuk hak ijbar, telah ada beberapa penelitian yang secara
khusus mengkajinya dengan kecendrungan yang berbeda-beda.

1. Arini Robbi ‘Izzati (2011) Artikel Jurnal dengan judul “Kuasa Hak Ijbar
Terhadap Anak Perempuan Perspektif Figh dan HAM”. Dalam penelitian ini,
meski tidak detail, Arini menampilkan pendapat fugaha’ dalam mazhab empat,
kemudian dia menyimpulkan bahwa hak ijbar didasarkan pada pendapat imam
mazhab yang memandang orang tua sebagai orang yang paling tahu akan apa
yang terbaik bagi anaknya. Namun, menurut dia hak ijbar justru merupakan
hak kuasa orang tua yang meminggirkan perempuan, dan sepatutnya tidak
dianggab bagian dari ajaran Islam.**

2. Husnul Haq (2015) Artikel Jurnal dengan judul “Reformulasi Hak Ijbar Figh
dalam Tantangan Isu Gender Kontemporer”. Dalam penelitain ini penulis
menampilkan berbagai pandangan para fugaha’ masa lampau, kemudian memilih
pendapat Hanafiyah sebagai pendapat yang dianggap paling tepat diikuti
berdasrakan beberapa argument, yaitu adanya nash yang mensyaratkan izin, hak
ijoar bertentangan dengan kemaslahatan, adanya perubahan yang sangat
signifikan, dan hak ijbar bertentangan dengan hukum nasional dan internasional.*®

3. Miftahul Huda (2009) penelitian dengan judul “Kawin Paksa: Ijbar dan Hak-
Hak Reproduksi Perempuan”. Dalam peneletian ini dia menyimpulkan bahwa
ijbar pada awalnya merupakan tanggung jawab orang tua untuk mengarahkan

anak perempuannya menunju jenjang pernikahan yang lebih indah, namun

4 Arini Robbi ‘Izzati, Kuasa Hak ljbar Terhadap Anak Perempuan Perspektif Figh dan HAM. Al-
Mawarid, Vol. XI, No. 2, sept.-jan 2011. HIm. 253

5 Husnul Hag, Reformulasi Hak ljbar Figh dalam Tantangan Isu Gender Kontemporer, Palastren,
vol. 8. No, 1, Juni 2015, him. 221
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dalam praktiknya ijbar ini berubah menjadi kawin paksa yang mengerikan.
Karena kawin paksa ini berdampak negatif terhadap berempuan dalam
berbagai aspek, terutama dalam aspek-aspek hak-hak reproduksi perempuan.*®

. Husein Muhammad (2001) dengan judul “Figh Perempuan: Refleksi Kiai atas
Wacana Agama dan Gender”. Di dalam buku ini, Husein menjelaskan hak ijbar
pada halam 103. Dia berpendapat bahwa ijbar lebih bersifat tanggung jawab.
Karena itu, ijbar tidak bisa dimkanai dengan hak untuk memaksa seseorang
untuk dinikahkan. Kata “tanpa izin” yang terdapat dalam perkataan fuqaha’

mesti diartikan dengan “tanpa ada pernyataan secara ekspilisit darinya”.*’

No | Penulis, Judul dan | Persamaan Perbedaan Hasil
Tahun Penelitian
Arini  Robbi  ‘Izzati: | Menampilkan Menggunakan | Hak ijbar
Kuasa Hak ljbar | hak ijbar dalam perspektif justru
Terhadap Anak | Figih. merupakan
Perempuan Perspektif i hak kuasa
Figh dan HAM”. Jurnal orang tua yang
Al-Mawarid (2011). meminggirkan
perempuan,
dan sepatutnya
tidak dianggap
bagian dari
ajaran Islam
2 Husnul Menampilkan Lebih terfokus | Memilih
Haq:“Reformulasi  Hak | hak ijbar dalam | kepada hak | pendapat
ljbar Figh dalam | figih. ijbar terhadap | Hanafiyah
Tantangan Isu Gender anak gadis | sebagai
Kontemporer”Jurnal yang dewasa. pendapat yang
Palastren (2015). dianggap
paling tepat

16 Miftahul Huda, Kawin Paksa, ljbar dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan, (Ponorogo: Stain
Ponorogo Press 2009), him. 107
YHesein Muhammad, Figh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender,
(Yogyakarta: Lkis 2001), him. 109
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No

Penulis, Judul dan

Tahun

Persamaan

Perbedaan

Hasil
Penelitian

diikuti.

Miftahul Huda: “Kawin
Paksa: ljbar dan Hak-
Hak Reproduksi
Perempuan”.Buku
Penelitian (2009)

Menampilkan
hak ijbar dalam
figih

Proses
Penyimpulan
tidak
didasarkan

pada perspektif
ulama’ tertentu.

Dalam
praktiknya
hak ijbar
berubah
menjadi kawin
paksa
berdampak
negatif
terhadap
berempuan
dalam
berbagai
aspek,
terutama
dalam aspek-
aspek hak-hak
reproduksi
perempuan.

Husein Muhammad:
“Figh Perempuan:
Refleksi Kiai atas
Wacana Agama dan
Gender”. Buku penelitian
(2001)

Menampilkan
hak ijbar dalam
figih.

Tidak  detail
dalam di dalam
menampilkan
perbedaan
pandangan-
pandangan
fugaha’.

ljbar lebih
bersifat
tanggung
jawab. Karena
itu, ijbar tidak
bisa dimaknai
dengan  hak
untuk
memaksa
seseorang
untuk
dinikahkan.
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No | Penulis, Judul dan | Persamaan Perbedaan Hasil
Tahun Penelitian

5 | Tutik Hamidah: “Figh | Menyinggung Tidak Dalam
Perempuan Berwawasan | hak talak dalam | menjelaskan konteks
Keadilan Gender.” Buku | pandangan perbandingan sekarang talak
penelitian( 2011) fugaha’. ulama’  secara | harus

detail. dipersaksikan
di pengadilan,
agar hubungan
suami istri
terhindar dari
ulah yang
tidak
bertanggung
jawab.

Dari tabel di atas diketahui bahwa penelitian ini memiliki perbedaan-
perbedaan dari penelitian-penelitian yang sudah ada itu dilihat dari rincian
pembahasannya, serta metode analisa yang dipakai. Untuk menganalisa berbagai
pendapat fugaha’ serta pendapat mazhab apa yang paling cocok dipakai di era ini
penulis menggunakan nalar ijtihad Abdullah bin Bayyah sebagai pisau analisa.
Sehingga kesimpulannya bisa berbeda atau meskipun ternyata sama akan
memiliki nilai ilmiah yang berbeda.

F. Definisi Istilah

Dalam penelitian ini terdapat beberapa istilah yang perlu didefinisikan
untuk memudahkan pembaca dalam memahami penelitian ini.

1. Hak ijbar yang dimaksud dalam judul di atas adalah kekuasaan yang dimiliki
seseorang untuk menikahkan orang lain tanpa perlu meminta persetujuan
terlebih dahulu. Sementara yang dimaksud hak talak adalah kekuasaan yang

dimiliki oleh seseorang untuk menjatuhkan talak kepada pasangannya.
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Kemudian mazhab empat yang dimaksud di atas adalah mazhab Hanafi,
mazhab Maliki, mazhab Syafii, dan mazhab Hanbali.

2. Nalar ljtihad Abdullah bin Bayyah yang dimaksud dalam judul di atas adalah
metode ijtihad Abdullah bin Bayyah di dalam merumuskan hukum dan fatwa

yang relevan dengan kondisi zaman.
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BAB Il

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

Ijtihad merupakan kebutuhan bagi umat Islam. Kebutuhan terhadap ijtihad
itu disebabkan oleh dua faktor: Pertama, kebanyakan teks-teks Agama tidak
menunjuk satu makna yang pasti (dhonniyah al-Nushush), sehingga seorang ahli
hukum Islam mesti berijtihad untuk mengetahui makna yang dikehendaki oleh
autornya. Kedua, persoalan yang perlu diketahui hukumnya terus berkembang
tanpa batas, sementara teks-teks Agama jumlahnya sangat terbatas. Tatkala
seorang fagih dihadapkan dengan persoalan yang tidak ditemukan penjelasan
detail dalam teks-teks Agama, maka ijtihad adalah satu-satunya langkah yang
mesti ditempuh.®

Sejak era kenabian, Nabi Muhammad SAW sudah banyak memberikan
dorongan untuk berijtihad. Dalam sebuah hadits disebutkan:
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8Ali Jum’ah, Aliyat al-ljtihad, (Kairo: Dar al-Risalah 2004), him. 10
¥ Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, (Barut: DAr al-Risélah al-*Alamiah, tt) juz 5, hlm. 444
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“Dari Mu’adz bin Jabal bahwa tatkala Rasulullah SAW hendak mengutus Muadz
ke Yaman bersabda, “bagaimana kamu memberi keputusan hukum jika kamu
dihadapkan dengan suatu kasus?” Muadz berkata, ‘“saya akan memutuskan
dengan kitab Allah.” Nabi bersabda, ‘jika tidak ditemukan dalam kitab Allah”
Muadz berkata, “saya akan memutuskan dengan sunnah Rasulullah SAW.” Nabi
bersabda, jika kamu tidak menemukan dalam Sunnah Rasulullah maupun dalam
kitab Allah?” Muadz berkata, “Saya akan berijtihad dan saya tidak akan
ceroboh.” Lalu Rasulullah SAW menepuk dada Muadz seraya bersabda, “segala
puji adalah milik Allah, Zat yang telah memberi taufik kepada utusan Rasulullah
terhadap sesuatu yang diridoi oleh Rasulul/aA. ” (HR. Abt Dawud)

Tampak jelas dalam hadis Mu’adz ini bahwa Nabi menyambut dengan
gembira begitu rnendengar tekad Mu'adz untuk berijtihad. Bahkan dalam hadis
Al-Bukhériy dan Muslim, beliau memberi jaminan bahwa mujtahid berhak untuk
salah. Dalam kitab hadis kedua pakar hadis tersebut disebutkan riwayat sebagai

berikut:

vﬂ;\v&*m Jw \LSL&AS\J‘/@% PR A U S
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“Dari ‘Amr ibn al-‘Ash bahwa dia mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda:
jika seorang hakim berijtihad untuk memutuskan hokum lalu dia benar maka dia
mendapat dua pahala, dan jika dia berijtihad lalu salah maka dia mendapat satu
pahala.”(HR. Al-Bukhériy dan Muslim)

Karena itu, al-Raisuniy sangat mengherankan jika ada orang yang
mempropagandakan tertutupnya pintu ijtihad. Pakar Magashid asal Maroko ini
berargumen bahawa secara logika seharusnya seorang mujtahid yang benar
mendapat pahala dan seorang mujtahid yang salah mendapat dosa, karena

biasanya dalam kondisi yang terdapat pahala maka dalam kondisi sebaliknya

terdapat dosa. Namun logika ini ternyata tidak berlaku dalam soal ijtihad. Hal ini

20 Al-Bukhariy, al-jami’ al-Shahth al-Mukhtashar, (Bairut: Dar Ibn Katsir 1987), juz 6, him. 2676,
Muslim, al-jami’ Shahih , (Bairut: Dar al-Jail, tt) juz 5, him. 131
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merupakan jaminan bahwa mujtahid berhak untuk salah, dan kesalahan ini tidak
membuatnya berhak mendapat siksa.”* Namun, tentu saja yang dimaksud dalam
hadits di atas adalah ijtihad yang dilakukan oleh orang yang punya keahlian untuk
berijtihad. Seruan dan dorongan untuk melakukan ijtihad di atas bukan berarti
setiap orang bebas mutlak melakukan ijtihad sekehendak hatinya. Ijtihad adalah
ilmu dan tradisi yang membutuhkan pembuktian dan penalaran. Ijtihad adalah
amanah, bahkan ia merupakan amanat yang paling tinggi drajatnya.?” Karena itu,

dalam sebuah hadis Nabi bersabda,
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“Dari Ibn Buraidah dari ayahnya dari Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda:
Hakim itu ada tiga kelompok, satu kelompok menjadi penghuni surge sedangan
yang dua kelompok menjadi penghuni neraka. Seorang lelaki yang mengetahui
kebenaran lalu memutuskan sesuai pengetahuannya maka dia penghuni surge.
Seorang laki-laki yang yang mengetahui kebenaran lalu dia tidak memutuskan
sesuai pengetahuannya maka dia penghuni neraka. Seorang laki yang tidak punya
pengetahuan lalu dia memberi keputusan hukum untuk manusia maka dia
penghuni neraka.” (HR. Abi Dawud dan Ibn M&jah)

Memandang beratnya amanah ijtihad ini serta begitu sulitnya syarat-
syarat menjadi seorang mujtahid, banyak ulama’ yang memandang bahwa pintu
ijtihad telah tertutup. Akibatnya dalam waktu yang cukup lama, kegiatan ijtihad
mengalami kemandekan. Para ulama cendrung mencukupkan dengan mengikuti

hasil ijtihad ulama’pendahulunya. Dari satu sisi sikap ini sangat baik karena

menunjukkan kehati-hatian, namun dilihat dari sisi yang lain sikap ini akan

2L Al-Raisuniy, al-ljtihad Bain al-Nash, wa al-Mashlahah wa al-Wagi’,... him. 12
22 Al-Raisuniy, al-ljtihad Bain al-Nash, wa al-Mashlahah wa al-Wagi’,... him. 15
2 Abii Dawud, Sunan Abi Dawud,...juz 3, him. 299, Ibn Majah, Sunan lbn Majah,...juz 3, him. 412
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berakibat pada banyaknya problem-problem masyarakat tidak bisa mendapat
jawaban yang yang relevan dan solutif. Karena itu, banyak ulama’ kontemporer
berusaha untuk menghidupkan kembali semangat ijtihad itu. Yusuf al-Qardlawiy
misalnya, dia menolak anggapan yang menyatakan kitab-kitab klasik sudah cukup
memadai untuk memberikan jawaban terhadap semua kebutuhan masyarakat.
Bagi dia, setiap masa punya problem tersendiri, yang tidak mungkin semuanya
bisa diselesaiakan dengan mengacu pada ijtihad-ijtihad lama. Dia juga menolak
mentah-mentah pandangan yang menyatakan bahwa syarat-syarat ijtihad yang
ditetapkan oleh para pakar ushul figih itu sulit untuk didapatkan. Justru pada saat
ini sarana dan metode ijtihad lebih mudah dibandingkan pada zaman dahulu.?*
Karena itu kegiatan ijtihad tidak boleh berhenti, kegiatan ijtihad harus terus
digalakkkan. Dia mengusulkan tiga bentuk ijtihad yang ideal untuk zaman ini,
yaitu: ljtihad ibdai insyai, ljtihad intigai, dan Integrasi antara ijtihad insyai
dengan ijtihad intigai".*

Selain al-Qardlawiy, Abdullah bin Bayyah juga merupakan salah satu
tokoh yang memandang perlunya ijtihad baru. Dia mengatakan bahwa hasil
jjtihad ulama’ masa lampau benar pada masanya. Akan tetapi, hasil ijtihad ulama’
masa kini juga benar sesuai masa Kini, ibarat matematika klasik bisa memberi
penyelesaian yang benar, maka matematika modern juga memberikan

penyelasaian yang benar sesuai zamannya.

? Yusuf al-Qardhowi, al-ljtihad al-Mu ‘dshir Bain al-Indhibath Wa al-Infirath, Terj. Abu Barzani,
ljtihad Kontemporer: Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan (Surabaya: Risalah Gusti 2000),
him. 15

% Yusuf al-Qardhowi, al-ljtihad fi al-Syari’ah al-Islimiyah Ma’a Nazardt Tahliliyah fi al-ljtihd
al-Mu ’ashir(Kuwait: Dar al-Qalam 1996) him. 114
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1. Biografi Abdullah bin Bayyah

Dia mempunyai nama lengkap Abdullah bin Mahfudz bin Bayyah, yang
selanjutnya dikenal dengan Bin Bayyah, lahir pada tanggal 1 januari tahun 1935
M. di kota Timbedra timur, salah satu daerah di negara Muritania. Di Muritani,
selain banyak belajar agama kepada ayahnya, Abdullah bin Bayyah juga belajar di
di sekolah bernama Mahadhir. Di sana dia belajar berbagai macam ilmu-ilmu
keislaman, seperti ilmu bahasa Arab, figih dan lain-lain. Setelah luluas dari
sekolah di Muritania, dia melanjutkan sekolah ke negara Tunisia sebagai utusan
dari nerara Muritania untuk belajar lebih dalam tentang hukum (syariat) agama di
Universitas Zaitun, Tunisia.?

Bin Bayyah termasuk ulama’ yang langka, karena disamping ulama’ dia
pernah penduduki jabatan penting di dalam negri maupun lur negri. Tercatat dia
pernah menjabat antara lain wakil presiden pertama negara Muritani, Mentri
Pendidikan , Mentri keadilan, wakil ketua Majlis Ulama’ di Eropa, pendiri dan
ketua al-Markaz al- ‘Alami [i al-Tajdid wa al-Tarsyid di London, guru besar di
Universitas Malik Abdul Aziz di Jeddah.?’

Bin Bayyah juga termasuk penulis produktif yang memberikan kontribusi
sangat besar terhadap ummat Islam dan dunia. Diantar karyanya adalah Hiwér ‘an
Bu’din hawla Hugqiiq al-Insén, Khitdb al-Amn fi al-Islam: al-Tasykhish wa al-
Khulil, Shind’ah al-Fatwa wa Figh al-Agalliyat, Amali al-Dilalat wa Majali al-

Ikhtilafat, al-Khitab al-1slami bain al-Qawéarhi’ wa al-ljtihdd, Tanbih al-Mardji’

% http://binbayyah.net/arabic/archives/1417
’http://binbayyah.net/arabic/archives/1417
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‘ala Ta’shil Figh al-Wéagqi’, Magéashid al-Mu’amalat Wamarashid al-Wagi ‘at,
I’'mél al-Mashlahah fi al-Wagf, dan lain-lain.

Dalam hemat penulis, nalar ijtihad Bin Bayyah sangat penting dikaji dan
dan disebarkan di Indonesia. Sejauh pengetahuan penulis, di Indonesia belum ada
tulisan yang mengulas pemikirannya. Di Indonesia para mahasiswa lebih
mengenal Jasser Auda dan al-Raisuni daripada Bin Bayyah, padahal di Timur
Tengah Bin Bayyah dinilai lebih otoritatif dan jauh lebih populer dari keduanya.
Meski istilah-istilah yang dipakai Bin Bayyah di dalam melakukan ijtihad tidak
berbeda dengan istilah yang ada sebelumnya, akan tetapi istilah-istilah tersebut di
tangan Bin Bayyah telah mendapat sentuhan pembaharuan, sehingga ia mampu
memformulasi hukum-hukum yang relefan dengan kondisi masyarakat yang terus
berubah.

Bagi Bin Bayyah, untuk melakukan pembaharuan figih, kita harus bisa
mengatasi  tiga ketidakmampuan: ketidakmampuan ~memahami realitas,
ketidakmampuan memahami pengaruh realitas terhadap hukum, dan
ketidakmampuan di dalam berintraksi dengan metodologi penggalian hukum
berdasarkan korelasi antara nash, magashid, dan realitas. Ketidak tahuan yang
pertama membutuhkan bayan (penjelasan), ketidak tahuan yang kedua
membutuhkan burhan (dalil), dan ketidaktahuan ketiga membutuhkan
‘unwan(alamat).

Kemudian untuk mengatasi problem ketidak berdayaan figh di dalam
memberikan solusi terhadap problem masyarakat kontemporer, Bin Bayyah

menawarkan pembaharuan dalam tiga system: pembaharuan sistem penunjukan
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dalil, sistem penggalian illat, dan sistem penetapan hukum terhadap realitas.
Tawaran Bin Bayyah dalam pembahruan system yang pertama, yaitu tentang
pengkajian fenomena bahasa bisa menghilangkan kecendrungan tekstualis yang
melahirkan hukum-hukum yang kurang masuk akal, seperti pandangan kalangan
Zahiriyah bahwa membuang kotoran ke dalam air diperbolehkan berdasarkan
argument bahwa yang tertera di dalam hadis hanyalah larangan berkencing di
dalam air yang tidak mengalir. Demikian pula pandangan sebagian dari mereka
bahwa persetujuan wanita perawan untuk dinikahkan yang diungkapkan secara
terus terang dapat merusak akad dengan argument bahwa di dalam hadis izin
wanita perawan adalah diam.

Tawaran Bin Bayyah dalam pembaharuan sistem yang kedua melahirkan
metode formulasi hukum dengan pendekatan magashid. Buku Bin Bayyah
Magashid al-Mu’amalat wa Maréashid al-Wagi’at memperlihatkan bahwa
magashid bagi dia bukan hanya sebagai konsep nilai, tapi benar-benar menjadi
metode pendekatan di dalam formulasi hukum. Akan tetapi bukunya yang
berjudul ‘4/aqah al-Maqashid bi Ushil al-Figh memperlihatkan bahwa bagi bin
Bayyah magashid tidak boleh lepas dari ushul figih. Terpisahnya magashid dari
ushul figh dapat menyebabkan banyak sekali ketentuan teks yang ditinggalkan
berdasarkan maqashid yang bersifat spekulatif.

Tawaran Bin Bayyah dalam pembaharuan sistem yang ketiga melahirkan
figih realitas yang tertuang di dalam beberapa karyanya, terutama karyanya yang
berjudul Tanbih al-Maraji’ ‘ala Ta’shili Figh al-Wagqi’. Dalam buku ini, Bin

Bayyah betul-betul memperlihatkan kualitas intelektualnya sebagai seorang

21



pembaharu. Terma ijtihad fi tahgiq al-manath yang sebelumnya terasa kurang
memiliki peran apapun di dalam pembaharuan figih, dalam buku ini ternyata
menjadi suatu cara formulasi hukum yang benar-benar ampuh di dalam
menyelesaikan problematika kekinian.

2. Nalar Ijtihad Abdullah bin Bayyah
Dalam pembahasan sebelumnya sedikit telah diuraikan pandangan-
pandangan Bin Bayyah tentang pembaharuan, maka disini penulis akan
memfokuskan pada pembahasan nalar ijtihad Bin Bayyah yang cocok untuk
diketengahkan dalam penelitian ini, yaitu:
a. Magashid sebagai pendekatan bukan hanya sebagai konsep nilai yang agung.
Sebelum masuk ke dalam ranah operasionalisasi magashid al-syari’ah
dalam pandangan Bin Bayyah, terlebih dahulu kita perlu memahami definisi
magashid al-syariah serta cara menggali magashid al-syariah tersebut. Dalam
buku Masyahid Min al-Magashid, Bin Bayyah mendefinisikan magashid al-

syari’ah sebagai berikut:
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“Magashid al-Syariah adalah nilai-nilai partikular atau universal yang

dipahami dari ucapan syari’ semenjak dari awal, baik pokok ataupun cabang.

Demikian juga, sasaran, hikmah dan tujuan yang digali dari ucapan syari’ dan

sesuatu yang semakna dengan ucapan syari’ tersebut dengan segala macam

petunjuknya, yang bisa dicerna oleh nalar manusia serta mengandung
kemaslahatan manusia dan bisa diketahui secara rinci atau secara global.”

?Bin Bayyah, Masyahid min al-Magashid, (Riyad: Dar Wu @h 2012), him. 32
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Definisi Bin Bayyah ini merupakan definisi yang paling sempurana di
antara definisi-definisi magashid yang pernah ada, karena definisi ini telah
memuat semua bentuk magashid, baik yang merupakan kemaslahatan maupun
yang merupakan petunjuk khitab, baik magashid universal maupun magashid
partikular. Definisi Bin Bayyah ini lebih sempurna dibanding definisi lbn
Asyur yang hanya menfokuskan kepada magashid universal,”® dan juga lebih
sempurna dibanding definisi Allal al-Fasi*® dan Yusuf al-Qaradhawi! yang
hanya menfokuskan kepada magashid yang merupakan kemaslahatan, sembari
melupakan magashid yang yang merupakan petunjuk khitab. Namun dalam
tulisan ini, pembahasan mengenai perbedaan definisi ini tampaknya lebih baik
ditinggalkan untuk segera beralih kepada pembahasan yang lebih penting,
yaitu mengenai metode menggali magashid.

Terkait metode menggali magashid ini, selain memberikan tambahan
metode baru, Bin Bayyah juga mengadopsi metode yang telah disebutkan oleh Al-
Syathibiy dan Ibn ‘Asyiir.>* Di dalam al-Muwagat, al-Syathibiy menyatakan bahwa
pengetahuan tentang tujuan-tujuan syariat itu bisa diperoleh melalui empat cara:*

1) Melalui khitdb yang mengandung perintah dan larangan secara elementer
dan jelas. Artinya dilaksanakannya sebuah perintah dan ditinggalkannya

sebuah larangan merupakan tujuan Syari'.

%% Definisi Muhammad al-Thahir bin ‘Asydr bisa diliaht dalam bukunya, Magashid al-Syari’‘ah al-
Islamiyah (Jordania: Dar al-Nafais 2001) him. 249

%Definisi ‘Allal al-Fasiy bisa dibaca dalam bukunya, Magqashid al-Syari‘ah al-lslamiyah
Wamakarimuha, (Dar al-Gharb al-1slamf 1991), him. 7

3! Definisi al-Qardhawiy bisa dilihat dalam bukunya, Dirasah fi Figh Magashid al-Syari’ah,
(Kairo: Dar al-Syurug 2008), him. 20

%2 Bin Bayyah, ‘Alagah Magashid al-Syari’ah Bi Ush il al-Figh, ( Kairo: Muassasah al-Furgan
200 6), him. 65

3 Al-Syathibiy, Aba Ishaq Ibrdhim ibn M Gisd al-Lakhmi, al-Muwdfagat fi Ush il al-Figh, (Kairo:
Dar Ibn Affan 1997), juz 3, him. 134
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2) Melalui penelitian terhadap alasan-alasan yang terkandung dalam sebuah
perintah dan larangan dengan metode penggalian illat (masalik al- ‘illaf).

3) Melalui penyempurna tujuan-tujuan pokok. Hal ini karena Syariat
memiliki tujuan pokok (magéashid ashliyah) dan tujuan cabang (magashid
tabi'ah) di dalam pensyariatan sebuah hokum. Namun tujuan pokok
tersebut tidak akan terwujud secara sempurna tanpa terwujudnya
penyempurna dan pendukungnya. Karena itu, segala penyempurna dan
pendukung tujuan pokok tersebut juga dinggap sebagai bagian dari tujuan
syariat. Nikah misalnya, tujuan pokok disyariatkannya adalah
mewujudkan keturunan. Namun disamping tujuan ini juga terdapat tujuan-
tujuan lain yang menjadi penyempurna tujuan pokok tersebut, yaitu agar
seorang laki-laki dan perempuan mendapatkan ketenangan, saling tolong-
menolong dalam menggapai kemaslahatan dunia dan akhirat, menjaga diri
dari perbuatan terlarang, menambah rasa syukur atas karunia Allah, dan
tujuan-tujuan lainnya.

4) Melalui penelitian terhadap diamnya Syari', padahal faktor-faktor untuk
menjelaskannya sudah ada. Lebih jelasnya, diamnya syari' ini ada dua
macam. Pertama, diamnya Syari' terhadap sesuatu karena memang tidak
ada faktor yang menuntut untuk menjelaskan. Seperti masalah-masalah
baru yang terjadi pada masa sahabat. Dalam hal ini, penentuan hukumnya
dikembalikan kepada kaidah-kaidah yang legal menurut syariat, seperti al-
giyas, ishtishlah, istihsan, dll. Kedua, diamnya Syari' terhadap sesuatu

yang faktor untuk menjelaskannya sudah ada. Dalam hal ini, berarti Syari'
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menghendaki agar apa yang telah ia putuskan tidak ditambah-tambahi dan
tidak pula dikurang-kurangi.
Sementara menurut Ibn ‘Asyiir, tujuan-tujuan syariat bisa diketahui
melalui beberapa cara berikut ini:>*

1). Meneliti dengan metode induksi terhadap tindakan-tindakan Syari'.
Metode ini bisa dilakukan melalui dua cara. Pertama, meneliti hukum-
hukum yang telah diketahui illat-nya melalui metode penggalian illat
(masalik al- ‘i/lar). Karena dengan meneliti illat yang memiliki kesamaaan
hikmah, kita dapat menarik satu hikmah yang bisa kita yakini sebagai
tujuan syariat. Sebagai contoh, Nabi melarang bai' al-ruthab bi al-tamri
karena adanya unsur Kketidak-tahuan terhadap kadar barang yang
ditransaksikan. Nabi juga melarang jual beli barang yang tidak diketahui
takaran, hitungan dan timbangannya dengan barang yang diketahui
takarannya, karena hal ini sama saja tidak mengetahui terhadap kadar
barang yang ditransaksikan. Nabi juga melarang unsur penipuan dalam
bertransaksi karena dapat menyebabkan kerugian terhadap salah satu
pihak. Maka dari alasan-alasan larangan ini, kita bisa menarik satu
kesimpulan tujuan syariat, yaitu syariat tidak menghendaki ada unsur
ketidak-jelasan di dalam transaksi. Sehingga setiap transaksi yang
mengandung ketidak-jelasan, berarti termasuk transaksi yang illegal.
Kedua, meneliti dalil-dalil yang memiliki illat yang sama, sehingga dapat

diketahui bahwa illat tersebut merupakan tujuan syariat. Sebagai contoh,

$*Muhammad al-Thahir bin ‘Asy tr, Magashid al-Syari‘ah al-1slamiyah,...hlm. 189-195
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2)

3)

alasan dilarangannya menjual makanan yang masih ada di tangan pihak
ketiga adalah untuk menjaga sirkulasi makanan di pasaran; alasan
dilarangnya barter makanan dengan makanan secara tempo adalah supaya
makanan tidak tertahan dalam tanggungan karena dapat menyebabkan
terhentinya peredaran suatu makanan; demikian pula alasan dilarangnya
menimbun kebutuhan pokok karena dapat menyebabkan kelangkaan
makanan di pasaran. Dengan penelitian ini, Kita bisa mendapatkan
kesimpulan bahwa sirkulasi makanan dan kemudahan untuk
mendapatkannya merupakan tujuan syariat. Dari sini, dapat Kita ketahui
bahwa setiap transaksi yang tidak menyebabkan kelangkaan makanan dan
kesulitan untuk mendapatkannya berarti diperbolehkan, seperti syirkah
(perkongsian), igalah (pembatalan akad) sebelum penerimaan barang, dan
lain-lain. Termasuk dalam contoh ini adalah banyaknya perintah syariat
untuk memerdekakan budak yang berarti syariat tidak menghendaki
perbudakan.

Melalui dalil al-Qur'an yang maknanya jelas, sekiranya keraguan
mengenai makna tersebut tidak dianggap.

Melalui hadis-hadis mutawatir. Metode ketiga ini hanya bisa dicontohkan
dalam dua hal, yaitu hadits yang mutawatir maknawi yang dihasilkan dari
penglihatan langsung terhadap praktik-praktik sahabat yang didapat dari
Nabi Muhammad Saw, dan hadits tawérur ‘amali yang dihasilkan oleh
individu-individu sahabat dari melihat secara berulang praktik-praktik

Nabi, sehingga dari situ dapat disimpulkan tujuan-tujuan Syariat.
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Bin Bayyah menambahkan bahwa magashid al-syari’ah juga bisa
dipahami melalui al-Tark. Terma al-Tark berbeda dengan al-Sukzt. Al-Tark
adalah meninggalkan suatu tindakan secara sengaja oleh Syari' karena tujuan
tertentu. Seperti Nabi meninggalkan shalat tarawih supaya diketahui bahwa
tinggkat anjuran ibadah ini tidak mencapai hukum wajib dan seperti Nabi
meninggalkan sujud pada tempatnya supaya diketahui cara-cara yang harus
ditempuh oleh umat Islam ketika dihadapkan dengan kejadian yang sama.®
Selain ini, magashid juga bisa diketahui melalu hukum-hukum dan fatwa-fatwa
sahabat Nabi, karena di dalam memutuskan hukum dan fatwa mereka banyak
berpijak kepada magashid,.*

Menurut Bin Bayyah, ketika pengetahuan tentang magashid sudah
didapat maka seorang pakar figih harus selalu menghadirkannya, terutama
dalam menjawab dan memecahkan masalah-masalah kontemporer. Di dalam
buku Alagah Maqashid al-Syari’as Bi Ushil al-Figh, dia menjelaskan bahwa
magashid mesti dioperasikan dalam tiga ranah kerja®’.

1. Dalam mengaktivkan ushul figh untuk memperluas wilayah kerja istihsan,
istishlah, giyas, syadd al-zarai’, dan lain-lainnya. Hal ini membuka ruang
untuk melakukan takhshis bi al-magashid atau bi al-hajah terhadap
sebagian keumuman teks-teks syariat. Pada umumnya, cakupan keumuman
teks yang terkena takhsish ini terhadap kasus-kasus yang dikecualikan

dinilai lemah. Artinya kasus-kasus yang dikecualikan itu merupakan bagian-

*Bin Bayyah, Amali al-Dilalat Wa Majali al-lkhtilafat, ( Jeddah: Dar al-Minhaj 200 7), him. 352
% Bin Bayyah, ‘Alagah Maqashid al-Syari’ah Bi Ush iil al-Figh, him. 84
%" Bin Bayyah, ‘Alagah Maqashid al-Syari’ah Bi Ush iil al-Figh, hlm. 137
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bagian yang jarang dikehendaki oleh autor teks dan masuknya dalam
cakupan kata umum diperselisihkan oleh para ulama’.

2. Melalui pengaktivan ushul figih tersebut kita bisa melakukan ijtihad
independen dalam rangka menjawab persolan-persolan kontemporer melalui
metode-metode ijtihad yang ada, setelah memahami realitas masalah yang
akan diberi jawaban. Sebagai contoh dalam Amali al-Dilalah, Bin Bayyah
mencontohkan formulasi hukum beberapa masalah kontemporer dengan
menggunakan metode istishlah. Antara lain adalah aturan membuat SIM
bagi para pengemudi, kewajiban mengikuti aturan lalu lintas, keharusan
membuat pasport bagi orang yang mau bepergian ke luar negri, hukum
menarik pajak terhadap orang-orang kaya dalam rangka memenuhi
kebutuhan negara, khususnya yang terkait dengan keamanan, kesehatan dan
peradilan.® Aturan-aturan tersebut tidak ditemukan padanannya dalam teks-
teks syariat, namun aturan tersebut dapat mewujudkan kemaslahatan bagi
manusia saat ini. Karena itu, aturan itu harus ditaati. Pelanggaran terhadap
aturan tersebut, tidak hanya dinilai bertentangan dengan hukum positif
negara, tetapi juga dinilai bertentangan dengan hukum agama. Karena
kebijakan pembuatan aturan di atas telah berpijak kepada kemaslahatan
umum.

3. Dalam memilih pendapat-pendapat ulama’ yang dapat mewujudkan tujuan-
tujuan syariat kendatipun sebelumnya pendapat itu tidak pernah dipakai,

asalkan penisbatan pendapat itu benar dan keluar dari orang yang dapat

% Bin Bayyah, Amali al-Dilalah Wamajali al-lkhtilafat, (Jeddah: Dar al-Minh4j 2007), him. 572
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dipercaya, serta ada kebutuhan untuk mengamalkannya.®® Poin yang ketiga
ini dipraktikkan dengan melakukan penelitian ke dalam turats untuk
mengumpulkan berbagai pendapat fugaha’ klasik, termasuk pendapat yang
dinilai lemah, untuk kemudian pendapat ini dikuatkan dengan maqashid al-

syari’ah. Dalam konteks ini, Bin Bayyah menulis:
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“Saya selalu sampaikan kepada murid-murid saya bahwa kedudukan
pendapat yang kuat tetap terpelihara dan hak-haknya tetap terjaga, tetapi
kadangkala magashid menghukumi pendapat rajih itu berlibur untuk
sementara, selama tersembunyi (belum ada) kemaslahatan yang juga
merupakan alasan pendapat lemah menampati tempatnya. Akan tetapi,
persoalan ini butuh kepada neraca yang terepresentasikan dalam
pengkajian terhadap dalil yang menjadi pijakan pendapat rajih, yang
terkadang ia hanya teks bertipe zahir atau perbuatan syari’ yang memilki
banyak kemungkinan petunjuk. Ini dari aspek dilalah. Sementara dari aspek
nalar terkadang ia berupa dalil giyas khofi atau dzariah yang tidak pasti
akibat negatifnya, dan demikian pula dari aspek tetapnya dalil tersebut, ia
terkadang berupa hadis ahad dan semacamnya. Kemudian pendapat yang
lemah juga tidak sepi dari dalil, dan yang memiliki pendapat itu termasuk
ulama’ yang sudah diketahui kedudukannya dan patut dijadikan panutan.

% Bin Bayyah, Alagah Magashid al-Syari’ah Bi Ush iil al-Figh, ( Kairo: Muassasah al-Furgan 200
6), him. 144

“*Bin Bayyah, Magashid al-Mu’amalalat Wamarashid al-Wagqi’at Waqi’at ( Kairo: Muassasah al-
Furgan li al-Turasts al-Islami 2010)him. 119, Alagah Maqashid al-Syari’ah Bi Ush al al-
Figh,...145
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Dengan demikian, pengunggulan suatu pendapat dengan pendekatan
maqashid menjadi sangat mungkin, bahkan bisa saja menjadi keharusan.”

Dengan statemen ini, Bin Bayyah hendak menyatakan bahwa
pengunggulan sebuah pendapat dalam polemik para ulama’ masa lampau tidak
hanya bisa dilakukan dengan dalil nash, tetapi juga dengan dalil Magashid.
Yang dimaksud ulama’ disini bukan hanya ulama’ dalam lingkup mazhab
empat saj, akan tetapi semua ulama’ yang diakui keilmuannya dalam bidang
hukum Islam. Pandangan Bin Bayyah ini, berbeda dengan pendapat sebagian
ulama’ yang mengatakan bahwa di luar mazhab empat tidak bisa dijadikan
rujukan.

Bin Bayyah mempraktikkan statmen di atas dalam hukum transaksi
yang mengandung tangguhan penyerahan barang dan pembayaran harga atau
dikenal dengan bai al-dain bi al-dain. Diriwayatkan bahwa ulama’ telah
sepakat melarang transaksi dengan cara seperti ini. Al-Qarafi memberikan
alasan bahwa cara transaksi semacam ini menyebabkan banyaknya
persengketaan. Sementara sesuatu yang banyak mengantarkan kepada
kemafsadatan juga dianggap sebagai kemafsadatan. Namun menurut Bin
Bayyah riwayat terjadinya ijma’ tersebut hanyalah sebatas klaim. Sebab,
ditemukan riwayat lain yang mengatakan bahwa Sa’id bin Musayyab
memperbolehkan model transaksi tersebut. Karena itu dalam masalah ini
peluang ijtihad masih terbuka luas. Bagi Bin Bayyah pelarangan transaksi ini
perlu dikaji ulang mengingat bahwa dalam realitasnya banyak sekali transaksi
yang terjadi antar negara memakai model transaksi ini. Soal transaksi minyak

tanah misalnya, pelaku transaksi melakukan transaksi selama beberapa bulan
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tanpa menyerahkan barang dan tanpa menyerahkan harga sehingga tidak
masuk dalam akad pesan(salam), namun mereka membuat cara-cara tertentu
yang dapat mencegah terjadinya persengketaan dan dapat membatasi jalannya
transaksi. Melihat pada kebutuhan masyarakat serta tujuan syariat untuk
memberi kemudahan, maka pendapat Sa’id bin Musayyab Yyang
memperbolehkan transaksi ini bisa dipakai. Sementara berkaiatan dengan
keumuman kaidah pelarangan model transaksi di atas bisa dipersempit
cakupannya terhadap selain kondis hajah (kebutuhan). Sebab, larangan yang
terkait dengan ‘iwad (harga dan barang yang dijual) masuk dalam strata hajiat
atau bahkan dalam strata pelangkap saja. Dalam larangan semacam ini berlaku
kaidah “hajat terkadang menampati posisi darurat”.
. Realitas merupakan partner teks di dalam merumuskan hukum

Dalam upaya memahami maksud dari pandangan Bin Bayyah ini
terlebih dahulu kita perlu memahami konsep ijtihad fi tahqgiq al-manath yang
dikembangkan oleh Bin Bayyah. Dalam literatur klasik, metode ijtihad ini ada
dua bentuk: Pertama, penerapan kaidah umum di dalam satuan-satuan di
bawahnya. Tahqig al-manath semacam ini tidak memiliki keterkaitan dengan
Qiyas. Penentuan seorang yang adil untuk menjadi pemimpin adalah termasuk
Tahgiq a-Manath, karena dalam hal ini kita menerapkan kaidah umum yaitu
kaidah tentang adil di dalam salah satu bagiannya. Kedua, aplikasi muara
hukum di dalam persoalan-persoan particular yang belum ada kejelasan
hukumnya. Contohnya, menurut sebagian ulama' Malikiyah, illat riba di dalam

emas dan perak adalah keberadannya sebagai harga(tsamaniah). Karena itu,
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ketika ternyata di dalam uang kertas fungsi sebagai harga itu juga ada maka ia
juga dihukumi sebagai barang ribawi sebagaimana emas dan perak.*

Al-Syathibiyi mengatakan bahwa Ijtihdad fi tahqgiqg al-manéth
merupakan bentuk ijtihad yang senantiasa bisa diterapkan sepanjang masa. la
berbeda dengan ijtihad fi takhrij al-manath dan ijtihad fi tangith al-manath
yang mungkin terputus seiring dengan meninggalnya ulama-ulama yang
mencapai derajat mujtahid mutlak.*> Karena itu, menurut Bin Bayyah, melalui
ijtihad fi tahgiq al-manath ini kita bisa melakukan pembaharuan, aktualisasi
dan kaji ulang terhadap hukum-hukum figih yang dirumuskan fugah&' masa
lampau berdasarkan pertimbangan relevansinya dengan realitas zaman.

Dalam penerapan ijtihad ini, seorang pakar figih dituntut memahami
realitas masalah yang akan ditetapkan hukumnya secara komprehensif, karena
realitas merupakan patner teks di dalam perumusan dan penerapan hukum.
Dalam 7I'lam al-Muwagqqi’in, Ibn al-Qayyim berkata, “Seorang mufti dan
hakim tidak mungkin bisa memberi fatwa dan hukum yang benar kecuali dia
memahami dua hal. Pertama, memahami dan menggali realitas secara
komprehensif. Kedua, memahami hukum Allah yang tertuang di dalam al-
kitab atau al-hadits untuk diterapkan pada realitas tersebut”.**

Bukti-bukti bahwa realitas memiliki pengaruh terhadap perumusan

hukum ini sangat banyak kita temukan dalam al-Qur’an, al-Sunnah dan praktik

“'Bin Bayyah, al-ljtihad Bitahqiq al-Manath: Figh al-Wagi’ wa al-Tawagqu’, (Dubai: Muassasah
Thébah 2014), him. 6

*2 Al-Syathibiiy, al-Muwafagat f; Ush il al-Figh,...juz 4, him. 96

*|bn al-Qayyim, Muhammad ibn Abi Bakr ibn Ayy b ibn Sa’ad Syams al-Din lbn Qayyim al-
Jauziyah, I’ldm al-Muwaqqi’in ‘An Rabb al-‘Alamin, (Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiah 1991), juz
1, him. 69
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ijtihad sahabat.**Al-Qur’an misalnya memperhatikan realitas manusia yang
lemah maka disyariatkanlah dispensasi dalam tuntutan syariat. Hal ini tampak

dalam firman Allah, antara lain:
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“Allah menghendaki untuk memudahkan kalian, dan manusia diciptakan
dalam keadan lemah.”’(QS. al-Nisa’: 28)
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“Dia mengetahui bahwa aka nada diantara kamu orang-orang sakit, dan yang lain

berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah; dan yang lain berperang di jalan

Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari al-Qur’an ”.(QS. al-Muzzammil:20)

Al-Qur’an memperhatikan reaksi para penyembah berhala tatkala
sesembahan mereka dicacimaki maka dilaranglah perbuatan caci maki terhadap

sesembahan mereka. Allah berfirman:
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“Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah,
karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar
pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pada
pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan, tempat kembali mereka, lalu Dia
akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan.”(QS,
al-‘An’am:108)

®

\\i»

Dalam banyak persoalan, Nabi Muhammad saw juga memperhatikan
realitas masyarakat, kemudian memutuskan hukum sesuai dengan realitas itu.

Dalam Shohi al-Bukhariy dan Muslim disebutkan hadis berikut:

“Bin Bayyah, Tanbih al-Maraji’ ‘ala Ta’shil Figh al-Wdgqi’,...hlm. 41
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Dari Aisyah istri Nabi Muhammad SAW bahwa pada suatu waktu beliau
bersabda: “tidakkah kamu tahu bahwa kaummu tatkala membangun Ka’bah
itu tidak sesuai pondasi Ibrahim?” Aisyah berkata, “Wahai Rasulullah,
mengapa tidak engkau kembalikan saja bangunan Ka’bah itu pada pondasi
Ibrahim?”. Rasulullah bersabda, “kalau saja kaummu tidak baru saja keluar
dari kekufuran pasti aku sudah melakukannya.”

Hadis ini memperlihatkan bahwa realitas masyarakat yang baru masuk
1slam membuat Nabi Muhammad saw tidak melakukan renovasi Ka’bah karena
tindakan ini dapat menimbulkan keraguan terhadan kewibawaan Ka’bah bagi

masyarakat yang masih lemah imannya.

Dalam ijtihad sahabat, Kita juga bisa melihat pengaruh realitas terhadap
penetapan hukum. Umar  bin al-Khtthob misalnya, dia pernah tidak
menghukum potong tangan terhadap pencuri di masa paceklik. Dalam pristiwa
pencurian itu, Umar menganggap kondisi kelaparan yang merajalela termasuk
bagian dari syubhat yang dapat menggugurkan had. Kondisi demikian
menyebabkan ada syubhat hak bagi para pencuri, karena seseorang yang
berada dalam kondisi darurat diperbolehkan untuk mengambil barang orang
lain meskipun tanpa izin pemilik, dengan syarat tidak melebihi kebutuhannya.

Dalam hal ini, setelah memahami realitas pada masa itu, sahabat Umar

* Al-Bukhariy, al-jdmi’ al-Shahih al-Mukhtashar,..., juz 2, him. 523, Muslim, al-jdmi’ Shahih ...
juz 4, him. 97
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memandang hukum potong tangan bagi pencuri tidak bisa diterapkan. Di
samping itu, potong tangan disyariatkan sebagai hukuman terhadap pelaku
kezaliman terhadap hak orang lain, sementara pencuri yang dalam kondisi
darurat tidak bisa disebut pelaku kezaliman. Pelaku kezaliman dalam hal ini
justru orang-orang kaya yang tidak mau tahu dengan kondisi masyarakat
sekitarnya yang dilanda kelaparan.

Selain dalam prakti ijtihad Umar, kita juga bisa melihat pengaruh realitas
itu dalam praktik ijtihad Utsman bin Affan. Tatkala melakukan ibadah haji
bersama kaum muslimin Utsman melaksanakan shalatyang rakaatnya empat
(ruba’iyah), tanpa di dipendekkan(qashar), padahal Nabi Muhammad, Aba
Bakar dan Umar melakukannya dengan cara gashar. Dalam hal ini, Utsman
melihat di Mekkah banyak orang yang baru masuk islam. Realitas ini membuat
dia khawatir orang yang baru masuk islam itu menduga bahwa shalat ruba ’iyah
telah dikurangi rakaatnya untuk selamanya. Praktik ijtihad Ali binAbi Thalib
juga memperlihatkan hal yang sama dengan khalifah sebelumnya. Dia
berpendapat bahwa pembunuh Utsman tidak usah digishas terlebih dahulu
karena realitas masayarakat Muslim pada saat itu belum memungkinkan untuk
melaksanakannya.

Dalil-dalil di atas memperlihatkan bahwa realitas memiliki pengaruh
terhadap hukum. Hanya saja menurut Bin Bayyah pengetahuan terhadap
realitas bukan sekedar memahami apa yang paling sesuai dengan keinginan
nafsu manusia modern. Pemahaman terhadap realitas tidak selamanya bisa

didapat dengan mudah. Dalam upaya memahami realitas secara menyeluruh,
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terkadang seorang pakar figih harus menghadirkan beberapa pertanyaan kunci
berikut: pertanyaan ‘apa’ untuk memahami hakikat, pertanyaan ‘kenapa’ untuk
memahami illat atau sebab, pertanyaan ‘di mana’ untuk memahami tempat,
petanyaan ‘kapan’ untuk memahami waktu, dan pertanyaan ‘bagaimana’ untuk
memahami kondisi.

Karena realitas tidak selalu mudah dipahami itulah maka para pakar ushul
figih merasa perlu meletakkannya dibawah pembahasan tahqgiq al-manéth.
Demikian pula, al-Ghazéliy merasa perlu meletakkan lima cara mamahami
realitas.*® Di dalam Asas al-Qiyas, al-Ghazaliy menjelaskan lima cara tersebut
sebagai berikut: bahasa, tradisi, rasio, indra dan thabiah.*’ Pelaku tahqiq al-
manath-pun tidak selalu dimonopoli oleh satu pihak. la bisa berbeda-beda
sesuai perbedaan obyek khitdb Tuhan. Terkadang khitab Tuhan diarahkan
kepada personal, terkadang diarahkan kepada kelompok namun yang dimaksud
adalah personal, terkadang diarahkan kepada pihak kehakiman, dan terkadang
pula diarahkan kepada pemerintah. Hal ini karena realitas tidak selamanya bisa
dipahami oleh semua orang. Pengumuman perang terhadap pihak musuh
misalnya, hanya boleh dilakukan oleh pemerintah. Sebab, pemerintahlah yang
benar-benar bisa memahami maslahah dan mafsadah dari peperangan tersebut.
Demikian pula pelaksanaan hudiid, hanya bisa dilaksanakan oleh pihak

pemerintah. Sebab, pelaksanaan iudiid memiliki persyaratan yang amat ketat.

“®Bin Bayyah, Tanbih al-Mardji’ ‘ala Ta’shil Figh al-Wdgqi’...him. 20
*Al-Ghazaliy, Aba Himid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazaliy, Asas al-Qiyas, (Riyad:
Maktabah al-°Abikan 1993), hlm. 42
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Misalnya ia tidak boleh diterapkan ketika terdapat syubhah. Terpenuhinya
persyaratan semacam ini, tentu saja yang paling tahu adalah pemerintah.*®
Berdasarkan pemikiran di atas Bin Bayyah membedakan antara wilayah
iman dengan wilayah penerapan. Dalam wilayah iman, semua orang Muslim
wajib beriman dengan segala hukum-hukum yang bersifat pasti (al-Ahkam al-
Oathivah).**Sementara dalam wilayah penerapan, hukum taklifi selalu diliputi
oleh hukum wadh’i. Hukum taklifi tidak boleh dipisahkan dari hukum wadh’i
ini. Sebab, hukum wadh’i ini merupakan pengawal hukum taklifi agar ia tidak
digunakan dalam kondisi yang tidak tepat, dan dengan demikian ia akan selalu
membawa kemaslahatan bagi manusia. Hukum wadh’i adalah khitab-khitab
Allah yang berkaitan dengan sebab atau illat, mani’ (penghalang), syarat, sah,
dan batal.® Ketika hukum taklifi menuntut hukum tertentu, namun penerapan
hukum ini secara kaku dapat menyebabkan kerugian bagi orang lain, maka
datanglah ‘illat menuntut hukum lain. Ketika sebuah ‘illat menuntut hukum
tertentu, namun penerapan hukum ini mengandung mafsadah maka datanglah
mani’ menghalangi tuntutan illat tersebut. Dan begitulah seterusnya, figih pasti
menjamin kemaslahatan manusia. Tersebab itu, sebagaimana sebelumnya telah
dijelaskan, seoarang pengkaji figih harus memahami realitas secara
menyeluruh, realitas mahkum alaih, realitas mahkum fih, realitas illat, realitas

mani’, realitas kini dan realiatas nanti.

“*Bin Bayyah, Tanbih al-Mardji’ ‘ala Ta’shil Figh al-Wdagqi’...hlm. 77

* Bin Bayyah, Tanbih al-Mardji’ ‘ala Ta’shil Figh al-Waqi’...him. 84

%0 Zakariya al-Anshariy, Ghayah al-Wush il fi Syarh Lubb al-Ush al,( Mesir: Dar al-Kutub al-
Arabiyah al-Kubra, tt. ) him. 6
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Akibat tidak bisa membedakan antara wilayah iman dan wilayah
penerapan ini seringkali meluncur tuduhan kafir dari sebagian orang terhadap
pihak-pihak yang tidak menerapkan hukum Islam, dengan berdasar kepada
firman Allah:

Sy 2 24,6 b 35t i SR
“Barang siapa yang tidak berhukum dengan selain hukum yang diturunkan
Allah maka mereka adalah orang-orang kafir. ”(QS, al-Maidah: 44)

Padahal jika kita merujuk kepada penafsiran ulama yang shalih dari
generasi ke generasi maka kita akan menemukan bahwa ayat ini berbicara
tentang orang yang mengingkari hukum Allah, bukan tentang orang yang tidak
menerapkannya. Sekadar sebagai contoh, Imam al-Raziy dalam al-Tafsir al-
Kabir berkata, “Ikrimah berkata: “Firman Allah ta’ala: “Barang siapa yang
tidak berhukum dengan selain hukum yang diturunkan Allah...”hanyalah
berkenaan dengan orang yang mengingkari dengan hati dan menolak dengan
lisan. Adapun orang yang meyakini dan mengakui bahwa hukum itu adalah
hukum Allah, namun dia tidak menerapkannya maka dia tetap dianggap
menghukumi  dengan hukum vyang diturunkan Allah, tetapi dia
meninggalkannya. Dengan demikian, dia tidak masuk dalam ayat ini.”>
Demikian pula al-Ghozaliy di dalam al-Mustasfa berkata, “Firman Allah

setelah menyebutkan Taurat dan hukum-hukumnya, “Barang siapa yang tidak

berhukum dengan selain hukum yang diturunkan Allah maka mereka adalah

°! Fakhr al-Din al-Réziy, Mafatih al-Ghaib, (Bairut: Dar Ihya al-Turats al-‘Arabi, 1420), juz 12,
him. 368

38



orang-orang kafir.” kami berkata, “Dan barang siapa tidak berhukum dengan
hukum yang diturunkan Allah seraya mendusktakan dan menentangnya.” >

Ibn Taimiyah juga demikian. Dalam Majmu’ Fatawa dia berkata:
“Dalam menjelaskan firman Allah: “Barang siapa yang tidak berhukum
dengan selain hukum yang diturunkan Allah maka mereka adalah orang-orang
kafir. (QS, al-Maidah:44),...maka mercka adalah orang-orang fasik. (QS, al-
Maidah: 47),...maka mereka orang-orang zalim (QS, al-Maidah: 45), Ibn Abbas
dan tidak cuma satu dari ulama’ salaf berkata, “kekufuran dibawah kekufuran,
kefasikan dibawah kefasikan, dan kezaliman dibawah kezaliman. >

Contoh dari perbedaan wilayah iman dan wilayah penerapan tersebut
adalah soal penerapan hudud. Bagi bin Bayyah, hudud termasuk masalah-
masalah-masalah yang harus diimani oleh setiap Muslim, karena ia merupakan
ajaran syariat yang disepakati ulama, namun tidak berarti hudud harus
diterapkan tanpa pengecualian. Nabi Muhammad SAW pernah melarang
pelaksanaan hudud di masa peperangan. Sebagian sahabat melarang
pelaksanaan hudud di bumi musuh (dar al-harb) dan didaerah perbatasan.
Larangan Nabi dan sahabat ini memunculkan dua tugas bagi para ahli figih.
Tugas pertama berkaiatan dengan takhrij al-manath untuk mengelurakan illat,

sedangkan yang kedua berkaitan dengan tahqiq al-manath untuk menerapakan

hukum terhadap realitas berdasarkan illat tersebut.

%2 Abii Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazaliy, al-Mustashfé fi ‘llm al-Ushul, (Bairut:
Muassasah al-Risélah, 1997), juz 1, him. 398

53 Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Taimiah al-Haraniy, Majm @i’ al-Fatawa, (Madinah: Majma’ al-
Malik Fahd 1995), juz 7, him. 522
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Berkaitan dengan tugas pertama, Ibn al-Qayyim menunjuk dua
alasan:Pertama, penerapan hudud dilarang demi kemaslahatan Islam. Alasan
ini menurut Bin Bayyah lebih dekat disebut hikmah. Meski demikian jika ia
digAbiing dengan kedudukan imam sebagai pelaku tahgiq al-manath maka
berkaitan dengan hak imam untuk menunda hudud demi kemaslahatan. Al-
Qurthubi dalam al-Jami’ Liahkém al-Qur’an mengatakan, “tidak ada
perbedaan pendapat diantara para ulama’ bahwa pelaksanaan gishas boleh
ditunda jika menyebabkan timbulnya fitnah dan perpecahan.” Kedua,
penerapan hudud dilarang demi kemaslahatan pelaku kejahatan. Dikhawatirkan
jika had diterapkan di tempat tersebut, orang yang yang terkena had akan
bergAbiang dengan pihak musuh sehingga menjadi murtad. Namun disini
timbul satu pertanyaan, apakah illat dilarangnya penerapan hudud di negara
musuh merupakan illat murakkabah yang tersusun dari kekhawatiran
murtadnya orang yang terkena had dengan keberadaannya di daerah musuh,
sehingga menjadi illat gashirah, ataukah ia merupakan illat muta’addiyah
dengan cara tangih al-manath, yaitu dengan menghilangkan “keberadaannya di
bumi musuh” sebagai bagian dari illat, sehingga kondisi negara yang kacau dan
masyarakatnya belum siap dengan penerapan hudud bisa disamakan dengan
mereka yang berada di negara musuh?. Tampaknya Bin Bayyah cendrung
kepada kemungkinan yang kedua ini. Karena itu, berkaiatan dengan tugas yang
kedua di atas, dia menegaskan bahwa pemerintah harus memahami realitas
masyarakat di negrinya masing-masing. Bagaimana tingkat kekacauaan negara

mereka?, bagaimana kesiapan masyarakat terhadap pelakasanaah hudud,
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apakah ia berpengaruh terhadap keimanan mereka?, dan apakah kondisi
negaranya tergolong syubhat yang yang dapat menggugurkan pelaksanaan
hudud?
B. Kajian Teori
1. Figih dan Mazhab
a. Pengertian Figih
Secara bahasa figih berasal dari kata al-figh dalam bahasa Arab yang
bermakna al-fahmu (memahami). Dalam teks-teks agama kata al-figh dipakai
untuk menunjuk dua makna, yaitu:>*

(1) Pemahaman yang dimiliki oleh seseorang (al-fahm al-ladzi yattashifu bihi
al-syakhshu). Penggunaan kata al-figh untuk makna ini bisa kita lihat
misalnya dalam surat Hud ayat 91, surat al-Isra’ ayat 44, surat al-An’am
ayat 65, dan dalam hadis riwayat Ahmad yang di dalamnya berisi doa Nabi
untuk Ibn Abbas, yaitu:

2P ol aaley 3 agib ol

“Wahai Allah, fahamkanlah dia dalam bidang agama dan berilah dia
pengetahuan untuk menafsiri.”

(2) Teks-teks syariat (al-nushas al-syar iyah). Penggunaan kata al-figh untuk

makna ini mislanya bisa dilihat dalam hadis berikut:

Pl pp o ) Lol g 8 15 15 Ll

> Bin Bayyah, Amali al-Dilalat wa Majali al-Zkhtildfar, ...him. 301

% Abd Abdullah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal, Musnad al-lmam Ahmad, (Bairut:
Muassasah al-Risélah 2001), juz4, him. 225

% Abu Dawud Sulaiman ibn al-Asy’ats ibn Ishaq, Sunan Abi Dawud, (Tnk: Dar al-Risalah al-
‘Alamiyah 2009) juz 5, him. 501
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“Banyak orang yang hafal teks-teks syariat, tapi bukan orang yang
paham maknanya. Dan banyak pembawa teks-teks syariat
menyampaikannya kepada orang yang lebih paham dibanding dia. ”(HR.
Abl Dawud)

Sementara dalam istilah ahli ushul figih, penggunaan nama figih masih
diperselisihkan. Mayoritas ahli ushul memakai nama figih untuk pengetahuan
tentang hukum-hukum yang ditetapkan dengan dalil dzonni. Sebagian ahli
ushul memakai nama figih untuk semua pengetahuan hukum-hukum syariat,
baik hukum yang ditetapkan dengan dalil-dalil qath’i ataupun hukum yang
ditetapkan dengan dalil-dalil dhonni. Sebagian yang lain memakai nama figih
untuk hukum yang ditetapkan dengan dalil gorh’i saja.>’ Pengertian yang
paling sering dipakai, terutama dikalangan ulama’ kontemporer adalah sebagai
berikut:

B aleaidl sl p ansS adeal) Be 2l pIS- YL )
“Ilmu mengenai hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan yang
diambil dari dalil-dalilnya yang spesifik.”

Dengan pengertian  seperti ini, figih semestinya hanya dipakai untuk
pengetahuan mujtahid mutlak. Namun dalam perkembangannya figih ternyata juga
dipakai untuk pengetahuan ulama’ yang dihasilkan melalu takhrij terhadap hasil-
hasil ijtihad imamnya. Bahkan di era ini, figih dipakai juga untuk pengetahuan
ulama’ yang dihasilkan dari menghafal kitab-kitab kuning. Dengan pengertian
seperti di atas figih juga memiliki kaitan erat dengan mazhab. Sebab pemahaman
mujtahid terhadap dalil-dalil spesifik itu bisa berbeda antara satu dengan yang lain,

sehingga menimbulkan mazhab-mazhab figih yang cukup banyak.

°’ Bin Bayyah, Amali al-Dilalat wa Majali al-Zkhrildfar, ...him. 303
%8 Al-Zarkasyiy, Tasynif al-Masdmi’ Bisyarh Jam’i al-Jawdmi’ Litdj al-Din al-Subki (...Maktabah
Qurthubah Li al-Bahts al-‘Ilmi wa Thya al-Turats 1998), juz 1, him. 130
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b. Mazhab-Mazhab Figih

Cukup banyak ulama’ yang memberikan definisi terhadap istilah mazhab.

Al-Qaréafi mendefinisikannya dengan:

Plel oy Laneleg Al Y e dll de 2l a1 e a4 aztila
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“Hukum-hukum syariat yang bersifat cabang dan ijtihadi, sebab-sebab, syarat-
syarat, dan penghalang-penghalang hukum  atau sebab hukum, serta

argument-argumen yang menetapkan hukum yang menjadi pandangan khusus

)

seorang imam.’

Definisi al-Qarafiy ini ini mengeluarkan masalah-masalah qath’i dari
istilah mazhab, sehingga kewajiban sholat dan keharaman zina misalnya tidak
masuk dalam pengertian mazhab. Namun definisi ini belum menyentuh hukum
yang dipahami dari isyarat ucapan imam dan tentang pendapat-pendapat
ulama’ yang menjadi pengikut seorang imam. Definisi yang mencakup dua hal
ini disampaikan oleh berberapa ulama’ lain. Aba al-Hathhab mendefinisikan
mazhab dengan:

80 05t o 4 o Jsill (5,2 52 L ade U5 of udl JB L
“Pendapat yang diucapkan oleh seorang mujtahid atau ditunjukkan dengan
sesuatu yang yang seperti ucapan, seperti dengan mengingatkan atau dengan

cara lainnya.”

Ibn Hamdan mendefinisikan sebagai berikut:
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% Al-Qarafiy, al-lhkam i Tamyiz al-Fatdwd ‘an al-Ahkdm wa Tasharufat al-Qadhi wa al-Imam,
(Bairut: Dar al-Basyair al-Islamiyah 1995) him. 195
% Abii al-Haththab, al-Tamhid fi Ushul al-Figh, (Jeddah: Dar al-Madani 1985) juz 4, him. 368
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“Pendapat yang disampaikan secara tegas dan pendapat yang diisyaratkan
oleh seorang imam, atau pendapat murid-murid seorang imam yang dihasilkan
melalu takhrij terhadap pendapat imamnya atau pendapat yang mereka gali
dari perkataan dan illat yang ditampilkan oleh imamnya.”

Al-Ramli juga hampir sama, dia mendefinisikan mazhab dengan:

2 L) 3 G e ey Bl ) L
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“Pendapat-pendapat seorang imam dan santrinya mengenai hukum-hukum
berbagai masalah.”

Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa mazhab
adalah pendapat-pendapat seorang imam mengenai masalah-masalah ijtihadi,
baik disampaikan secara tegas atau melalui isyarat. Demikian pula pendapat-
pendapat pengikut-pengikut seorang imam yang dihasilkan melalui takhrij
terhadap pendapat imamnya.

Dalam perjalan sejarah figih Islam, telah banyak mazhab yang lahir
mewarnai kehidupan umat Muslim. Namun yang paling terkenal ada empat,
yaitu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, Mazhab Syafii, dan Madzhab Hanbali.

Mazhab Hanafi adalah mazhab figih yang didirikan oleh Abt Hanifah
(w.150). Kepakaran Abt Hanifah dalam bidang ini diakui oleh para pakar figih
lainnya. Diantaranya Sufyan al-Tsauri berkata, “aku datang dari Abt Hanifah,
aku datang dari paling faqihnya penghuni bumi.” Meski demikian, sampai saat
ini belum ditemukan karya Abt Hanifah dalam bidang figih. Kitab “al-Figh al-
Akbar” yang disandarkan kepada Aba Hanifah tidak berisi figh dalam

pengertian yang populer saat ini, akan tetapi berisi pembahasan akidah. Akan

% |bn Hamdan, Shifah al-Fatwa wa al-Mufti wa al-Mustafti, (Bairut: al-Maktab al-Islami 1397),
him. 88

62 Syams al-Din Al-Ramli, Nihayah al-Muht4j lla Syarh al-Minhaj, (Bairut: Dar al-Fikr 1994), juz
1 him. 42
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tetapi pandangan-pandangan figh Abd Hanifah dicatat oleh murid-muridnya,
seperti Aba Yusuf dan Muhammad bin Hasan al-Syaibani. Dua tokoh inilah
yang paling berjasa mengajarkan dan mengembangkan pandangan-pandangan
Abi Hanifah, sehingga tersebar ke berbagai negara.

Dalam perkembangannya, di dalam internal mazhab ini terdapat banyak
pendapat yang bertentangan yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: (1)
perbedaan riwayat yang disebabkan tidak ditemukannya karya Abd Hanifah
dalam bidang figih; (2) Perbedaan ucapan-ucapan Aba Hanifah. Pada awalnya
Abi Hanifah memunculkan suatu pendapat tertentu, lalu pada waktu kemudian
dia memunculkan pendapat yang berbeda; (3) Perbedaan pendapat para murid-
murid Aba Hanifah, seperti Aba Yusuf dan Muhammad bin Hasan al-Syaibani;
(4) Perbedaan pendapat ulama’ ahli takhrij.63

Perbedaan-perbedaan ini menuntut para ulama’ mazhab Hanafi yang
lahir kemudian membuat istilah-istilah yang dipakai untuk membedakan mana
pendapat yang kuat dan mana pendapat yang lemah. Dalam masalah yang
menjadi perbedaan pendapat dikalangan imam-imam mazhab Hanafi, Ibn
Abidin merumuskan kaidah tarjih sebagai berikut: (1) jika salah satunya
diungkapkan dengan kata al-Ashah, sementara yang lain diungkapkan dengan
kata al-Shahih maka yang lebih kuat adalah yang diungkapkan dengan kata al-
Ashah. (2) jika salah satunya diungkapkan dengan kata al-fatwa, sementara
yang lain tidak dengan kata ini maka yang lebih kuat adalah yang diungkapkan

dengan kata al-fatwa. (3) Jika salah satunya berada dalam kitab-kitab matan,

% Muhammad Ibrahim al-Hafnawi, Mushthalahat al-Fugaha’ wa al-Ushuliyyin, (Kairo:Dar al-
Salam 2005), him. 20
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sementara yang lain tidak maka yang terdapat di dalam kitab matan yang lebih
kuat. (4) Jika salah satunnya merupakan pendapat Abd Hanifah, seemntara
yang lain adalah pendapat murid-muridnya maka pendapat Abé Hanifah dinilai
lebih kuat. (5) jika salah satunya merupakan zahir al-riwayah maka ini yang
dikedepankan. (6) jika salah satunya merupakan pendapat mayoritas ulama’
mazhab hanafi maka pendapat mayoritas ini didahulukan dari pendapat
minoritas. (7) Jika salah satu pendapat berdasarkan istihsan, sementara
pendapat yang lain berdasrkan giyas maka yang pertama didahulukan daripada
yang kedua ini. (8) jika salah satunya lebih bermanfaat terhadap wakaf maka
ini yang dikedapankan. (9) Jika salah satu pendapat lebih relevan dengan
kondisi zaman maka ia lebih tepat dijadikan pengangan. (10) Jika salah satunya
lebih jelas dasarnya maka yang dasarnya lebih jelas ini didahulukan dari
pendapat yang tidak jelas dasarnya.®

Mazhab Maliki adalah mazhab yang disandarkan kepada Imam Malik
bin Anas (w.179). Sejak kecil dia dikenal sebagai orang yang sangat luas
ilmunya. Pandangan-pandang figih Malik disamping tertulis dalam Kkitab al-
Muwattha’ dan lainya, juga banyak dicatat oleh murid-muridnya. Dalam
catatan sejarah, tidak ada imam mazhab yang memiliki banyak murid sebanyak
murid Malik bin Anas. Diantara murid-murid Malik yang banyak berjasa
menyebarkan mazhab Malik adalah Abdullah bin Wahb bin Muslim al-
Qurasyiy (w.197), Abi Abdullah Muhammad bin Abd al-Hakam bin A’yun

(w. 214), Aba Abd aLlah Abd al-Rahman ibn Qasim al-Mishriy(w.191).

% Ibn ¢Abidin, Rasm al-Mufti, (India: Markaz Taw’iyah al-Figh al-Islami 2000), juz 1, him. 35
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Sebagaimana mazhab hanafi, dalam mazhab Maliki juga terjadi
perbedaan-perbedaan yang menuntut para ulama’nya membuat istilah dan
kaidah tarjih. Di kalangan mayoritas ulama’ Malikiyah hampir tejadi
kesepakatan bahwa pendapat imam Malik didahulukan dari pendapat ulama’
lainnya. Jika tidak ditemukan pendapat Malik maka pendapat Ibn Qasim
didahulukan dari pendapat lainnya. Pendapat selain Ibn Qasim yang disebutkan
di dalam kitab al-Mudawwanah didahulukan dari pendapat Ibn Qasim yang
disebutkan di kitab lainya. Urutan semacam ini adalah pendapat mayoritas
Malikiyah. Berbeda dengan pendapat ini di dalam al-Tabshirah disebutkan
urutan-urutan sebagai berikut; (1) berfatwa dengan pendapat imam Malik
dalam al-Muwattho’. (2) jika tidak ada maka berfatwa dengan pendapat imam
Malik yang disebutkan dalam al-Mudawwanah. (3) jika tidak ditemukan
pendapat Malik maka berfatwa dengan pendapat Ibn Qasim dalam al-
Mudawwanah. (4) jika tidak ditemukan pendapat Ibn Qasim dalam kitab ini
maka berfatwa dengan pendapat dia dalam kitab lainnya. (5) jika tida
ditemukan maka berfatwa dengan pendapat selain Ibn Qasim yang disebutkan
dalam al-Mudawwanah. (6) jika tidak ada maka memakai pendapat-pendapat
ulama’-ulama’ lain di dalam mazhab Maliki.

Mazhab Syafii adalah mazhab yang didirikan oleh Abi Abd aLlah
Muhammad ibn Idris ibn Abbas ibn Utsman ibn Syafi’iy (w. 204 H.). al-Syafii
dikenal sebagai ulama’ yang pertama kali membukukan ushul figh. Karena itu,
mazhab al-Syafii memiliki keistimewaan dari mazhab-mazhab yang lain karena

pendiri mazhab ini telah menjelaskan sendiri ushul yang menjadi pondasi
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bangunan mazhabnya, yaitu dalam kitab al-Risalah dan al-Umm. Madzhab
Syafii kemudian dilanjutkan oleh murid-muridnya, seperti al-Muzanni, al-
Buwaithi, dan lain-lain. Dalam internal mazhab ini, perbedaan juga banyak
terjadi bahkan al-Syafii sendiri dikenal punya penadapat lama(gaul kodim) dan
pendapat baru (gaul jadid). Menyikapi banyaknya perbedaan diinternal mazhab
al-Syafii ini, para ulama yang lahir belakangan membuat istilah-istilah dan
kaidah-kaidah khusus untuk menjelaskan pendapat yang dianggap paling kuat.
Diantara istilah tarjih yang paling populer adalah: (1) Istila al-mazhab berarti
terjadi perbedaan diantara murid-murid al-Syafii di dalam meriwayatkan
mazhabnya, dan pendapat yang diungkapkan dengan istilah “al-mazhab”
adalah pendapat yang kuat. (2) Istilah al-nash berarti bahwa pendapat yang
diungkapan dengan istilah ini adalah pendapat al-Syafii yang disampaiakan
secara tegas, dan pendapat ini yang dinilai kuat. (3) Istilah al-Manshus
menunjukkan bahwa ia bisa bermakna ucapan al-Syafii, nash al-Syafii, atau
wajah (pendapat) murid-murid al-Syafii. (4) Istilah al-masyhur menunjukkan
arti bahwa terjadi perbedaan di dalam pendapat-pendapat al-Syafii, dan yang
diungkapkan dengan istilah ini adalah pendapat yang dinilai kuat. Sementara
pendapat yang lain dinilai sangat lemah. (5) istilah al-Azhar menunjukkan
bahwa terjadi perbedaan di dalam pendapat-pendapat al-Syafii, dan yang
diungkapkan dengan istilah ini adalah yang paling kuat. Sementara pendapat
yang lain dinilai lemah. (6) istilah al-Ashah menunjukkan bahwa terjadi
perbedaan pendapat diantara santri-santri al-Syafii dengan argument yang

sama-sama kuat, namun yang lebih kuat adalah pendapat yang diungkapkan
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dengan istilah ini. (7) istilah al-Shohih menunjukkan bahwa terjadi perbedaan
diantara murid-murid al-Syafii, dan pendapat yang dinilai kuat adalah pendapat
yang diungkapkan dengan istilah ini sementara pendapat yang lain dinilai
sangat lemah. (8) istilah fi qaulin aw fi wajhin menunjukkan adanya perbedaan
pendapat, namun masih diragukan apakah perbedaan ini terjadi dalam
pendapat-pendapat al-Syafii atau dalam pendapat murid-murid al-Syafii. Dan,
pendapat yang diungkapkan dengan istilah ini adalah pendapat yang dinilai
lemah.

Mazhab Hanbali adalah mazhab yang disandarkan kepada Abt
Abdillah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ibn Hilal ibn Asad al-Syaibani
(w.241). Diantara mazhab empat, mazhab Hanbali adalah mazhab yang paling
sedikit pengikutnya. Salah satu factor yang menyebabkan hal ini adalah karena
pengikut imam Ahmad dipandang terlalu mempersulit di dalam bidang figih,
sehingga terkadang menimbulkan problem yang membuat pemerintah
menghalangi penyebaran mazhab ini.®® Di dalam mazhab Hambali, juga terjadi
perbedaan riwayat dan pendapat yang menyebabkan para fuqaha’ dalam
mazhab ini merasa terpanggil untuk melakukan pemilahan mana pendapat yang
kuat dan lemah. Mereka membagi riwayat dan fatwa dalam mazhab ini menjadi
tiga macam, yaitu: (1) al-riwayat, yaitu pendapat-pendapat yang disandarkan

secara tegas kepada imam Ahmad. (2) al-tambihéat, yaitu pendapat yang

% Muhammad Ibrahim al-Hafnawi, Mushtalahat al-Fugahd’ wa al-Ushuliyin,...him. 181
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disandarkan kepada imam ahmad tidak dengan cara tegas. (4) al-awjuh, yaitu
pendapat-pendapat murid-murid imam Ahmad.®®

Dalam merumuskan figih, pertama kali yang dilakukan para imam
mazhab tersebut adalah melacak secara langsung di dalam al-Qur’an dan al-
Hadits. Dalam memahami keduanyan, mereka menggunakan kaidah-kaidah
penafsiran teks yang dikenal dengan ushul figih. Namun jika ditemukan
konsensus ulama’ berkaitan dengan makna suatu ayat atau hadits maka mereka
mengikuti konsensus ulama’ itu. Jika di dalam al-Qur an dan al-Hadits tidak
ditemukan maka mereka beralih kepada metode-metode lain, diantaranya
adalah giyas. Secara singkat giyas didefinisikan dengan menyamakan kasus
baru yang belum ada kejelasan hukumnya dengan kasus lama yang sudah ada
kejelasan hukumnnya di dalam nash atau ijma’ karena ada kesamaan illat. Dari
definisi ini kita mengetahui bahwa hakikat giyas terdiri dari empat pilar yaitu
Ashl (masalah lama yang sudah ada kejelasan hukumnya), Far' (masalah baru
yang belum ada kejelasan hukumnya dan ingin diperjelas dengan giyas, hukum
Ashl, dan Illat (alasan hukum).

Metode giyas dipakai oleh seluruh mazhab sebagai dalil mandiri setelah
al-Quran, al-Hadis dan al-Ijma’, kecuali mazhab Zahiriyah. Akan tetapi metode
giyas dianggap sebagai dalil yang sahih apabila keempat pilar tersebut telah
memenuhi syarat-syarat. Illat misalanya, baru dapat menjadi pijakan giyas
apabila telah memenuhi beberapa syarat, antara lain: a) Keberadaan illat di

dalam hukum Ashal harus diakui. Artinya illat tersebut ditunjukkan oleh nash

% Muhammad Ibrahim al-Hafnawi, Mushtalahat al-Fugahd’ wa al-Ushuliyin,...him. 181
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atau ijma’ atau berupa sifat yang pantas dan sesuai menjadi muara hukum; b)
Illat tersebut harus wujud di dalam far’; ¢) Pengakuan terhadap illat tersebut
tidak menyebabkan batalnya hukum Ashl; d) berupa sifat yang jelas dan bisa
dibatasi dengan akal; dan e) berupa sifat yang bisa menunjukkan ketetapan
suatu hukum sekaligus petunjuk kandungan hikmah dibalik ketetapan hukum
tersebut.

Selain giyas metode yang dipakai dalam perumjusan hukum adalah
Istishlah. Esensi Istishlah adalah memformulasi hukum berdasarkan
kemaslahatan yang masuk dalam lingkup tujuan-tujuan syariah namun tidak
ditemukan dalil spesifik yang mengakui atau mengabaikannya.®” Ketentuan
harus masuk di dalam lingkup tujuan-tujuan syariah mengeluarkan setiap
sesuatu yang diasumsikan sebagai manfaat, namun ia tidak masuk di dalam
lingkup tujuan-tujuan syariah. Ketentuan harus tidak ditemukan dalil spesifik
yang mengakui atau mengabaikannya mengeluarkan setiap sesuatu yang sudah
ada ketentuan dalam teks-teks syariah atau dalam konsensus ulama'. Termasuk
di dalam pengecualian ini adalah sesuatu yang diserahkan pada kebijakan
pemerintah, seperti kebijakan dalam menentukan distribusi harta negara, kadar
sangsi (ta'zir) dan macam-macamnya. Hal ini, karena otoritas tersebut masuk
dalam wilayah masalah yang telah dijelaskan oleh al-Quran atau as-Sunnah.®

Pada umumnya Kkita-kitab ushul figih klasik menyebutkan bahwa
ishtishlah merupakan metode menformulasi hukum yang diperselisihkan. Hal

ini misalnya dapat dilihat dalam al-lhkam fi Ushul al-Ahkam karya al-Amidi,

%7 Al-Buthi, Dhowabith al-Mashlahah Fi al-Syari‘ah al-lslamiyah,... hlm. 342
%8 Al-Buthi, Dhowabith al-Mashlahah Fi al-Syari‘ah al-lslamiyah,... hlm. 342

51



al-I'tishom karya al-Syathibiy, Raudhoh al-Nazir karya Ibn Qudamah,
Muktashor karya Ibn al-Hajib. Namun menurut penelitian Mumammad Sa’id
Ramadhon al-Buthiy, semua imam mazhab memakai istishlah. Termasuk imam
al-Syafi’iy yang dianggap sebagai tokoh paling terdepan menolak istihsan dan
istishlah. Tatkala menjelaskan sikap al-Syafi’iy terhadap maslalah mursalah,

imam al-Juwainiy menulis:
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“Barang siapa meneliti perkataan imam Syafii maka dia akan mengetahui
bahwa dia tidak hanya berpijak kepada ashal (al-Quran dan al-Sunnah), akan
tetapi dia mengaitkan hukum dengan al-ma’ani al-mursalah (nilai-nilai yang
yang tidak ada penjelasan khusus dalam nash). Jika tidak menemukan maka
dia menoleh kepada ushul dengan cara menyerupakan, sebagaimana
kebiasaannya tatkala dia mengatakan: dua pekerjaan bersuci, bagaimana bisa
berbeda?”

Senada dengan pernyatan imam al-Juwainiy, al-Zanjaniy menulis:
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“Al-Syafi’ly berpendapat bahwa berpedoman dengan kemaslahatan yang
bersandar kepada nilai-nilai universal sayriat, meskipun tidak ada sandaran
dalil secara khusus, adalah boleh.”

Tentang argumen pandangan al-Syafi’iy ini, dia menulis:

A JpoVly W e Y gl 81 IS, W ke Y A3 g o b 3 s
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% Abd al-Malik ibn AbdullahAl-Juwainiy, al-Burhan fi Ushul Figh, (Bairut: Dar al-Kutub al-
llmiah 1997), juz 2, him. 163

" Abd al-Manéagib Syihab al-Din al-Zanjaniy, Takhrij al-Fur 4’ ‘dla al-Ush 4l, (Bairut:
Muassasah al-Risalah 1398), him. 320
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“Pandangan tersebut bisa diberi argument bahwa persoalan persolan
particular tidak terbatas, dan demikian pula hukum-hukum kejadian-kejadian
juga tidak terbatas, sementara dalil-dali khusus yang bisa mengeluarkan
makna dan illat terbatas. Sesuatu yang terbatas tidak mungkin mencukupi
terhadap sesuatu yang tidak terbatas. Karena itu, maka harus ada metode lain
yang bisa dipakai untuk menetapkan hukum persoalan-persolan particular
yang tidak terbatas itu, yaitu berbedoman terhadap kemaslahatan yang
bersandar kepada tujuan-tujuan Syariat, meskipun tidak ada sandaran dalil
khususnya.”

Pernyataan al-Juwainiy dan al-Zanjaniy di atas menunjukkan secara
jelas bahwa imam al-syafi’iy memakai istishlah. Hanya saja memang jika kita
merujuk kepada al-Risalah karya al-Syafi’iy, maka kita akan menemukan
bahwa dia tidak menyebutnya dengan istishlah, akan tetapi dia memasukkan
dalam giyas. Sebab istilah giyas bagi al-Syafi’iy berlaku dalam semua bentuk
perumusan hukum dengan selain nash. Setelah menjelaskan contoh-contoh

giyas, di dalam al-Risalah dia menulis:
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“Sebagian ahli ilmu enggan menyebut ini Qiyas dan berkata, ini adalah

makna sesuatu yang dihalalkan Allah, diharamkan, dipuji dan dicela, karena
ia masuk di dalamnya, karena itu ia bukan disamakan terhadap perkara

! Al-Zanjaniy, Takhrij al-Fur i’ ‘Ala al-Ush dl,... him. 320
"2 Al-Syafi’iy, al-Risalah, (Kairo: Maktabah al-Halabi 1940) him. 515
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lainnya. Mereka juga berkata seperti ini dalam selain masalah ini dari
segala sesuatu yang mengandung nilai halal lalu dihalalkan, atau
mengandung nilai haram lalu diharamkan. Mereka enggan menyebut Qiyas
kecuali pada sesuatu yang mungkin ada kesamaan. Sementara sebagian ahli
ilmu yang lain berpendapat bahwa segala sesuatu yang tidak terdapat dalam
nash al-Quran dan al-Sunnah, namun mengandung nilai yang terkandung di
dalam keduanya maka ia disesebut giyas, walldhu a’lam.

Di dalam tempat yang lain dari kitab ini, al-Syafi’iy menulis:
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“Ijtihad selamanya tidak dilakukan kecuali untuk mencari sesuatu. Mencari
sesuatu membutuhkan dalil, dan dalil itu adalah giyas.

Pernyataan al-Syafi’iy ini menunjukkan bahwa dia termasuk orang
yang berpendapat bahwagiyas adalah segala sesuatu yang tidak terdapat dalam
al-Quran dan al-Sunnah, namun mengandung makna yang terdapat di dalam
keduanya meskipun tidak ada dalil khusus yang bisa dijadikan sebagai dasar
untuk menyamakan kasus-kasus baru.”

Selain metode giyas dan istishlah ada juga metode perumusan hukum
yang disebut dengan istihsan. Terdapat banyak definisi yang ditampilkan para
penulis buku-buku ushul figih tentang istihsan, namun menurut Aba Zahroh
definisi yang paling bagus adalah definisi yang ditampilkan oleh Abt al-Hasan
al-Karkhiy, saoarang ulama bermazhab Hanafi. Menurut dia, istihsan adalah
mengalihkan suatu masalah dari hukum masalah-masalah yang mirip kepada

hukum lain karena ada alasan tertentu yang menuntut peralihan tersebut. ™

® Al-Syafi’iy, al-Risalah, (Kairo: Maktabah al-Halabi 1940) him. 505
’* Al-Buthiy, Dhowabith al-Maslahah,...hlm. 382
> Muhammad Abu Zahroh, Ushul al-Figh al-Islami, (Dar al-Fikr al-Arabi tt.) him. 262

54



Berdasarkan definisi ini, kita dapat memahami bahwa istihsan pada
hakikatnya adalah pengecualian dari kaidah yang berlaku karena ada tuntutan
dalil lain yang lebih kuat. Yang dimkasud dalil yang lebih kuat disini bisa
berupa nash sehingga menjadi istihsan bi al-nash, bisa berupa ijma’ sehingga
menjadi istihsan bi al-ijma’, bisa berupa dali darurat sehingga menjadi istihsan
bi al-dharurat, bisa berupa giyas khofi, namun memiliki efek yang lebih kuat
sehingga menjadi istihsan bi al-giyas al-khafi.

Istihsan dengan pengertian seperti ini tidak selayaknya mendapat
penolakan dari ulama’. Setelah menampilkan istihsan dengan pengertian

seperti di atas beserta contoh-contohnya, al-Ghazaliy menulis:
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“Ini tidak bisa dinkari, pengingkaran terarahkan kepada lafaz dan
pengkhususan dalim semacam ini dengan nama “istihsan” yang berbeda
dengan dalil-dalil yang lain, wallasu ‘alam.”

Karena itu, pengingkaran al-Syafi’iy terhadap istihsan tidak bisa
diarahkan kepada istihsan dalam pengertian seperti ini. Penolakan al-Syafi’iy
ini harus dipahami karena kalimat ini merupakan kalimat yang kurang layak
digunakan dalam metode penggalian hukum Syar'i karena istihsan adakalanya
muncul dari logika saja dan adakalanya muncul dari syara' . Dan yang pertama
itulah yang dimaksud al-Syafi’iy dalam statmennya yang terkenal, man

istahsana fa qod syarra'a (siapa yang beristihsan maka dia telah membuat

’® Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazaliy, al-Mustashfa, (Bairut: Dar al-Kutub al-
limiah, 1993), him. 173
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syariat sendiri).”” Di samping itu, terma istihsan ini berpotensi dijadikan pintu
olen sebagian kalangan untuk menjastifiksi pandangan-pandangan yang
menyimpang dengan dalih bahwa pandangan-pandang tersebut juga pernah
dipraktikkan oleh ulama’ masa lammpau.

Metode lain yang dipakai untuk merumuskan hukum adalah Istishab,
yaitu memberlakukan hukum suatu peristiwa sesuai dengan hukum asal, baik
hukum asal ini ditetapkan berdasarkan dalil akli ataupun berdasarkan dalil
nakli, selama tidak ada dalil lain yang menunjukkan hukum lain yang berbeda
dengan hukum asal tersebut. Misalnya kasus seseorang yang mendaku barang
milik orang lain yang inkar. Dalam menyikapi sengketa ini, berdasarkan
istishab hakim harus menuntuk pihak pendakwa untuk mendatangkan saksi,
jika dia tidak mampu mendatangkan saksi maka pihak terdakwa harus
dibenarkan, karena barang itu sebelumnya merupakan milikinya.

Istishab sangat penting dalam rangka menetapkan dan menghilangkan
tuntutan syariat, dan penting juga bagi seorang hakim dalam memutuskan
perkara serta mengetahui siapa yang menjadi pendakwa (mudda’i) dan siapa
yang menjadi terdakwa (mudda’a alaih), sehingga dia bisa menentukan siapa
yang harus mendatangkan saksi dan siapa yang cukup disumpah.Secara umum
Istishab dipakai oleh semua mazhab. Karena itu sebagian ulama’ mengatakan
bahwa dalil-dalil yang disepakati ada empat, yaitu al-Quran, al-Sunnah, al-
[jma’, dan al-Istishab. Mereka mengganti giyas dengan Istishab karena giyas

masih ada ulama yang menolak, yaitu ulama’ dari kalangan Zahiriyah.

" Al-Buthiy, Dhowabith al-Maslahah,...hlm. 258
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Selain metode-metode di atas, metode Syad al-Dzariah juga dipakai
untuk merumuskan hukum. Syadd al-Zara’i adalah metode merumuskan
hukum berdasarkan kemafsadatan yang akan timbul dari sebuah pekerjaan.
Metode ini, telah dicontohkan di dalam al-Quran surat al-An’am ayat 108. Di
dalam ayat ini Allah swt melarang mencaci sesembahan kaum musyrik, karena
mereka akan membalas dengan mencaci maki Allah.

Al-Qarafiy menyatakan bahwa dalam praktik ijtihad para fuqaha’,
metode ini terkadang disepakati untuk dipakai, terkadang disepakati untuk
tidak dipakai, dan terkadang diperselisinkan. Perincian yang demikian berlaku
sesuai tingkat kemungkinan timbulnya kemafsadatan tersebut. Jika sebuah
perbuatan secara pasti atau mendekati pasti dapat membawa kemafsadatan
maka metode ini sepakat untuk dipakai. Jika sebuah perbuatan jarang
membawa kemafsadatan maka dalam hal ini metode syadd al-zar&’i sepakat
tidak dipakai. Jika sebuah perbuatan seringkali membawa mafsadah maka
dalam hal ini metode syadd al-zari’ah diperselisihkann oleh para ulama’.
Pandangan al-Qarafiy ini ditolak oleh Tagiy al-Din al-Subukiy. Menurutnya,
al-Syafi’iy tidak memakai Sadd al-Zariah, tetapi memakai tahrim al-wasail
(mengharamkan wasilah). Tahrimal-wasail hanyalah dipakai untuk perbuatan
yang secara pasti mengantarkan pada kemafsadatan. Sementara Sadd al-zariah
bermakna menutup segala sesuatu yang dapat mengantarkan kepada

kemafsadatan meskipun hanya sebatas dugaan.’®

"8 T4j al-Din al-Subukiy, al-Asybah wa al-Nazair, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiah 1991), juz 1,
him. 120
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c. Mengikuti selain Mazhab Figih yang Empat

Meski tidak sepopuler empat mazhab di atas, ada beberapa mazhab lain
yang lahir mewarnai perjalanan sejarah umat Islam, yaitu: mazhab Sufyan al-
Tsauri, mazhab Laits bin Sa’d, mazhab Ishaq bin Rahawaih, mazhab Ibn Jarir,
mazhab Dawud al-Zahiriy, mazhab al-Awza’iy, dan mazhab Sufyan bin
Uyainah. Pada awalnya, semua mazhab-mazhab ini mempunyai cukup banyak
pengikut. Hanya saja mazhab-mazhab tersebut tidak bertahan lama karena para
pengikutnya tidak banyak yang membukukan dan mengembangkannya. Karena
itu, banyak ulama’ berpendapat bahwa selain mazhab yang empat tidak boleh
dijadikan rujukan dalam putusan hukum dan fatwa. Bahkan sebagian ulama’
mengklaim bahwa larangan mengikut selain mazhab empat ini merupakan
konsensus ulama’. Al-Zarkasyiy misalnya, di dalam al-Bahr al-Muhid, dia

menulis:
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“Pendapat yang benar bahwa masa ini tidak ada mujtahid mutlak. Adanya
cuma mujtahid dalam mazhab salah satu imam yang empat. Telah terjadi
kesepakatan di antara umat Islam bahwa kebenaran terbatas pada mazhab-

mazhab ini. Karena itu, tidak boleh beramal dengan selainnya, karena tidak
boleh terjadi ijtihad kecuali dalam lingkup mazhab yang empat itu.”

Mengenai alasan larangan tersebut, Ibn ‘Allan dalam Dalil al-Falihin

berkata:

7 Badr al-Din Ibn Muhammad Al-Zarkasyiy, al-Bahr al-Muhith fi Ushul al-Figh, (...Dér al-Kutbi,
1994), juz 8, him. 242
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“Bagi mugqalid murni, taklid kepada sahabat hanyalah boleh bagi mereka
yang dekat dengan masa sahabat. Adapun di zaman ini maka sebagian imam
melarang bertaklid kepada selain imam yang empat, al-Syafii, Malik, Abi
Hanifah dan Ahmad. Alasannya karena mazhab mereka telah diketahui,
hukum-hukumnya telah mantab, dan para pengikutnya telah membukukan dan
merumuskan cabang percabang dan hukum perhukum. Hampir tidak ada suatu
masalah cabang kecuali terdapat nash mereka baik secara global ataupun
secara rinci. Berbeda dengan selain imam yang empat itu, mazhab mereka
tidak terumuskan dan tidak terbukukukan, sehingga tidak diketahui kaidah-
kaidah yang menjadi pijakan hukum-hukum mereka. karena itu, tidak boleh

taklid kepada mereka berkaitan pendapat-prndapat yang disandarkan kepada
mereka, karena bisa jadi ada syarat lain yang tidak kita ketahui.”

Alasan berbeda ditampilkan oleh Ibn Rajab al-Hanbali dalam al-Raddu

‘Ala Man Ittaba’a Ghoir al-Mazahib al-Arba’ah. Dia berkata:
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% Ibn ‘Allan al-Syafi’iy, Dalil al-Falihin Lithurugi Riyad al-Shalihin, (Bairut: Dar al-Ma’rifah
2004), juz 2, him. 418
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“Jika orang bodoh berkata: bagaimana manusia dibatasi untuk mengikuti
pendapat-pendapat ulama’ tertentu, dilarang berijtihad dan bertaklid pada
selain mereka, maka dijawab: sebagaimana para sahabat memabatasi bacaan
tertentu tatkala mereka memandang bahwa kemaslahatan menuntut demikian
maka begitu juga dalam masalah-masalah hukum dan fatwa halal-haram. Jika
tidak ada pembatasan untuk mengikuti ulama’ tetertentu maka hal itu akan
menyebabkan kerusakan, dan orang bodoh akan mengklaim dirinya sebagai
bagian dari kelompok mujtahid, sehingga berani membuat pendapat yang
disandarkan kepada ulama’ salaf. Bahkan mungkin saja dengan melakukan
perubahan terhadap pendapat-pendapat mereka, sebagaimana hal itu terjadi
pada sebagian pengikut Zahiriyah. Mungkin juga pendapat itu merupakan
pendapat yang salah dari salah satu ulama’ yang terdahulu, yang ditolak oleh

par ulama’ yang lain. Berdasarkan alasan ini, maka kemaslahatan menuntut
membatasi manusia untuk mengikuti mazhab yang telah populer itu.”

Alasan yang ditampilkan Ibn Rajab ini menutup secara total peluang
untuk mengikuti pendapat-pendapat di luar mazhab empat. Sementara alasan
yang ditampilkan Ibn ‘Allan masih membuka peluang untuk itu. Karena itu,
jika sebuah pendapat di luar mazhab itu dapat diketahui secara utuh, serta
dapat diyakini keberadaannya maka diperbolehkan untuk mengamalkan
bahkan menfatwakannya. Pendapat yang terakhir banyak didukung oleh
ulama’ kontemporer, seperti Abdullah bin Bayyah, Muhammad Aba Zahroh,

dan Yusuf al-Qardlawiy.

® |bn Rajab al-Hanbaliy, al-Radd ‘ala Man Ittaba’a Ghair Mazdhib al-Araba’ah (.. Markaz al-
Murabbi, 2016), him. 28
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Tatkala menjabarkan praktik ijtihad intigai, tokoh yang terakhir ini

menulis:
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“Dalam ruang lingkup pemilihan pendapat yang kuat ini, boleh saja Kita
keluar dari empat mazhab guna memilih pendapat yang dikemukakan oleh

para pakar figih dari kalangan sahabar, tabi’in, dan para ulama’ salaf yang

5

hidup setelah mereka.’

Salah satu contoh kasus yang menurut ijtihad al-Qardlawiy, mengambil
pendapat diluar empat mazhab justru lebih benar adalah tentang maksimal usia
kandungan. Menurut Hanafiyah dan satu pendapat dalam mazhab Hanabilah,
maksimal usia kehamilan dua tahun. Menurut Syafiiyah dan Hanabilah empat
tahun. Menurut Malikiyah lima tahun, bahkan diantara mereka ada yang
berpendapat tujuh tahun. Menurut al-Qardlawiy, ilmu pengetahuan modern
yang berdasarkan obeservasi dan ekprimen menolak mentah-mentah pendapat-
pendapat di atas. Pendapat-pendapat tersebut tidak didukung oleh bukti yang
kongkrit dan penelitian ilmiah yang akurat, dan juga tidak memiki dasar al-
Quran dan al-Hadis. Karena itu, dia lebih cocok dengan pendapat Ibn Hazm al-
Zahiriy yang mengatakan bahwa maksmal usia kandungan adalah sembilan
bulan atau pendapat Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam yang
mengatakan bahwa maksimal usia kandungan adalah satu tahun berdasarkan

perhitungan Qamariyah.®

82 yusuf al-Qardhawiy, al-ljtihad fi al-Syari’ah al-1slamiyah Ma’a Nazardt Tahliliyah fi al-ljtihd
al-Mu’dshir ....hIm. 116
8 Yusuf al-Qardhawiy al-ljtihad fi al-Syari’ah al-Islimiyah Ma’a Nazardt Tahlilivah fi al-ljtihd
al-Mu dshir,.. .hlm. 123
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Sebelum al-Qardlawiy, Aba Zahroh juga punya pendapat yang sama.

Dalam kitab al-Akhwal al-Syahshiyah dia menulis:
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“Yang benar dalam masalah ini, sesungguhnya ketentuan-ketentuan masa itu
tidak dbangun berdasarkan nash-nash akan tetapi hanyalah berdasarkan klaim
terjadinya peristiwa itu pada masa-masa tersebut. Penelitian pada masa ini
tidak menemukan kejadan-kejadian yang memperkuat pendapat yang
mengatakan maksmal usia kehamilan adalah lima tahun, empat tahum atau
dua tahun. Realiata-realita justru menguatkan pendapat yang mengatakan
bahwa maksimal usia kehamilan dalah sembilan bulan. Dan sebagai langkah
hati-hati, ditambah sampai satu tahun. Ibn Rusyd berkata: masalah ini rujukan
adalah kebiasaan dan pengalaman nyata. Sedangkan pendapat Ibn al-Hakam

dan Dzahiriyah lebih dekat pada kebiasaan.
Contoh yang ditampilakan oleh al-Qardlawiy dan Abé Zahroh ini

memperlihatkan bahwa bagi mereka boleh saja menggunakan mazhab diluar
mazhab empat, termasuk mazhab Zahiriyah. Pendapat ini berbeda dengan
pendapat al-Juwaini atau yang dikenal dengan imam Haramain, yang
berpendapat bahwa para penolak gqiyas tidak dianggap sama sekali

pendapatnya, baik dalam perbedaan atau kesepakatan.®® Pendapat al-Juwaini

8 Muhammad Abu Zahroh, al-Ahwal al-Syakhshiyah, (Kairo: Dar al-Fikr al-<Arabi, tt), him. 387
8 Abd al-Malik ibn AbdullahAl-Juwainiy, al-Burhan fi Ushul Figh, (Bairut: Dar al-Kutub al-
llmiah 1997), juz 2, him. 37
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ini terlalu berlebihan dalam menolak mazhab Zahiriah. Dalam hemat penulis,
boleh saja menerima pendapat Zahiriyah dalam persoalan yang tidak jelas-jelas
bertentangan dengan nalar sehat. Adapun yang terakhir ini, penulis cendrung
sepakat dengan al-Juwainiy di atas. Diantara contoh yang terakhir ini adalah
pendapat merekabahwa membuang kotoran ke dalam air diperbolehkan
berdasarkan argument bahwa yang tertera di dalam hadis hanyalah larangan
berkencing di dalam air. Demikian pula pandangan sebagian dari mereka
bahwa persetujuan wanita perawan untuk dinikahkan yang diungkapkan secara
terus terang dapat merusak akad dengan argument bahwa di dalam hadis izin
wanita perawan adalah diam.
2. Perwalian dalam Nikah
Di dalam Islam pernikahan dinilai sakral. Karena itu, pernikahan hanya
dinilai sah jika telah memenuhi rukun dan syarat tertentu, diantaranya adalah
harus ada wali yang adil.
a. Definisi Perwalian
Perwalian berasal dari bahas Arab wilayah. Secara bahasa wilayah
berarti membantu atau mengurusi dan melindungi urusan orang lain. Dengan
demikian, wali bermakna orang yang membantu, melindungi dan mengurusi
orang lain. Sementara dalam istilah figih, wilayah didefinisikan sebagai

berikut:
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8 Ali Ahmad al-Qulaishiyy, Ahkam al-Usrah fi al-Syariah al-Islamiyah,..hIm. 89
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““Kewenangan atau kekuasaan yang diberikan oleh syariat kepada seseorang
sehungga dia punya hak untuk melakukan suatu akad yang mempunyai akibat
hukum tanpa menunggu izin.”

b. Landasan Hukum Perwalian

Di dalam al-Quran Allah berfirman:
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“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka
janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal
suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang
ma'ruf.”(QS. al-Bagarah: 232)

Ayat ini turun dalam rangka merespon seorang laki-laki yang memiliki adik
perempuan yang dicerai oleh suaminya. Setelah selesai masa iddah, kedua pasangan
suami-istri yang telah bercerai ini berkeinginan untuk rujuk, namun saudaranya
menolak untuk menikahkan kembali, lalu turunlah ayat tersebut.®” Berdasarkan
konteks turunnya ayat ini, ulama’ memahami bahwa ayat ini ditujukan kepada para
wali. Seorang wali dilarang menghalangi perempuan yang tercerai dan telah selesai
masa iddahnya untuk kembali lagi kepada suaminya dengan akad baru. Hal ini
meniscayakan pemahaman bahwa kekuaasaan menikahkan perempuan berada pada
walinya, sebab seandainya kekuasaan itu berada pada perempuan itu sendiri maka

tidak ada orang lain yang bisa menghalangi. Namun pada kenyataannya dalam ayat

ini Allah menjatuhkan larangan itu kepada walinya. Karena itu, al-Syafii

8 Ibn Jarir Al-Thabari, Jami’ al-Bayan fi Ta wil al-Qur’an, (Tnk: Muassasah al-Risalah 2000), juz
5, him. 17
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mengatakan bahwa ayat ini merupakan ayat yang paling tegas menunjukkan bahwa
perempuan tidak bisa menikahkan dirinya sendiri.®

Di dalam ayat lain, Allah berfirman:
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“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-
orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan
hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan
memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-
Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. al-Nur: 32)

Ayat ini juga menunjukkan bahwa orang yang memiliki kekuasaan
untuk menikahkan adalah wali dari seorang perempuan. Karena di dalam ayat
ini orang yang diperintahkan untuk menikahkan adalah seorang laki-laki,
bukan perempuan. Seandainya perempuan bisa menikahkan dirinya sendiri
maka perintah itu tidak perlu diarahkan kepada orang lain.

Kesimpulan ini diperkuat dengan sabda Nabi Muhammad SAW berikut:
U V) S Y - VJMu&aU\dLa i Jy2 SRUUNHEMEN
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“Dari Jabir ra. dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda “Tidak sah nikah
tanpa wali dan dua orang saksi.” (HR. al-Thabrani)
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8 Muhammad ibn Idris ibn Al-Syafii, al-Umm (Bairut: Dar al-Ma’rifah 1990), juz 5, hlm. 1 78
8 Abi al-Qasim al-Thabaraniy, al-Mu’jam al-Awsath (al-Mushil: Maktabah al-‘Ulum wa al-
Hikam 1983), juz 18, him. 142
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“Dari Aisyah ra.bahwasanya Nabi Muhammad Saw. bersabda: Setiap orang
perempuan yang menikah dengan tanpa izin walinya, maka nikahnya batal,
maka nikahnya batal, dan dia berhak mendapatkan mahar apabila telah
digauli oleh laki-laki yang menikahinya, Apabila mereka bersengketa maka
maka pemerintah menjadi walinya orang yang tidak punya wali.”(HR. Aba
Dawud, al-Tirmidziy, Ibn Majah, dan al-Baihaqiy)

c. Syarat-Syarat Wali Nikah

Seseorang sah menjadi wali dalam pernikahan apabila dia telah
memenuhi syarat- syarat sebagai berikut:*

1) Memiliki kecakapan penuh. Artinya wali harus orang merdeka, balig dan
berakal. Berdasarkan syarat ini, seorang budak, anak kecil, orang gila tidak
misa menjadi wali nikah. Hal ini karena mereka tidak punya kecakapan
untuk mengatur dirinya, sehingga mereka dipandang tidak layak untuk
mengatur orang lain.

2) Memiliki agama yang sama. Artinya agama pihak wali dan orang yang akan
dinikahkan harus sama. Karena itu, orang Muslim tidak bisa menikahkan
orang non Muslim.

3) Berjenis kelamin laki-laki menurut mayoritas ulama’.

4) Memiliki kepribadian yang baik (al- ‘adalah).

5) Dalam keadaan boleh menikahkah, artinya seorang wali tidak dalam

keadaan thram, baik ihram haji atau umrah.

6) Memahami kemaslahatan nikah.

% Abu Bakar al-Baihagiy, al-Sunan al-Kubra, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiah 2003), juz 7 him.
169, Al-Tirmidziy, Muhammad ibn Isa Abu Isa. Al-Jdmi’ al-Kabir, (Bairut: Dar al-Gharb al-
Islami 1998) juz 2, him. 399

% Wahbah al-Zuhaili, al-Figh al-Islami wa Adillatuhu, (Damasykus: Dar al-Fikr al-Islami,) juz 9,
him. 6700
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d. Macam-Macam Perwalian

Dalam pernikahan perwalian terbagi menjadi dua macam, yaitu:
1) Perwalian ikhtiyar

Perwalian ikhtiyar adalah kekuasan seorang wali untuk menikahkan dengan
syarat ada persetujuan anak yang akan dinikahkan. Para fuqaha’ sepakat bahwa
perwalianini dimiliki oleh setiap wali. Hanya saja mereka berbeda pendapat apakah
ia dimiliki oleh perempuan atau tidak. Mayoritas ulama’ mengatakan bahwa
perempuan tidak memiliki hak untuk menikahkan. Sementara Abt Hanifah
berpendapat bahwa perempuan memiliki hak untuk memilih calon suami sendiri
dan melakukan akad nikah untuk dirinya maupun orang lain.
2) Perwalian ijbar/hak ijbar

Perwalian ijbar adalah kekuasaan penuh seorang wali untuk
menikahkan seseorang tanpa harus ada persetuan dari orang yang akan
dinikahkan. Mengenai siapa yang memiliki perwalian ijbar dan siapa yang
berhak dinikahkan dengan perwalian ijbar ini, dikalangan mazhab empat masih
terjadi perbedaan pandangan. Namun mereka sepakat bahwa semua wali tidak
memiliki hak ijbar terhadap janda yang dewasa. Adapun untuk selain ini
mereka berbeda pendapat, misalnya Hanafiyah berpendapat seorang wanita
perawan yang sudah dewasa tidak boleh dinikahkan dengan paksa, sementara
Syafiiyah memperbolehkannya. Hanafiyah berpendapat seorang janda yang
masih kecil boleh dinikahkan dengan paksa, sementara Syafi’iyah tidak

memperbolehkannya.*?

% Ali Ahmad al-Qulaishiy, Ahkam al-Usrah Fi al-Syari’ah al-Islamiyah,...him.94
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3. Perceraian/Talak

a. Pengertian Talak

Talak dalam bahasa Arab adalah al-thalaq. Secara bahasa, kata al-
thalaq bermakna melepas, mengurai, melepas atau mengurai tali pengikat.*®
Sedangakan secara terminologi Syariat, al-thaldq adalah melepaskan ikatan
pernikahan dengan menggunakan kata thalaq (cerai) atau kata yang semakna.®*

Kata talak ini dibagi menjadi dua macam, yaitu sharih (tegas) dan
kinayah (sindiran). Kata talak shorih adalah setiap kata yang tidak
mengandung kemungkinan makna selain talak. Kata yang termasuk dalam
kelompok ini menyebabkan jatuhnya perceraian meskipun tanpa niat
menjatuhkan talak. Kata talak kinayah adalah setiap kata yang meiliki makna
talak dan makna selain talak. Kata-kata yang termasuk dalam kelompok ini jika
diucapkan tidak secara otomatis menyebabkan terjadinya perceraian kecuali
ada niat untuk menjatuhkan talak.
b. Landasan Hukum Talak

Tatkala semua usaha untuk berdamai di antara pasangan suami-istri
sudah mengalami kebuntuan talak menjadi jalan keluar bagi mereka.
Pensyariatan talak terdapat dalam al-Quran dan al-Hadis. Allah berfirman:
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“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara
yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.”(QS. al-Bagarah: 229)

%3Ali Ahmad al-Qulaishiy, Ahkam al-Usrah fi al-Syari’ah al-Islaamiyah, (Shana’a: Dar al-Nasyr
li al-Jamiat 3013), juz 2, him.
%Ali Ahmad al-Qulaishiy, Ahkam al-Usrah fi al-Syari’ah al-Islaamiyah, ... juz 2, him. 11
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“Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka Sesungguhnya
Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. “(QS. al-Bagarah: 227)
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“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka
janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal
suaminya apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang
ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara
kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci.
Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. ”(QS. al-Bagarah: 232)
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“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu
ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang
wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah
Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan
janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan
keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah
berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali
Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.” (QS al-Thalag: 1)

Dalam hadis juga disebutkan:
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“Dari Muharib bahwa Nabi SAW yang bersabda: Allah tidak menghalal
sesuatu yang lebih dibenci melebihi perceraian. ”(HR. Abl Dawud).

% Abi Dawud, Sunan Abf Dawud,...juz 3, him. 504
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“Dari Abdullah bin Umar bahwasanya dia mencerai istrinya yang sedang
haid pada masa Rasulullah SAW, lalu Umar bin al-Khotthob menanyakan
hukumnya kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW berkata:
perintahkan dia untuk kembali sampai istrinya suci kemudian haid kemudian
suci. Setelah itu, jika dia mau boleh meneruskan dan jika dia mau boleh
mencerai sebelum dia menyetubuhi Hal itu waktu yang ditetapkan oleh Allah
untuk mencerai para istri. (HR Al- Bukharly dan Musllm)
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“Dari Ibn Abbas, bahwa seorang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad
saw. kemudian dia berkata, *“ wahai Rasulullah, majikanku menikahkan aku
dengan budak perempuannya, tapi dia mau memisahkan kami berdua.” Ibn
Abbas berkata, “ lalu Rasulullah naik keatas Mimbar, kemudian beliau
bersabda: *“ hai manusia, apa pikiran salah satu dari kalian yang menikahkan
budak laki-laki dan budak perempuannya tapi kemudiam mau memisahkan
mereka? Talak itu hanya milik orang yang memiliki hak terhadap
budhu’.”(HR. Ibn Méjah).

c. Hukum talak
Hukum asal talak diperselisihkan oleh para ulama’. Mayoritas ulama

menyatakan bahwa hukum asal talak adalah mubah, sementara minoratas

ulama’ menyatakan ia adalah makruh. Akan tetapi mereka sepakat bahwa jika

% Al-Bukhariy, al-Jdmi’ al-Shahih al-Mukhtashar,...juz 5, him. 2011, dan Muslim, al-Jdmi’ al-
Shahih,...Juz 4, him. 179
% 1bn Majah, Sunan Ibn Majah, (Tnk:Dar al-Risalah al-*Alimiyah 2009), juz 3, him. 227
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terdapat factor ekternal maka hukum talak terbagi menjadi lima macam,

yaitu:*®

1. Haram vyaitu talak yang dijatuhkan pada waktu istri sedang menjalani haid
atau sedang nifas, dan talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan
suci tetapi telah dikumpuli lebih dahulu. Talak ini dilarang kerana dapat
memperpanjang masa iddah istri.

2. Wajib, yaitu ketika terjadi perselisihan yang sangat tajam antara suami-istri,
sehingga mediator sudah tidak mampu untuk mendamaikan atau ketika
seorang suami bersumpah untuk tidak menggauli istrinya lebih dari empat
bulan, maka setelah lewat masa ini dia wajib untuk menjatuhkan cerai jika
dia tidak meu untuk menggauli istrinya.

3. Sunnah, yaitu tatkala istri ceroboh di dalam mengerjakan perintah dan
larangan Allah sementara si suami tidak mampu untuk mengarahkannya
kepada ketaatan.

4. Makruh, yaitu perceraian yang dilakukan tanpa alasan yang jelas.

5. Mubah, yaitu ketika istri kurang baik akhlaknya.

d. Macam-macam talak

Talak terbagi menjadi beberapa macam sesuai dengan tinjauannya.

Ditinjau dari atributnya secara syar’i, talak dibagi menjadi dau macam, yaitu

talak sunni dan talak bid’i.*

1. Talak sunni adalah talak yang pelaksanaannya sesuai dengan tuntunan al-

Qur’an dan sunnah. Talak yang termasuk dalam klompok ini antara lain

% Majmu’ah min al-Bahitsin, al-Mausu’ah al-Fighiyah (Kuwait: Wizérah al-Awgaf wa al-Syu @in
al-Islamiyah 2005), juz 29, him. 8
% Wahbah al-Zuhaili, al-Figh al-Isldmi Waadillatuhu, ... juz 9, him. 6948
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adalah talak yang dijatuhkan tatkala istri dalam keadaan suci dan belum
disetubuhi sama sekali.

2. Talak bid’i adalah talak yang dijatuhkan tidak menurut tuntunan agama. Talak
yang masuk dalam kelompok ini adalah talak yang dijatuhkan pada waktu istri
sedang menjalani haid atau sedang nifas, dan talak yang dijatuhkan pada waktu
istri dalam keadaan suci tetapi telah dikumpuli lebih dahulu.

Ditinjau dari segi efeknya terhadap perceraian suami-istri talak terbagi
menjadi dua, yaitu talak raj’7 dan talak bain.'®

1. Talak raj’i adalah talak yang setelah dijatuhkan, seorang suami masih bisa
kembali kepada istrinya tanpa perlu akad baru, tanpa perlu mas kawin dan
tanpa perlu persetujuan istri.

2. Talak bain terbagi menjadi dua macam, yaitu talak bain shughra dan talak
bain kubrd. Talak bain shughra adalah talak yang menyebabkan seorang
suami tidak bisa kembali kepada isri yang ditalaknya kecuali dengan akad
baru, mas kawin baru, dan persetujuan darinya. Talak bain kubra adalah
talak yang menyebabkan seorang suami tidak bisa kembali kepada istri yang
ditalkanya kecuali si istri telah menikah dengan orang lain dan telah ditalak
dan telah selesai masa iddahnya.

e. Syarat sah talak

Talak bisa dinyatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai

berikut:

199 \Wahbah al-Zuhaili, al-Figh al-Islami Waadillatuhu,... juz 9, him. 6955
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1. Talak dilakukan oleh orang yang berhak untuk menjatuhkannya. Pada
umumnya ulama’ mengatakan bahwa pemilik hak talak adalah suami, akan
tetapi sebagian Malikiah mengatakan bahwa perempuan punya hak untuk
menjatuhkan setelah terbukti dihadapan hakim bahwa suami melakukan
tindakan yang merugikan istri.'%*

2. Orang yang menjatuhkan talak sudah mukallaf (berakal dan sudah dewasa).

3. Tidak ada tekanan dari pihak lain.

4. Perempuan yang dicerai berstatus sebagai istri, baik secara hakiki atau
secara hukum.

5. Menentukan perempuan yang dicerai, baik dengan cara memberi isyarat,
berniat ataupun menyebutkan sifat-sifatnya.

6. Memahami bahwa kata yang diucapkan digunakan untuk menjatuhkan talak.

7. Berniat menjatuhkan talak jika kata yang diucapkan merupakan Kkata

kinayah (sindiran).

191 K halil ibn Ishaq ibn M disa, Mukhtashar Khalil, (Kairo: Dar al-Had{s 2005), him. 111
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C. Kerangka Berpikir
Kerangka berpikir sangat diperlukan dalam sebuah penelitian. Hal ini

dimaksudkan untuk mengetahui gambaran dan alur penelitian. Berikut ini

penulis tampilkan kerangka berpikir penelitian ini:

PROBLEM
KELUARGA
PENDAPAT FUQAHA’
MAZHAB EMPAT
Nalar Ijtihad Abdullah bin Bayyah
KEMASLAHATAN

1. Magashid sebagai pendekatan >
2. Realitas merupakan partner teks

Berikut penjelasan krangka berpikir di atas:
1. Praktik hak ijbar dan hak talak menimbulkan problem dalam kehidupan
keluarga, lalu masalah itu dilihat dari pandangan berbagai mazhab.
2. Pendapat dari berbagai mazhab itu kemudian diseleksi untuk diambil
pendapat yang paling cocok untuk diterapkan dengan menggunakan nalar

ijtihad Abdullah bin Bayyah.
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METODE PENELITIAN

Sebuah penelitian akan memiliki nilai ilmiah apabila dilakukan dengan
metode yang benar. Oleh karena itu dibawah ini penulis akan menguraikan secara
singkat metode-metode tersebut.

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian normatif. Disebut penelitian normatif
karena dalam penelitian ini penulis mengkaji norma yang merupakan hasil ijtihad
fugaha’ klasik untuk dideskripsikan, disistematisasikan, dianalisa dan lalu ditarik
kesimpulan. Sedangkanpendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah
pendekatan konseptual (konseptual approach), artinya deskripsi, analisa, dan
kesimpulan dalam penelitian ini selalu didekati dari konsep pakar hukuh Islam.

B. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu sumber primer dan
sumber sekunder. Sumber data primer adalah data yang diambil dari sumber
utama. Sumber utama dalam penelitian ini adalah kitab-kitab karya Abdullah bin
Bayyah dan kitab-kitab figih karya fugaha’ dari berbagai mazhab.

Kitab-kitab karya Bin Bayyah yang menjadi sumber penelitian ini adalah
Amali al-Dilalat Wa Majali al-lkhtilafat, Magashid al-Mu’amalat wa Marashid
al-Wégi’at, Shind’ah al-Fatwd wa Figh al-Aqalliyat, Masyahid min al-
Magashid,al-1jtihad Bitahqiq al-Manath: Figh al-Wagqi’ wa al-Tawaqqu’, Tanbih

al-Mardji’ ‘ala Ta’shil Figh al-Wag:i .
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Sedangakan kitab-kitab fiqih karya fuqgaha’ masa lampau adalah sebagai
berikut:

Dalam mazhab Hanafi adalah Al-Mabsith karya Muhammad ibn Ahmad
ibn Abi Sahl al-Sarakhsiy, (w. 483 H), Baddi’ al-Shandi’ fi Tartib al-Syardi’
karya ‘Alau al-Din Abé Bakr ibn Mas’ud ibn Ahmad Al-Kasaniy al-Hanafiy (w.
587 H), Radd al-Mukhtéar ‘Ala al-Durr al-Mukhtar karya Muhammad Amin lbn
Amr ibn Abd al-‘Aziz ibn ‘Abidin (w.1252 H.), Tabyin al-Hagaiq Syar Kanz al-
Dagaiq karya ‘Usman ibn ‘Ali ibn Mahjan al-Bari’1 al-Zaila’iy (w. 743 H.) Nashb
al-Radyah Li Ahéadits al-Hidayah karya Jamal al-Din Aba Muhammad
Abdullahibn Ysuf ibn Muhammad Al-Zaila’iy (w. 762 H.), Al-Ikhtiyar Li Ta’lil
al-Mukhtér, Abdullah ibn Mahmud ibn Mauditid al-Mashiliy al-Baldahiy Majd al-
Din Abu al-Fadhl Al-Mashiliy al-Hanafiy (w. 683 H.), al-‘nayah Syarh al-
Hidayah karya Muhammad ibn Muhammad ibn Mahmud Al-Béabartiy (w. 786
H.), Hasyiyah Tabyin al-hagaiq karya Syihab al-Din Ahmad ibn Muhammad ibn
Ahmad ibn Yunus Al-Syibliy (w.1021 H.), dan al-Durr al-Mukhtar Syarah
Tanwir al-Abshar karya Muhammad ibn ‘Ali ‘Ala’ al-Din Al-Khaskafiy(w.1088
H.)

Dalam Madzhab Maliki adalah Al-Istidzkar al-Jami’ Limadzahib Fuqahdi
al-Anshar karya AbG‘Amr Yasuf ibn ‘Abd al-Lah ibn ‘Abd al-Barr al-Namrf al-
Qurthubiy (w. 463 H.), Syarh Mukhtashar Khalil Li al-Kharsyi karya Muhammad
ibn Abd al-Lah al-Kharsyiy (w. 1101 H.), dan Hasyiyah al-‘ddwi ‘ala Syarh
Kifayah al-Thalib al-Rabbani karya ‘Ali ibn Ahmad al-Sha’idiy (w.1189 H), al-

Taj wa al-Iklil karya Muhammad ibn Yusuf Abi AbdullahAl-Mawwaq (w.897
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H.), al-Fawékih al-Dawdni ‘Ala Risdlah Ibn Abi Zaid al-Qairawani karya Ahmad
ibn Ghanim ibn Salim ibn Muhanna Syihab al-Din al-Nafrawiy al-Azhariy al-
Malikiy (w. 1126 H.) Mukhtashar Khalil karya Khalil ibn Ishag ibn Musa Dhiyau
al-Din al-Jundi al-Mishri al-Maliki (w.776 H.), Irsyad al-Salik 114 Asyraf al-
Masalik fi Figh al-Imam Malik karya Abd al-Rahméan ibn Muhammad ibn ‘Askar
Syihab al-Din al-Malikiy (w.732 H.), al-Ma 'unah ‘Ala Mazhab ‘Alim al-Madinah
dan al-Talgin Fi al-Figh al-Maliki karya Aba Muhammad Abd al-Wahhab ibn
‘Ali ibn Nashr al-Baghdadiy Al-Tsa’labiy al-Malikiy (w.422 H.), Bulghah al-
Salik Li Agrab al-Masalik karya Aba al-‘Abbas Ahmad ibn Muhammad al-
Khalwatiy Al-Shawiy (w.1241 H.), Syarah mukhtashar Khalil karya Muhammad
ibn Abdullah Al-Kharsyi (w.1101 H.), dan Mawahib al-Jalil Fi Syarh
Mukhtashar Khalil karya Muhammad ibn Muhammad ibn Abd al-Rahméan Al-
Hatthab (w.954 H.)

Dalam Mazhab Syafii adalah Al-Umm karya Aba Abdullah Muhammad
ibn Idris ibn ‘al-Abbas ibn Utsméan ibn Syafi’ly ibn ‘Abd al-Mutthalib ibn ‘Abd
Manéaf al-Qurasyiy (w. 204 H.), Al-Hawi al-Kabir karya Aba al-Hasan ‘Alf ibn
Muhammad ibn Muhammad ibn Habib al-Mawardiy al-Bashriiy al-Baghdadiy (w.
450 H.), Al-Bayan fi Mazhab al-Imam al-Syafi’1 karya Abt al-Husain Yahya ibn
Abi al-Khair ibn Salim al-‘Amraniy al-Yamaniiy al-Syafi’iy (w. 558 H.),
Raudhah al-Thdlibin Wa'umdah al-Muftin karya Aba Zakariya Muhy al-Din
Yahya ibn Syaraf Al-Nawawiy (w. 676 H.), Syarh al-Mahlii ‘Ala al-Minhgj karya
Jalél al-Din Al-Mahalliy (w.864 H. ) [I’anah al-Thélibin Hasyiyah Fath al-

Mu’in AblG Bakr Usman ibn Muhammad Al-Syathd (w.1310 H.), Mughni al-
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Muhtdj 11& Ma'rifah Ma’ani al-Minhaj karya Muhammad ibn al-Khatib al-
Syirbiniy (w.977 H.)

Dalam Madzhab Hambali adalah Al-Mughni Fi Mazhab al-Iméam Ahmad ibn
Hanbal karya Ibn Qudadmah al-Maqdisi, Abii‘Abd al-Lah Muwaffaq al-Din Abdullah
ibn Ahmad ibn Muhammad Ibn Qudamah al-Hanbali (w. 620 H.), Al- ‘Uddah Syarh al-
‘Umdah karya Abd al-Rahman ibn Ibrahim ibn Ahmad AbGi Muhammad Baha’ al-Din
al-Maqdisiy (w. 624 H.), Al-Syarh al-Kabir ‘ala Matn al-Mugni’ karya Aba al-Faraj
syams al-Din Abd al-Rahman ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Qudamah al-Hanbaliiy
(W.682 H.), Al-Inshaf fi Ma rifah al-R&jih min al-Khilaf karya ‘Ala’ al-Din Abi al-
Hasan ‘Ali ibn Sulaiman al-Mardawiy al-Dimasyqiy al-Hanbaliy(w. 885 H), Dalil al-
Thalib Linail al-Mathélib karya Mar’i ibn Ytsuf ibn Abi Bakr ibn Ahmad Al-
Karmiy (w.1033 H.), Nail al-Ma’arib Bisyarhi Dalil al-Thalib karya Abd al-
Qadir ibn Umar ibn Abd al-Qadir ibn ‘Umar ibn Abi Taghlib ibn Salim al-
Taghlibiy al-Syaibaniy (w.1135 H.), dan al-Mubdi’ fi Syarh al-Mugni’ karya
Ibrahim ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Muflih (w. 884).

Dalam  Mazhab Zahiriah adalah Al-Muhalla bi al-Atsar karya Abi
Muhammad Ali ibn Ahmad ibn Sa’id ibn Hazm al-Andalusi al-qurthubi al-Zahiriy
(W.456 H.)

Sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku
yang berkaitan dengan penelitian ini, seperti buku al-Figh ‘ald Mazdhib al-
Arba’ah karya Abd al-Rahman al-Jazairiy (w.1360 H.), al-Figh al-Islami wa

Adillatuhu karya Wahbah Musthafa al-Zuhailiy (w. 2015 M.), dan Ahkam al-
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Usrah fi Syari’ah al-Islamiyah karya ‘Ali Ahmad al-Qulaishiy, al-Mausu’ah al-
Fighiyah al-Kuwaitiyah karya sekolompok peneliti.
C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data dikenal beberapa teknik, antara lain wawancara,
observasi, kuisioner atau angket, dan dokumenter. Beberapa teknik ini tidak harus
digunakan semua, akan tetapi digunakan sesuia kebutuhan penelitian.*®

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik dokumentasi, yaitu
dengan meneliti dan mengumpulkandata dari Kitab-kitab karya para fugaha’,
buku-buku dan jurnal-jurnal yang terkait dengan penelitian ini,baik yang sudah
dicetak maupun yang masih berbentuk PDF atau Maktabah Syamilah. Kemudian
penulis mengelompokkan data-data itu kedalam bagian-bagian yang terpisah.
Data-data dari kitab-kitab figh Hanafiyah digabung dalam klompok tersendiri dan
demikian pula data-data yang diambil dari kitab-kitab tentang yang lain.
D. Teknik Analisis Data

Setelah data-data terkumpulkan maka penulis melakukan analisa data.
Analisa data adalah proses mengurai sesuatu ke dalam bagian-bagiannya.
Terdapat tiga langkah penting dalam analisis data: (1) identifikasi apa yang ada
dalam data, (2) melihat pola-pola, dan (3) membuat interpretasi.’®

Berhubung data-data disini berkaitan dengan pandangan fugaha’ mengenai
hak ijbar dan hak talak maka dalam analisa data ini terlebih dahulu penulis
melakuka pengelompokan masalah-masalah yang disepakati oleh para fugaha’

tersebut dan masalah-masalah yang diperselisinkan oleh mereka. Setelah

192 \w. Gulo, Metodologi Penelitian, (PT. Grasindo 2010), him. 115
1%3Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualtitatif, (Jakarta: PT Rineka Cipta 2008), him.
192
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pengelompokan itu maka penulis menguraikan pendangan-pandang para fuqaha’
tentang hak ijbar dan hak talak yang diperselisihkan itu beserta argumen-argumen
mereka.

Kemudian pandangan fuqaha’ tersebut dikaji untuk dipilih pendapat yang
paling relevan diterapkan dengan menggunakan nalar ijtihad Abdullah bin
Bayyah. Berdasarkan pandangan Bin Bayyah bahwa sebuah pendapat bisa
diunggulkan karena lebih mewujudkan magashid, maka penulis menampilkan
tujuan-tujuan syariat yang nantinya bisa dijadikan pijakan dalam menarik
kesimpulan. Dalam memahami pendapat mana yang paling bisa mewujudkan
tujuan tersebut penulis harus memperhatikan realitas kekinian yang berhubungan
dengan penelitian ini. Hal ini merupakan praktik dari pandangan Bin Bayyah
bahwa realitas merupakan partner teks di dalam perumusan hukum.

Menurut Bin Bayyah, tidak semua pendapat dapat diambil. Pendapat yang
bisa diambil harus tidak bertentangan dengan dalil gath 7, tidak sepi dari dalil
meski lemah dilihat dari sisi dalil nash, dan pendapat itu merupakan pendapat
seorang ulama’ yang layak dijadikan panutan. Karena itu, jika ternyata pendapat
yang relavan untuk diambil merupakan pedapat ulama’ di luar mazhab empat
yang tidak populer kualitas intelektual dan kepribadiannya, maka penulis akan
menampilkan keterangan ulama’ mengenai kualitas intelektual dan keperibadian
pemilik pendapat tersebut. Akan tetapi, jika pendapat yang relevan diambil
adalah pendapat ulama’ yang masih dalam lingkup mazhab empat, maka penulis
mencukupkan dengan keterangan banyak ulama’ bahwa semua mazhab empat

boleh untuk diikuti.
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E. Pengecekan Keabsahan Data
Pengecekan keabsahan data dimkasudkan untuk mengetahui kevalidan dan
kesahihan data. Dalam penelitian ini dilakukan dengan dua metode, yaitu:
1. Trianggulasi
Trianggulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data Yyang
memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan
pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.'®® Dalam
penelitian ini trianggulasi dilakukukan tatkala ditemukan redaksi yang
meragukan dalam data-data yang terkumpul, yaitu dengan cara
melakukan perbandingan dengan buku-buku dalam percetakan lain atau
dengan cara membandingkan sumber primer dengan sumber sekunder.
Misalnya ulasan mengenai mazhab Maliki yang penulis rujuk dari kitab
Malikiyah secara langsung, penulis bandingkan ulasan Wahbah al-
Zuhailiy dalam al-Figh al-Islamiy Wa Adillatuhuii atau Abd al-Rahmaén
al-Jaziriy dalam al-Figh ‘Ala Mazahib al-Arba’ah.
2. Pemeriksaan Sejawat melalui Diskusi
Pemeriksaan sejawat melalui diskusi dilakukan dengan cara mengekspos
hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi

dengan rekan-rekan sejawat.’®®

Dalam pelaksanaannya, penulis
melakukan diskusi dengan teman-teman yang memiliki keahlian dalam

bidang figih Islam, terutama yang berkaitan dengan hukum kelurga.

104 | exy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2017),
him. 330
1% | exy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif. ...hlm. 330
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BAB IV

HAK IJBAR DAN HAK TALAK DALAM FIQIH EMPAT MAZHAB

A. Hak Ijbar dalam Figih Empat Mazhab

Hak ijbar adalah kekuasaan seorang wali untuk menikahkan orang yang
berada dalam perwaliannya tanpa harus meminta persetujuannya. Para ulama’
dalam seluruh mazhab telah sepakat bahwa wali tidak memiliki hak ijbar terhadap
anak laki-laki-laki yang telah dewasa. Karena itu, permasalahan ini tidak butuh
pembahasan yang panjang. Dalam bab ini pembahasan akan difokuskan kepada
permasalahan yang disepakati dan diperselisinkan dalam mazhab empat saja.

1. Hak ijbar terhadap janda dewasa

Para ulama’ dalam mazhab empat sepakat bahwa wali tidak memiliki hak
ijbar terhadap perempuan janda. Mengenai hal ini, Al-Sarakhshiy dari ulama’

Hanafiyah menulis:

. 1064.:15« & 99 daloy Oady iy ¥ g;\“ CL<., ol
“Sesungguhnya seorang ayah yang menikahkan anaknya yang sudah janda tidak
sah tanpa persetujuannya. Hukum ini telah menjadi konsensus ulama’.”

Al-Tsa’labiy dari mazhab Malikiyah menulis:

07550 N1 K5 Yy Lede L) Y6 Wil e o Uy
“Adapun janda yang sudah dewasa maka ia tidak boleh dipaksa dan dinikahkan
tanpa persetujuannya.

Al-Syéfi’iy menulis di dalam al-Umm:

1% Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Sahl Syams al-Aimmah al-Sarakhsiy, al-Mabsiith, (Bairut:
Dér al-Ma’rifah 1993) juz 5, him. 9

197 Abli Muhammad Abd al-Wahhab ibn Alf ibn Nashr al-Tsa’labiy al-Baghdadiy, al-Talgin Fi al-
Figh al-Malikiy, (Bairut:Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah 2004), juz 1, hlm. 113.
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“Dengan demikian setiap wali perempuan janda atau perawan, yang menikahkan

tanpa persetujuan maka nikahnya batal, kecuali para ayah terhadap anaknya
yang masih gadis dan para tuan terhadap budak-budak yang dimilikinya.”

Ibn Qudamah dari Hanabilah menulis:
. ey ) db cJ.lab C J chﬁ.}l e g_,.gj\ 4;'.2.3\ C)) \Jb
“Apabila seorang wali menikahkan anak perempuannya yang sudah janda

dengan tanpa persetujuannya terlebih dahulu maka akadnya batal, meskipun
setelah si anak rela.”

Kesepakatan para ulama’ dalam mazhab empat ini dibangun berdasarkan

argumen beberapa hadis Nabi, antara lain:

/T 0%

Sl SIS Ea S0 (LF g sg BT O LAY plis ) slis o
110 Z & < 2T sl e oz @ o ;\7 Q/ @ ~ R

5yl o\jj.\.é.;-\_{.j Sp ( Gls &Sle 461,33 ade dly S dll Jods

“Dari khansa’ putri Khoddam al-Anshariyah bahwa ayahnya telah menikahkan

dia, sedang dia berstatus janda. Kemudian dia tidak suka dengan pernikahan itu,

sehingga dia datang kepada Rasulullah dan menanyakannya, lalu ternyata Nabi
membatalkan akad nikahnya.”(HR. Al-Bukhari)

C 06 = oy e b1 o = D0 - e i o, - A i

111 %, R PEI IR PR T SE BS- 2 SENP SENRE S I
. s a5 P )5 s EJUEIEN Jﬁd\j &5 oo Ly G5
Dari Ibn Abbas ra. bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: “seorang janda lebih

berhak terhadap dirinya dibanding walinya. Sedangkan perawan dimintai izin,
dan izinnya adalah diamnya. ” (HR. Muslim)

f

198 Muhammad Ibn Idris al-Syafi’i, al-Umm (...Dar al-Wafa’ 2005) juz 6, him. 47

1% Abi Muhammad Muwaffaq al-Din Abdulldh ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudamah, al-
Mughi Fi Figh al-Imam Ahmad , (Bairut: Dér al-Fikr 1405), juz 7, him. 385

10 Al-Bukhariy, al-Jami’ al-Musnad al-Shahth al-Mukhtashar min Um iir Rasul al-Lah,...juz 5,
him. 1974

M Muslim, al-Musnad al-Shahih al-Mukhtashar Binagli al-‘ddl ‘an al-Adl ila Rasil al-
Lah,(Bairut: Dar al-Jail, tt), juz 4, him. 141
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Dari sisi kualitas, dua hadis di atas merupakan hadis shahih, bahkan lbn
Abd al-Barr menyatakan bahwa hadis yang pertama telah disepakati kesahihannya
oleh para ulama’.'? Sementara dari sisi dilalah, hadis di atas memperlihatkan
dengan jelas bahwa perempuan janda tidak boleh dinikahkan secara ijbar. Karena
itu, Ibn Qudamah menganggap pendapat Hasan al-Bashriy yang memperbolehkan

ijbar terhadap janda dewasa sebagai pendapat yang menyimpang (syadz).**®

Yang dimaksud janda di atas adalah perempuan yang hilang
keperawanannya kerena hubungan suami istri yang sah. Adapun perempuan yang
hilang keperawanannya karena karena jatuh dan semacamnya atau karena
hubungan seksual yang ilegal maka di kalangan ulama’ mazhab empat terjadi
perbedaan pendapat. Menurut mayoritas ulama’ perempuan yang hilang
keperawannya karena jatuh dihukumi seperti perawan kecuali menurut satu wajh

dalam mazhab Syafii.***

Sedangkan mengenai perempuan yang hilang
keperawanannya karena hubungan seksual yang ilegal, Syéafiiyah, Hanabilah, Aba
Yusuf, dan Muhammad bin Hasan berpendapat bahwa perempuan tersebut

dihukumi sebagai janda yang tidak boleh dinikahkan secara paksa dan

persetujuannya harus dinyatakan secara tegas. Sementara Malikiyah dan Abl

"2 Abi ‘Amr Yasuf ibn Abdilldh ibn Muhammad ibn Abd al-Barr, al-Istidzkar (Bairut: Dar al-
Kutub al-‘Timiah 2000), juz 5, him. 467

B Abdullah ibn Ahmad ibn Qudamah, al-Mughni fi Figh al-ImamAhmad ibn Hanbal, (Bairut: Dar
al-Fikr 1405), juz 7, him. 385

Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Sahl Al-Sarakhsi, al-Mabsi, (Bairut: Dar al-Ma’rifah 1993),
juz 5, him. 8, al-Kharsiy, Syarah Mukhtashar Khalil,(Bairut: Dar al-Fikr, tt), juz 3, him. 176,
Muhammad ibn al-Khatib al-Syirbiniy, Mughnt al-Muhtdj 1la Ma rifah Ma’dni al-Minhj,(Bairut:
Dar al-Kutub al-‘Ilmiah 1994), juz 4, hlm. 246
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Hanifah berpendapat bahwa ia dihukumi seperti perempuan perawan sehinggan

diamnya dianggap sebagai bentuk persetujuannya.'*®

2. Hak ijbar terhadap perawan yang sudah dewasa

Hak ijbar terhadap perawan yang sudah dewasa diperselisinkan oleh para
ulama’ dalam mazhab empat. Hanafiyah dan satu riwayat dalam mazhab
Hanabilah berpendapat bahwa gadis yang sudah dewasa tidak boleh dinikahkan

secara paksa. Di dalam Badai’ a/-Shanéi’, Al-Kasaniy al-Hanafiy menulis:

PO AL e Vs sl U e 230 o o S,

“..Maka kekuasaan memaksa untuk menikahkan itu tidak berlaku bagi anak laki-
laki yang sudah dewasa dan berakal dan anak perempuan yang sudah dewasa dan
berakal .”

Di dalam al-Mughni, Ibn Qudéamah al-Hanbaliy menulis:

70055 Sl Wy sy ! B ctlaboll 2t K L

“Adapun gadis yang sudah dewasa maka terdapat dua riwayat dari imam
Ahmad...Sedangkan riwayat yang kedua mengatakan tidak boleh wali menikahkan
anak gadis yang sudah dewasa dengan ijbar.”

Pendapat di atas dibangung berdasarkan beberapa argumen, yaitu:
a. HadisAbﬁ Hurairoh
Vs et g < 2N A Y 6 - rL‘ ofe v o - L;Jw\ Sk ol e
olyy. 85 &1 106 ol CaSa al 325 g o :)S‘L:.w = < £

sy sl

“Dari Abi Hurairah bahwa Nabi Muhammad SAW. bersabda: Seorang janda
tidak boleh dinikahkan sampai dia diminta perintahnya, dan seorang wanita

115 1bn Qudamah, al-Mughnf, ...juz 7, him. 388

16 <Ala al-Din Abi Bakr ibn Mas’ 6d Al-Kasaniy, Baddi’ al-Shandi’ (Bairut: Dar al-Kutub al-
‘Ilmiah 1986), juz 5, hlm. 210

Y7 |bn Qudamah, al-Mughni ,...juz, 7, him. 379

MBAI-Bukhériy, al-Jami’ al-Musnad al-Shahth al-Mukhtashar min Um tir Rasul al-Lah,.....juz 6,
him. 2556
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perawan tidak boleh dinikahkan sampai dia dimintai izin. Kemudian sahabat

bertanya: wahai Rasulullah, bagaimana izinya? Nabi bersabda: dia terdiam.”
(HR. Bukhari dan Muslim)

Dalam hadis ini dinyatakan bahwa perawan tidak boleh dinikahkan tanpa
persetujuannya. Namun diamnya seorang perawan tatkala ditawari menunjukkan
pada persetujuannya. Dalam kaidah ushul figih, makna yang unggul dari sebuah
larangan menunjukkan hukum haram. Secara zahir, larangan ini mencakup semua
wali dan semua perawan. Karena dalam hadis ini tidak ada pengkhususan
terhadap wali dan perawan tertentu.

b. Hadis Ibn Abbas

G5 & Gdd 5T 29 106 —loy e ) Lom o3 T S 3 2

119 o0 (BAs P VR T TN 2
oaen oy LGS L83)5 oS (3 O3S o
“Dari Ibn Abbas bahwa Nabi Muhammad SAW. bersabda: orang yang tidak

punya suami lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya, dan perawan
dimintai izin dalam dirinya dan izinnya adalah diamnya.”(HR. Muslim)

Al-Zaila‘iy menjelaskan bahwa hadis ini merupakan perintah yang muncul
dalam bentuk kalimat berita. Perintah dengan model semacam ini merupakan
bentuk perintah yang paling kuat.*?® Karena itu, permintaan izin kepada perawan
bukan hanya merupakan sunnah yang hanya lebih baik dikerjakan. Akan tetapi
lebih dari itu merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan. Jika tidak

dilaksanakan maka akad menjadi bergantung kepada persetujuan si perawan

"Muslim, al-Musnad al-Shahih al-Mukhtashar Binaqli al-‘4d! ‘an al-Adl ila Ras il al-Lah,...juz
4, him. 141

20 “Usman ibn ‘Ali ibn Mahjan al-Bari’i al-Zaila’iy, Tabyin al-Hagaiq Syar Kanz al-Dagaiq,
(Kairo: al-Mathba’ah al-Kubra al-Amiriyah 1313) juz 2, him. 118
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tersebut. Jika ternyata dia menyetujui maka akad itu dihukumi sah, dan jika tidak
disetujui maka akad itu dihukumi tidak sah.**

Perintah ini berlaku umum, baik kepada seorang ayah atapun wali yang
lain, karena dalam hadis ini tidak ada penyebutan wali tertentu. Bahkan dalam
riwayat yang lain disebutkan bahwa ayah harus meminta izin kepada anak
gadisnya yang ingin dinikahkan. Ibn Abbas  meriwayatkan bahwa Nabi

Muhammad SAW bersabda:
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“Janda lebih berhak terhadap dirinya dibanding walinya, sedangkan perawan
harus dimintai izin oleh ayahnya dan izinnya adalas diamnya.” (HR. Muslim)

Meski dalam hadis ini hanya disebutkan seorang ayah, namun berdasarkan
petunjuk mafhiam muwafaqah dapat dipahami bahwa wali yang selain ayah juga
harus meminta izin. Sebab, jika ayahnya saja harus meminta persetujuan anak
gadisnya, maka tentu saja wali-wali yang lain lebih berkewajiban untuk meminta
izin.

c. Hadis Ibn Abbas
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‘Dari Ibn Abbas bahwa seorang anak perawan datang kepada Nabi Muhammad
SAW. lalu dia menyampaikan bahwa ayahnya telah menikahkannya padahal dia

121 Syihab al-Din Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Yunus al-Syibli, Hasyiyah Tabyin al-
haqgaiq, (Kairo: al-Mathba’ah al-Kubra al-Amiriyah 1313) juz 2, him. 118

122 Muslim, al-Musnad al-Shahth al-Mukhtashar Binagli al- ‘Ad! ‘an al-Adl ila Ras 1l al-Lah,...juz
4, him. 141

123 1bn Majah, Sunan Ibn Majah, (Tnk: Dar al-Risalah al-‘ Alamiyah 2009), juz 3, hlm. 74
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tidak suka, lalu Nabi memberi pilihan kepada anak perawan itu.”(HR. lbn
Méjah)

Menurut Ibn al-Qatthan hadis ini adalah hadis shahih, dan perempuan
yang diceritakan dalam hadis ini bukan khansa’ bint Khidam yang yang
dinikahkan secara paksa oleh orang tuanya, namun dibatalakn oleh Nabi. Sebab,
Khansd’ perempuan janda, sementara perempuan yang terdapat dalam hadis ini
adalah perawan.'**Hadis ini menunjukkan bahwa seorang ayah tidak berhak
menikahkan anak gadisnya secara paksa. Karena setelah seorang perawan yang
diceritakan dalam hadis memberi informasi kepada Nabi tentang terjadinya
perkawinan paksa terhadap dirinya, Nabi menyuruhnya untuk memilih menerima
atau tidak. Hal ini menunjukkan bahwa seorang perawan lebih berhak dibanding
walinya.

d. Hadis ‘Aisyah
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Dari ‘Aisyah bahwa seorang anak remaja menghadap kepadanya, kemudian dia
berkata: sesungguhnya ayahku menikahkan aku dengan keponakannya untuk
mengangkat kedudukannya, padahal aku tidak suka. Aisyah berkata: duduklah
sampai Nabi Muhammad SAW. datang! Kemudian setelah Rasulullah datang, aku
sampaiakan kepada beliau. Lelu beliau memanggil ayah remaja tersebut, dan
beliau menjadikan bahwa keputusan berada pada remaja itu. Namun remaja itu
berkata: wahai Rasulullah, aku telah menyetujui apa yang dilakukan ayahku, akan

124 jamal al-Din Abii Muhammad Abdullah ibn Yasuf ibn Muhamm ad Al-Zaila’iy, Nashb al-
Rayah Li Ahadits al-Hidayah, (Bairut: Muassasah al-Rayyéan Li al-Thiba’ah Wa al-Nasyr 1997),
juz 3, him. 190

125 Abii Abd al-Rahméan Ahmad ibn Syu’aib ibn Alf al-Khurasaniy al-Nasaiy, al-Sunan al-Kubra
(Bairut: Muassasah al-Risélah 2001), juz 5, him. 177
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tetapi aku hanya ingin tahu apakah dalam urusan ini perempuan punya hak untuk

memberi keputusan?.” (HR. Al-Naséiy)

e. Dalil agli/ giyas

Dari sisi nalar, ada dua alasan yang dijadikan argumen untuk menguatkan
pendapat yang menyatakan tidak adanya ijbar terhadap perawan yang sudah
dewasa, yaitu:

1) Perawan yang sudah dewasa memiliki kebebasan membelanjakan hartanya,
sehingga seorang wali tidak punya hak untuk intervensi terhadap harta
tersebut tanpa seizinnya. Jika dalam urusan harta saja wali tidak
diperkenankan untuk intervensi maka tentu saja dalam urusan pernikahan
yang jauh lebih penting daripada harta juga tidak diperbolehkan.*?

2) lllat seorang wali memiliki kekuasaan untuk menikahkan secara paksa
adalah al-shighar (sifat belum dewasa) bukan bikarah (sifat perawan),
karena itu tatkala seorang perempuan sudah dewasa maka hak ijbar yang
dimiliki wali secara otomatis menjadi hilang.*?’

Demikian pendapat dan argumen Hanafiyah dan satu riwayat dalam
mazhab Ahmad yang berpendapat bahwa wali tidak memiliki hak ijbar terhadap
perempuan yang sudah dewasa. Berbeda dengan pendapat ini, Malikiyah dan satu
riwayat dalam mazhab Ahmad berpendapat bahwa seorang ayah dan orang yang
menerima wasiat dari ayah memiliki hak ijbar terhadap anak gadisnya yang sudah

dewasa. Hanya saja Malikiyah mengecualikan wanita perawan berikut:

125 |hn Qudamah, al-Mughni,...juz 7, him. 379
127 Al-Kasaniy, Baddi’ al-Shandi’,...juz 5, him. 210
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1) Al-‘Anis yaitu perempuan yang setelah dewasa tinggal lama di rumah
keluarganya. Menurut satu riwayat dari Malik, perawan ini tidak boleh
dinikahkan secara ijbar.

2) Perawan yang dinilai pintar oleh ayahnya. Berbeda dengan pendapat Ibn
Abd al-Barr, menurut pendapat yang populer dalam mazhab Maliki
perawan ini tidak boleh dinikahkan secara ijbar.

Mengenai pendapat Malikiyah, Syihab al-Din Abd al-Rahman menulis di
dalam Irsyad al-Salik,:
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“Dan bagi ayah boleh menikahkan anaknya yang masih perawan secara paksa,
meski dia telah dewasa. ”

Kemudian dalam Syarah Mukhtashar Khalil, al-Kharsyiy menulis

ketenagan berikut:
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“Para ulama’ Malikiyah sepakat seorang ayah boleh memaksa anak perawannya
yang masih kecil, dan tidak dia tidak punya hak khiyar setelah dewasa menurut
pendapat yang populer. Demikian pula perawan dewasa selaian ‘anisah(perawan
yang sudah punya banyka pengalaman). Bahkan perawan anisah sekalipun
menurut pendapat yang populer. Akan tetapi menurut satu pendapat, perawan
‘@nisah tidak boleh dipaksa sebagaiman menurut Ibn Wahb.”

Dalam Hasyiyah ‘Ala  Syarh al-Kabir, al-Dasukiy menulis keteranga
berikut:

128 Abd al-Rahman ibn Muhammad ibn Askar Syihab al-Din al-Malikiy, Irsyad al-Salik 114 Asyraf
al-Masalik fi Figh al-lmam Malik (Mesir: Mathba’ah Musthofa al-Béabi al-Halabi,tt), him. 58
129 Al-Kharsyiy, Syarh Mukhtashar Khalil, (Bairut: Dar al-Fkir, tt), juz 3, him. 176

90



L3 ey bagl aasy ol oas) 15 58 ¥ auls 280 WS O 58 Y LS
Canall 655 Loy (83]y Lgilai o by Y 1 Y i8S oy SOT Of dny of o130
Wy )t ) JBy comdl) e Caall s 5usoll OV o pds

.130$@J\ Lo, 13 Sl ks &) 5 Y 055573 Lagl Loz, ) S Jng
“Sebagaimana janda sebab pernikahan yang batal tidak boleh dinikahkan secara
paksa, perawan yang dinilai pintar oleh ayahnya juga tidak boleh dipaksa.
Penetapan pintarnya anak perawan itu dengan pengakuannya atau dengan saksi
jika si ayah mengingkarinya. Tatkala perawan semacam ini tidak boleh dipaksa
maka harus ada ucapan dan persetuannya. Keterangan yang disebutkan penulis
ini adalah pendapat yang populer dalam mazhab Malik. Ibn Abd al-Barr berkata:
dia tetap boleh dinikahkan secara paksa. Perawan yang ditetapkan kepintarannya
oleh washi, sama dengan perawan yang ditetapkan kepintarannya oleh ayah.”

Sedangkan mengenai pendapat Hanabilah, Ibdu Qudamah menulis sebagai

berikut:
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“Adapun perawan yang sudah dewasa dan berakal maka dari iman Ahmad

terdapat dua riwayat. Salah satunya boleh bagi seorang ayah memaksa anaknya
vang masih perawan dan menikahkan tanpa persetujuannya.”
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“Dan ini tidak berlaku bagi selain ayah. Artinya, selain ayah tidak berhak
memakasa perempuan yang sudah dewasa dan tidak berhak menikahkan
perempuan yang masih kecil, baik dia kakek ataupun yang lain.”

Pendapat yang kedua ini dibangun berdasarkan argumen sebagai berikut:

a. Hadis Ibn Abbas

30 Al-Dastikiy, Hasyiyah ‘Ald Syarh al-Kabir, (Tnk: Dar al-Fikr, tt), juz 2, him. 223
31 |bn Qudamah, al-Mughni ,...juz, 7, him. 379
132 |bn Qudamah, al-Mughni ,...juz, 7, him. 379
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“Dari Ibn Abbas bahwa Nabi Muhammad SAW. bersabda: orang yang tidak

punya suami lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya, dan perawan
dimintai izin dalam dirinya dan izinnya adalah diamnya.”(HR. Muslim)

Kata al-ayyim dalam hadis ini bermakna janda karena dua hal. Pertama, dalam
riwayat lain ia diungkapkan dengan kata al-tsayyib. Kedua, dalam hadis ini kata
al-ayyim dijadikan perbandingan dari al-bikr. Hal ini menunjukkan bahwa al-bikr
bukanlah al-ayyim.'** Dalam hadis ini perempuan janda disebutkan sebagai orang
yang lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya. Berdasarkan dalil al-kithab
atau mafhum mukhalafah, hal ini menunjukkan bahwa seorang wali lebih berhak
terhadap diri seorang perawan. Sebab, jika perawan juga dianggab lebih berhak
daripada walinya maka penyebutan kata al-ayyim secara khusus sebagai orang
yang lebih berhak™ akan sia-sia.

b. Hadis Abd Hurairah
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“Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Dimintai perintah anak
perempuan yatim terkait dengan dirinya, apabila dia diam maka itu menjadi tanda
kerelaannya. ”(HR. Abl Ya’la)
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133 Muslim, al-Musnad al-Shahth al-Mukhtashar Binagli al- ‘Ad! ‘an al-Adl ila Ras il al-Lah,...juz
4, him. 141

34Abi al-Hasan ‘Ali ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Habib al-Bashri al-
Baghdadi al-Mawardi, al-Hawi al-Kabir Fi Figh al-lmam al-Sydf”i, (Bairut: Déar al-Kutub al-
‘Ilmiah 1999), juz 9, him. 37, Aba al-Hasan Ali ibn Ahmad ibn Mukarram al-Sha’idi al-‘Adawi,
Héasyiyah al-‘Adawi ‘ald Syarh Kifdyah al-Théalib al-Rabbani (Bairut: Dar al-Fikr 1994), juz 2,
hlm. 45

35 Abiit Ya’la Ahmad ibn “Ali al-M dshili, Musnad Abii Ya’ld, (Dasmasykus: Dar al-Ma’m @in
1984), juz 10, him. 412
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Jika hadis pertama menunjukkan hak ijbar wali secara umum, maka hadis
ini menunjukkan bahwa hak ijbar itu hanya dimiliki oleh seorang ayah. Sebab,
kata al-yatimah menunjuk makna perempuan yang tidak punya ayah. Karena itu,
berdasarkan dalil al-khitab, hadis ini menunjukkan bahwa seorang ayah boleh
menikahkan anak gadisnya secara ijbar, sementara selain ayah tidak demikian.*3

c. Praktik penduduk Madinah
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“Menceritakan kepadaku dari Mali bahwasanya telah sampai kepadanya bahwa
al-Qasim ibn Muhammad dan Salim ibn Abdulléh menikahkan purtri mereka yang
perawan tanpa meminta izin terlebih dahulu. Malik berkata: hal itu adalah yang
biasa dilakukan di Madinah dalam menikahkan anak perawan.”

Maksud kata al-abkar dalam keterangan Malik di atas adalah perawan yang
sudah dewasa, karena perawan yang masih kecil memang sudah tidak perlu
dimintai izin. Sedangakan yang dimaksud perkataan Malik Lxe .Y adalah
praktik penduduk Madinah.'® Di dalam mazhab Maliki, praktik penduduk
Madinah merupakan salah satu hujjah yang bisa dipakai untuk menetapkan
hukum. Bahkan prkatik penduduk Madinah dinilai lebih kuat daripada hadis.
Karena menurut Malik praktik penduduk Madinah merupakan al-sunnah al-

‘amaliyah.

36Abo Muhammad Abd al-Wahhab ibn ‘Ali ibn Nashr al-Tsa’labi al-Baghdadi al-Maliki, al-
Ma’unah ‘Ald Mazhab ‘Alim al-Madinah, (Makkah: al-Maktabah al-Tijariyah, tt), juz 2, him. 720
137 Malik ibn Anas, al-Muwattha’ dicetak dengan Syarh al-Zargdni ‘Ala Muwattha’ al-lmam
Malik, (Kairo: Dar al-Hadis 2006), juz 3, him. 167

138 Misa Isma’il, ‘Amal Ahl al-Madinah Wa Atsaruhii Fi al-Figh al-I1slami, (Bairut: Dar Ibn Hazm,
2004), HIm. 253

139 Abdullah bin Bayyah, Shind ah al-Fatwa Wa Figh al-Aqalliyat, (Jeddah: Dar al-Minhaj 2007),
hlm.108
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Adapun argumen sebagian Malikiyah yang mengecualikan ‘anisah dan
murasyyadah adalah karena mereka dipandang sudah mampu memahami

kemaslahatan dirinya. Mengenai hal ini, al-Kharsyiy menulis:
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“Karena perawan apaila sudah lama tinggal bersama keluarganya, maka ia
menjadi seperti janda. Sumber perbedaan dalam soal ini adalah apakah illat ijbar
adalah keperwanan, dan ia masih ada atau ketidak tahuan terhadap kemaslahatan
perempuan dan ia sudah tidak ada?

Hampir sama dengan pendapat Malikiah dan Hanabilah adalah pendapat
Syafi’iyah, hanya saja menurut mereka kakek bisa mengganti posisi ayah. Di
dalam al-Hawi al-Kabir, al-Mawardiy menulis:
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“Adapun perawan yang sudah dewasa maka bagi ayah atau kakek ketika tidak ada
ayah, boleh menikahkannya secara paksa sebagaimana bolehnya menikahkan

anak gadis yang masih kecil.”

Al-Syafi’iy sendiri dalam al-Umm menulis:
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“Kakek yaitu ayahnya ayah dan seatasnya menempati posisi ayah di dalam

menikahkan perawan dan menjadi wali janda selama tidak ayah yang lebih
dekat.”

Di dalam kitab ini, al-Syafi’iy berargumen dengan hadis Aisyah berikut:

140 Al-Kharsyiy, Syarah Mukhtashar,...juz 3, him. 176

“IAba al-Hasan ‘Ali ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Habib al-bashri al-
Baghdadiy al-Mawardiy, al-Hawi al-Kabir Fi Figh al-lmam al-Syéfi iy, (Bairut: Dar al-Kutub al-
‘Ilmiah 1999), juz 9, him. 51

142 Al-Syafi‘iy, al-Umm,... juz 5, him. 19
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“Dari Aisyah bahwa Nabi Muhammad SAW menikahinya pada saat dia berusia 6
tahun, dan baru hidup serumah dengannya pada saat dia berusia 9 tahun.” (HR.
al-Bukhariy)

Menurut al-Syafi’iy, hadis ini menunjukkan bahwa wali lebih berhak
terhadap wanita perawan meski sudah dewasa. Sebab, jika dikatakan bahwa
perawan dewasa lebih berhak terhadap dirinya dibanding walinya maka
semestinya wali tidak boleh menikahkan perawan yang masih kecil. Tapi pada
kenyataannya, dalam hadis di atas Abt Bakr menikahkan Aisyah pada saat usia
enam tahun. Ini menunjukkan bahwa seorang ayah berhak menikahkan anaknya
yang masih perawan meski dia sudah dewasa.'**

Kemudian kakek disamakan dengan ayah karena beberapa alasan, yaitu: a)
di dalam surat al-Hajj ayat 78 Allah SWT menyebut Ibrahim sebagai ayah padahal
hakikatnya nabi Ibrahim adalah kekek; b) kakek memiliki hak perwalian terhadap
anaknya, maka tentu saja dia akan juga memiliki hak perwalian terhadap cucunya;
dan c) tatkala kakek dan ayah disamakan dalam kekuasaan terhadap harta anak
perempuannya, maka mereka juga harus disamakan dalam urusan
pernikahannya.**

Meski Syafi’iyah memberikan hak ijbar terhadap ayah dan Kakek, namun

mereka juga memberikan beberapa syarat yang jauh lebih ketat dari syarat yang

ditetapkan oleh Malikiyah dan Hanabilah. Menurut Malikiyah dan dan Hanabilah

3 Al-Bukhériy , al-Jdmi’ al-Musnad al-Shahth al-Mukhtashar min Um iir Rasul al-Lah,...juz 5,
him. 1973

144 Al-Syafi’iy, al-Umm,... juz 5, him. 18

5 Al-Mawardiy, al-Hawi al-Kabir Fi Figh al-lmam al-Sydf’i,...juz 9, him. 51

95



ayah boleh menikahkan anaknya dengan siapa saja dengan syarat tidak memililiki
cacat yang memberikan hak gugat cerai kepada anak tersebut. Kemudian
Malikiyah menambahkan dua syarat untuk orang yang menerima wasiat dari ayah,
yaitu: calon suami bukan orang fasik dan maskawin tidak boleh kurang dari mahar
mitsil.*°

Sedangkan Syafiiyah menetapkan tujuh syarat bagi wali yang hendak
menikahkan anaknya secara ijbar, yaitu: a) tidak ada permusuhan (kebencian)
perempuan itu dengan laki-laki calon suaminya; b) tidak ada permusuhan
(kebencian) perempuan itu dengan ayahnya; c¢) calon suami haruslah orang yang
kufu (setara/sebanding); d) mas kawin (mahar) harus tidak kurang dari mahar
mitsil, yakni maskawin perempuan lain yang setara; e) keberadaan mas kawin
harus kontan; f) memakai uang yang berlaku di negara; dan g) calon suami tidak
diduga akan melakukan perbuatan atau tindakan yang akan menyakiti hati
perempuan itu.*’

Empat syarat yang pertama dari syarat di atas merupakan syarat sahnya
akad yang dilakukan seorang ayah atau kakek yang menggunakan hak ijbarnya.
Artinya jika ada salah satu saja dari syarat-syarat itu ada yang tidak terpenuhi
maka akad yang dilakukan wali dihukumi tidak sah. Sedangkan tiga syarat yang

terakhir tidak mempengaruhi sahnya akad, akan tetapi menjadi syarat boleh dan

tidaknynya seorang wali menikahkan anak perempuannya. 48

146 Abd al-Rahman al-Jaziriy, Kitab al-Figh ‘Ald Mazdhib al-Arba’ah, (Bairut: Dar al-Kutub al-
‘Ilmiah1990), juz 4, hlm. 35-38

Y7 Abti Bakar al-Syatha, I’Anah al-Thalibin, (Surabaya: al-Hidayah, tt), juz 3, him. 309

148 Abd al-Rahman al-Jaziriy, Kitab al-Figh ‘Ald Mazdhib al-Arba’ah,... juz 4, him. 37
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Syarat-syarat di atas ditetapkan agar hak ijbar wali tidak menyebabkam
kerugain bagi anak-anak yang berada dalam perwaliannya. Hal ini tanpak jelas

dalam uraian al-Syafi’iy di dalam al-Umm. Di dalam kitab ini, dia menulis:
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“Boleh bagi ayah untuk menikahkan anak perawannya jika itu tidak
merugikannya, dan tidak boleh jika nikah itu mengandung kerugian atau bahaya
terhadapnya.”

Dari pernyataan al-Syafi’iy ini, dapat dipahami bahwa meskipun wali
memiliki wewenang untuk menikahkan anaknya, namun tidak berarti mereka bisa
seenak saja menikahkan tanpa mempertimbangkan kemasalahatan si anak. Wali
yang hendak menikahkan anak gadisnya secara paksa harus memperhatikan
beberapa syarat yang telah ditetapkan di atas. Jika syarat-syarat itu tidak terpenuhi
maka akad yang mereka lakukan dinilai ilegal.

3. Hak ijbar terhadap perawan yang masih kecil

Ulama’ mazhab empat sepakat bahwa wali boleh menikahkan perawan

yang masih kecil. Hanya saja mereka berbeda pendapat tentang siapa saja wali

yang memiliki hak untuk menikahkan itu. Hanafiyah berpendapat semua wali

berhak untuk menikahkan. Al-Sarakshiy dari Hanafiyah menulis:
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19 Al-Syafi’iy, al-Umm...juz 5, him. 20
%0 Al-Sarakhsiy, al-Mabsiith,...juz 4, him. 213
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“Telah sampai kepada kami dari Ibrahim bahwa dia berkata: “jika orang tua
menikahkan anak laki-laki yang msih kecil atau anak kecil maka itu hukumnya
boleh. Demikian wali-wali lain.” Pendapat ini yang diambil oleh para ulama’
kami-semoga Allah merahmati mereka-. Mereka berkata, boleh bagi wali-wali
selain ayah dan kakek menikahkan anak laki-laki yang masih kecil dan anak
perempuan yang masih kecil.”

Akan tetapi, jika yang menikahkan adalah wali selain ayah dan kakek
maka si anak punya hak khiyar untuk melanjutkan atau menolak. Jika yang
menikahkan ayah atau kakek maka si anak tidak memiliki hak khiyar dengan dua
syarat, yaitu: a) wali bukan orang yang dikenal tidak ahli dalam memilih calon
suami; dan b) wali tidak sedang mabuk. Ini menurut Abt Hanifah dan Muhammad
ibn Hasan, sedangkan menurut Abt Yusuf perawan yang dinikahkan wali selain
ayah atau kakek tidak memiliki hak khiyar. Di dalam Badai’ a/-Shana:’, al-

Kasaniy menulis:

U e OIS0 g OV ga Spally gl ASSE @ ) 00K OF g
Mg ol s L L e a A ik Y elly SV LY e

.,\;,-\) g_j\ﬂ s C& Dlij L_Jar;k.: J.Q U g L}T Ly (Jesty (Ao %J Jj:é

Pl ca ¥ o U o
“Diantara syarat terikatnya akad tersebut adalah wali yang menikahkan anak
kecil, baik laki-laki atau perempuan, adalah ayah atau kakek. Jika yang
menikahkan bukan ayah dan kakek, seperti saudara dan paman, maka si anak itu
memilki hak pilih setelah dewasa. Ini pendapat AbzHanifah dan Abu Yisuf.
Sedangkan menurut AbzYusuf itu bukan syarat, sehingga si anak tidak memilki
hak pilih setelah dewasa.”

Mengenai dua syarat dalam pendapat Abli Hanifah dan Muhammad di atas,

Abd al-Rahmén al-Jaziriy menulis keterangan berikut:

L Al-Kasaniy, Baddi’ al-Shandi’,...juz 5, him. 430. Ibarat yang sama bisa dilihat dalam Abdullah
ibn Mahmid ibn Maud @d al-M ashili al-Baldahi Majd al-Din Aba al-Fadhl al-Hanaff, al-lIkhtiyar
Li Ta’lil al-Mukhtar,(Kairo: Mathbaah al-Halabi 1937), juz 3, him. 95
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“Akan tetapi apabila yang menikhakan mereka adalah ayah atau kakek maka
mereka tidak punya hak khiyar setelah dewasa dengan dua syarat, yaitu; wali
bukan orang dikenal tidak punya keahlian memilih calon suami sebeum akad; dan
wali tidak sedang mAbik sehingga memutuskan untuk menikahkan dengan selain
mahar mitsil atau dengan laki-laki fasik atau laki-laki yang tidak sepadan.”

Pendapat Hanafiyah di atas didasarkan kepada beberapa argumen berikut:

1. Al-Qur’an surat al-Thalaq ayat 4
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“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara
perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka
masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan
yang tidak haid. ”

Di dalam ayat ini, Allah menjelaskan iddah perempuan yang masih kecil,
sementara iddah timbul karena adanya pernikahan. Ini berarti bahwa menikahkan
perempyan yang masih kecil diperbolehkan.™2
2. Al-Qur’an surat al-Nisa’ ayat 3
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“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak)
perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-
wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. ”(QS, al-Nisa’: 3)

Menurut al-Sarakhsiy, ayat ini menunjukkan legalitas menikahi
perempuan-perempuan yatim. Sebab, menurut Aisyah ra. ayat ini turun untuk

merespon para wali yang memiliki ambisi untuk menguasai harta perempuan

yatim yang berada dalam perwaliannya dengan cara menikahinya tanpa memberi

152 Al-Sarakhsi, al-Mabsiith.....juz 4, him. 212

99



maskawin yang pantas. Lalu Allah melarang tindakan ini, dan memerintahkan
untuk menikahkan dengan laki-laki lain. Hal ini menunjukkan bahwa menikahkan
perempuan yatim diperbolehkan.*>

3. Al-Qur’an surat al-Nur ayat 32
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‘Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang
yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-
hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan
mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha
Mengetahui. ’(QS, al-Nur: 32)

Dalam ayat ini, wali diperintahkan untuk menikahkan al-ayama
(perempuan yang tidak bersuami). Kata al-ayama adalah kata umum yang
mencakup perempuan dewasa maupun perempuan yang masih kecil.

4. Hadis Aisyah
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“Dari Aisyah bahwa Nabi Muhammad SAW menikahinya pada saat dia berusia 6
tahun, dan baru hidup serumah dengannya pada saat dia berusia 9 tahun.” (HR.
al-Bukharf)

Tatkala mengomentari hadis ini, al-Sarakhsiy menulis:
155 | ¢ . .
“Maka dalam hadis ini terdapat dalil yang menunjukkan legalitas pernikahan

anak laki-laki dan perempuan yang masih kecil dengan cara dinikahkan oleh
orang tuanya.”

5. Praktik sahabat

153 Al-Sarakhsiy, al-Mabsiith.....juz 4, him. 214

54 Al-Bukhériy , al-Jdmi’ al-Musnad al-Shahth al-Mukhtashar min Um iir Rasul al-Lah,...juz 5,
him. 1973

S Al-Sarakhsiy, al-Mabsiith.....juz 4, him. 212
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Dalam catatan al-Sarakhsiy, Qudamah ibn Madz’Gn menikahi putri
Zubair pada saat baru lahir, Abdullah ibn Umar menikahkan putrinya dengan
Urwah ibn Zubair, Urwah ibn Zubair menikahkan keponakan perempuan dengan
keponakan laki-lakinya yang masih kecil, putri istri Abdullah ibn Mas’ud yang
masih kecil menikah dengan anak laki-lakinya al-Musayyib, dan lain.**°

Dalil-dalil di atas menunjukkan bahwa wali memiliki hak menikahkan
perempuan yang masih kecil. Akan tetapi menurut Aba Hanifah dan Muhammad
ibn Hasan jika yang menikahkan bukan ayah atau kakeknya maka perempuan itu
memilki hak pilih (khiyar) tatkala sudah dewasa. Hal ini berdasarakan hadis Ibn

Umar berikut:
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“Dari Abdullah ibn Umar bahwasanya Usman ibn Madh’un wafat dan dia
meninggalkan anak perempuan dari istrinya Khuwailah binti Hakim ibn
Umayyah ibn Haritsah ibn al-Awgash. Usman berwasiat kepada saudaranya
yaitu Qudamah ibn Madhin. Abdullah berkata: mereka berdua adalah pamanku.

156 Al-Sarakhsiy, al-Mabsiith.....juz 4, him. 212
57 Abii Abdullah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal al-Syaibani, Musnad Ahmad ibn Hanbal,
(Tnk: Muassasah al-Risalah 2001) juz 10, him. 284
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Lalu aku melamar putri Usman ibn Madh’iin kepada Qudamah ibn Madh un, lalu
dia menikahkan aku dengan dia. Tapi kemudian Mughirah ibn Syu’bah
mendatangi ibunya dan membujuknya dengan harta, lalu dia tertarik kepada
Mughirah, dan anaknya juga condong pada kemauan ibunya. Tapi mereka tetap
menolak sebelum dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Kemudian Qudamah ibn
Madh’in berkata: “wahai Rasulullah, keponakanku ini diwasiatkan kepadaku,
lalu aku nikahkan dengan sepupuna, yaitu Abdullah ibn Umar. Saya tidak
ceroboh dalam kebaikan dan kesepadannya. Tapi dia perempuan yang cendrung
kepada kemauan ibunya.” Rasulullah berkata: “dia adalah perempuan yatim,
tidak boleh dinikahkan tanpa persetujuannya.” Abdullah ibn Umar berkata: “lalu
dia melepaskan diri dari aku setelah aku memilikinya. Lalu mereka
menikahkannya dengan Mughirah ibn Syu’bah.”(HR. Ahmad)

Dalam hadis Ibn Umar ini, Nabi memberi hak khiyar terhadap putri
Utsman setelah dinikahkan oleh Qudédmah yang natabene adalah pamannya. Ini
menunjukkan bahwa jika yang menikahkan perawan yang masih kecil adalah wali
selain ayah dan kakek maka dia memilki hak khiyar setelah dewasa. Namun Aba
Yusuf tidak setuju dengan pendapat ini. Argumen Aba Yusuf dijelaskan oleh Al-

Kasaniy di dalam Baddi’ al-Shandi’ sebagi berikut:
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“Alasan pendapat Abu Yusuf , nikah ini muncul dari seorang wali. Maka, ia harus
mengikat sebagaimana tatkala ia dilakukan oleh ayah atau kakek. Ini karena
kekuasaan untuk menikahkan adalah kekuasaan untuk memikirkan yang terbaik
bagi orang yang berada dalam perwalian seorang wali. Nah, tetapnya perwalian
semacam ini menghalangi adanya hak khiyar (pilin) bagi anak. Karena hak khiyar
ini timbul karena ada kerugian, sedangkan disini tidak ada kerugian sama sekali.
Karena itu, di dalam hal ini tidak ada hak khiyar.

Sedangkan Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa wali yang berhak

menikahkan hanyalah ayah dan orang yang mendapat wasiatnya (washiy al-abb).

158 Al-Kasaniy, Baddi’ al-Shandi’,...juz 5, him. 430
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Mengenai pendapat Malikiyah dapat kita lihat misalnya dalam al-Mudawwanah
dan Syarh Mukhtashar Khalil. Di dalam al-Mudawwanah disebutkan pendapat

Malik sebagai berikut:
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“..Dan tidak seseorang memaksa orang lain untuk melakukan akad nikah
menurut Malik kecuali ayah terhadap anak perempuannya yang masih perawan
dan anak laki-laki yang masih kecil.”

Kemudian menegenai hak washi, al-Kharsyiy menulis di dalam Syarah

Mukhtashar Khalil:
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“Perwasiatan ada lima macam. Pertama adalah orang yang menerima wasiat
yang diperintahkan oleh seorang ayah untuk melakukan ijbar, maka tidak ada
perbedaan pendapat bahwa dia berhak melakukan ijbar, dan dia menempati
posisi ayah pada masa hidup dan matinya.”

Sementara pendapat Hanabilah kita bisa melihat dalam keterangan Ibn

Qudamah. Di dalam al-Mughni dia menulis:
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“Selain ayah tidak berhak memakasa perempuan yang sudah dewasa dan tidak
berhak menikahkan perempuan yang masih kecil, baik dia kakek ataupun yang

lain.”

LS o 13 )

159 Sihniin ibn Sa’id al-Tandhiy atau Malik ibn Anas, al-Mudawanah al-Kubra (Bairut: Dar al-
Kutub “al-llmiyah 1994), juz 2, him. 100

160 Muhammad ibn AbdullahAl-Kharsyiy, Syarah Mukhtashar Khalil, (Bairut: Dar al-fikr, tt), juz
3, him. 177

161 |bn Qudamah, al-Mughni ,...juz, 7, him. 379

162 |bn Qudamah, al-Mugnt,...juz 7 him. 20

103



“Orang yang diwasiati setiap wali menempati posisi wali tersebut. Jika wali
memilki hak ijbar maka dia juga demikian. Dan jika wali tidak memiliki hak ijbar

s

maka dia juga demikian.’

Syéfi’iyah berpendapat bahwa yang berhak menikahkan adalah ayah dan

kakaek. Di dalam al-Umm al-Syéafity menulis:
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“Dan tidak boleh seseorang menikahkan anak perempuan yang belum dewasa
kecuali ayah-ayahnya. Jika mereka tetap menikahkan maka pernikahan
dibatalkan. Tatkala ayah tidak maka kakek bisa mengganti posisinya.”

Pendapat di atas dibangun berdasarkan beberapa dalil berikut:

1. Hadis Aisyah ra.

(2 & quwww;&jté%}f/ 5“”‘(3«0&‘&3‘ e e

164 . .
Sl ol LG ' &a

“Dari Aisyah bahwa Nabi Muhammad SAW menikahinya pada saat dia berusza 6
tahun, dan baru hidup serumah dengannya pada saat dia berusia 9 tahun.” (HR.
al-Bukhariy)

Hadis shahih yang sudah populer ini menunjukkan bahwa seorang ayah
boleh menikahkan putrinya yang masih kecil. Sebab, di dalam hadis ini Abi Bakar
menikahkan Aisyah yang baru berusia 6 tahun dengan Rasulullah SAW.

2. Hadis Ibn Abbas
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163 Al-Syafi’iy, al-Umm,...juz 5, him. 21
164 Al-Bukhériy, al-Jami’ al-Musnad al-Shahth al-Mukhtashar min Um iir Rasul al-Lah,...juz 5,
him. 1973
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“Dari Ibn Abbas bahwa Nabi Muhammad SAW. bersabda: orang yang tidak
punya suami lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya, dan perawan
dimintai izin dalam dirinya dan izinnya adalah diamnya.”(HR. Muslim)

Hadis ini telah dipakai untuk menetapkan hak ijbar terhadap perawan yang
sudah dewasa, namun hadis ini juga bisa dipakai untuk menetapkan hak ijbar
terhadap perawam yang masih kecil. Sebab, tatkala hak ijbar berlaku terhadap
perawan dewasa maka secara otomatis ia juga berlaku bagi perawan yang masih
kecil, karena keduanya sama-sama tidak memilki hak persetujuan yang harus
dipertimbangkan.

3. Riwayat Ikrimah
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“Dari Ikrimah bahwanya Umar ibn al-Khattdh menikahi Ummi Kultsim putri Ali
ibn Abi Thalib pada saat dia masih kecil. Kemudian Umar membawa kepada
sahabat-sahabatnya, lalu mereka mendokan keberkahan baginya. Umar berkata,
“aku menikah bukan karena semangatku, tapi karena aku mendengar Nabi
bersabda: setiap nasab dan sabab akan terputus pada hari kiamat kecuali
sababku dan nasabku. Aku ingin antara aku dan Nami Muhammad SAW. ada
sabab dan nasab. (HR. Abd al-Razzaq)

4. Riwayat al-Atsram

185 Muslim, al-Musnad al-Shahth al-Mukhtashar Binaqli al-‘4d! ‘an al-Adl ila Ras iil al-Lah,...juz
4, him. 141

166 Abi Bakr ibn Abd al-Razzdq ibn Hammah ibn Nafi’, Mushannaf Abd al-Razzag, (Bairut: al-
Maktab al-Islamf 1403), juz 6, him. 163
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“Al-Atsram meriwayatkan bahwa Qudamah ibn Madh 'un menikahi anak gadisnya
al-Zubair tatkala dia baru lahir. Tatkala ditanya dia berkata, anak gadisnya al-
Zubair jika aku mati maka dia jadi ahli warisku dan jika aku hidup maka dia

’

istriku.’

Dalil-dalil di atas memperlihatkan bahwa wali yang menikahkan perawan
yang masih kecil adalah ayah-ayah mereka. Namun Malikiyah dan Hanabilah
menyamakan washy dengan ayah karena dia merupakan wakilnya, wakil memiliki
kewenengan sesuai permintaan orang yang mewakilkan (muwakkil). Sedangkan
Syafi’iyah menyamakan kakek dengan ayah karena tiga alasan yang telah
disebutkan dalam pembahasan hak ijbar terhadap perawan yang sudah dewasa.

Mengenai argumen yang dipakai untuk menolak hak perwalian terhadap
selain ayah antara lain adalah hadis berikut:
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“Dari Abu Hurairah, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: dimintai izin
perempuan yatim terkait pernikahan dirinya. Jika dia diam maka itu pertanda dia
memberi izin. Dan jika dia tidak menolak maka tidak boleh dia dinikahkan secara
paksa.” (HR. AbaDawud)

Perempuan yatim adalah perempuan yang ditinggal mati oleh ayahnya dan
dia masih kecil. Berdasarkan hadis ini perempuan yatim harus dimintai izin prihal

pernikahannya. Karena itu, jika hadis ini digabung dengan hadis-hadis yang

menjelaskan legalitas menikahkan perawan yang masih kecil maka terumuskan

187 |bn Qudamah, al-Mughni,...juz 7, hlm. 379
168 Abu Dawud, Sunan Abf Dawud,...juz 2, him. 1994
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suatu kesimpulan bahwa yang berhak menikahkan perawan yang masih kecil
adalah ayahnya.

Selain pendapat-pendapat di atas, di dalam mazhab empat masih ada
riwayat lain di dalam mazhab Ahmad yang berpendapat bahwa jika anak
perempuan sudah berusia sembilan tahun maka walinya boleh menikahkan asalkan
dengan persetujuannya, dan setelah dewasa anak tersebut tidak memiliki hak
khiyar.®® Pendapat ini oleh al-Mirdawiy di dalam al-Inshaf dinilai sebagi

pendapat yang kuat.'® Al-Mirdawiy menulis:
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“Ketahuilah bahwa riwayat ini merupakan cabang keterangan sebelumnya bahwa
anak usia 9 tahun, apakah dia memilki izin yang dipertimbangkan atau tidak?
Telah dijelaskan sebelumnya bahwa pendapat yang shohih dari mazhah yang
dijelaskan dari Ahmad dan diikuti mayoritas murid-muridnya bahwa ia memiliki
izin yang diakui. Dengan demikian pendapat ini merupakan mazhab Ahmad yang
kuat. Dan memang demikian kenyataannya.”

Pendapat ini didasarkan kepada hadis Aisyah berikut:
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“Dari ‘Aisyah ra. bahwa Nabi bersabda: “jika anak perempuan sudah berusian 9
tahun maka ia telah dihukumi perempuan baligh.”(Ibn Qudamah menyandarkan
hadis ini kepada Ahmad)

159 |hn Quamah, al-Mughni,(Kairo: Maktabah al-Qahirah 1968), juz 7, him. 42

70 Abii al-Hasan Alf ibn Sulaimén al-Mirdawiy, al-Insdf Fi Ma rifah al-Rajih Min al-Khilaf, (Tnk:
Dér Ihya al-Turéts al-Arabi, tt), juz 8, him. 62

1 al-Mirdawiy, al-Insdf Fi Ma rifah al-Rajih Min al-Khilaf,...juz 8, him. 62

72 |pn Qudamah, al-Mughnf,...juz 7, him. 42
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Hadis ini menunjukkan bahwa perempuan yang sudah berusia 9 tahun
dihukumi seperti perempuan dewasa. Karena itu, wali yang bermaksud
menikahkannya harus meminta persetujuannya terlebih dahulu. Hadis ini diperkuat

dengan atsar dari Umar ibn al-Khatthab. Ibn Qudamah berkata dalam al-Mughni:
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“Dan Umar ra. telah melamar Ummu Kultsum putri Abi Bakar setelah
kewafatannya, kepada Aisyah ra. lalu dia menerimanya, padahal pada saat itu
usia Ummi Kultsum kurang 10 tahun. Karena ia lahir setelah kewafatan ayahnya,
dan kekuasaan Umar hanyalah sepuluh tahun. Namun ternyata Ummi Kultsum
menolak. Lalu dia dinikahi oleh Thalhah bin Ubaidillah. Hal ini tidak ada
satupun sahabat yang mengingkari. Dengan demikian, ini menunjukkan

konsesnsus mereka terhadap sahnya menikahkan anak yang yang belum dewasa
dengan perwalian selain ayahnya. Wallasu a 'lam.

6. Hak ijbar terhadap janda yang masih kecil

Selain Syéafi’iyah dan sebagian Hanabilah, para ulama’ dalam mazhap empat
sepakat bahwa wali memiliki hak ijbar terhadap janda yang masih kecil. Mereka
cuma berbeda tentang siapa saja yang memilki hak tersebut. Hanafiyah
berpendapat bahwa semua wali berhak untuk menikahkan perempuan janda yang
masih kecil. Tentang hal ini, al-Sarakhsiy, menulis dalam al-Mabsiith:
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3 |bn Qudamah, al-Mughnf,...juz 7, him. 42
174 Al-Sarakhsiy, al-Mabsiith,...juz 4, him. 218
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“Jika suami perempuan yang masih kecil meninggal setelah terjadi hubungan
suami istri atau perceraian, dan iddahnya sudah selesai maka diperbolehkan bagi
ayahnya untuk menikahkannya menurut mazhab kami.”

Di tempat lain dari kitab ini, dia menulis:

175 ¢ W - ¢

“Dan menurut mazhab kami, sebagaimana boleh bagi seorang ayah menikahkan
janda yang masih kecil maka demikian pula bagi wali selain ayah dan kakek.”

Sementara Malikiyah dan sebagian Hanabilah berpendapat bahwa yang
memilki hak ijbar terhadap janda yang masih kecil hanyalah ayah dan orang yang
menerima wasiat ayah. Mengenai pendapat Malikiyah, Al-Tsa’labiy menulis di
dalam kitab al-Ma anah ‘Ala Mazhab ‘Alim al-Madinah:

1 1L spr ol L)
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“Dan boleh bagi seorang ayah memaksa janda yang masih kecil untuk menikah.”

Untuk pendapat sebagian Hanabilah dijelaskan oleh Ibn Qudamah dalam

al-Mughni sebagai berikut:
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“Bagian yang kedua adalah janda yang masih kecil. Hukum menikahkannya ada
dua pendapat..Pendapat yang kedua mengatakan boleh bagi ayahnya
menikahkannya dan tidak perlu meminta persetujuannya. Pendapat ini dipilih oleh
Abu Bakr dan Abd al- ‘Aziz.”

Pendapat di atas dibangun berdasarkan argumen-argumen yang telah

disebutkan dalam pembahasan hak ijbar terhadap perawan yang masih kecil. Bagi

175 Al-Sarakhsiy, al-Mabsiith,...juz 4, him. 218

®Abti Muhammad Abd al-Wahhab ibn ‘Ali ibn Nashr al-Tsa’labiy, al-Ma’ iinah ‘Ald Mazhab
‘Alim al-Madinah (Mekkah: al-Maktabah al-Tijariyah, tt) juz 1, him. 720

Y7 |bn Qudamah, al-Mughnt,..juz 7, him. 385
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pemilik pendapat ini, illat adanya hak ijbar terhadap anak perempuan yang masik
kecil adalah “keberadaannya sebagai anak yang masih kecil”. Karena itu, tidak ada
perbedaan antara perawan dengan janda, selama mereka sama-sama masih kecil.*"®

Berbeda dengan pendapat di atas Syafi’iyah dan sebagian Hanabilah
berpendapat bahwa semua wali tidak berhak menikahkan janda yang masih kecil.

Mengenai pendapat Syafi’iyah, Al-Mawardiy di dalam al-Hawi al-Kabir menulis:
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“Adapun janda yang masih kecil maka tidak ada satupun dari para walinya, baik
ayah maupun lainnya yang boleh menikahkannya kecuali setelah dewasa dan

telah memberi persetujuan. Jika dia dinikahkan sebelum dewasa dengan
persetujuannya atau tidak maka pernikahan ini dinilai batal.”

Sedangkan pendapat Hanabilah disanpaikan oleh Ibn Qudamah sebagai

berikut:
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“Macam yang kedua adalah janda yang masih kecil. Di dalam menikahkannya
ada dua pendapat. Salah satu pendapat mengatakan bahwa ia tidak boleh

dinikahakan. Ini adalah zahirnya pendapat al-Kharqgi, dan dipilih oleh Ibn
Hamid, Ibn Batthah, al-Qadht. ”

Pendapat ini berdasarkan argumen berikut:*®*

1. Hadis ibn Abbas

78 Al-Sarakhsiy, al-Mabsiith,..juz 4, him. 217, Abi Muhammad Abd al-Wahhéb ibn ‘Ali ibn
Nashr al-Tsa’labiy, Al-Isyrdf ‘Ald Nukati Masdil al-Khil&f (tnk: Dar Ibn Hazm 1999), juz 2, him.
688, Ibn Qudamah, al-Mughn,..juz 7, him. 385

79 Al-Mawardiy, al-Hawi al-Kabir,...juz 9, him. 66

180 |hn Qudamah, al-Mughni,..juz 7, him. 385

181 Al-Mawardiy, al-Hawi al-Kabir,...juz 9, him. 66
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Dari Ibn Abbas ra. bahwa Nabi Muhammad SA Wbersabda. ‘seorang ]anda lebih

berhak terhadap dirinya dibanding walinya. Sedangkan perawan dimintai izin,
dan izinnya adalah diamnya.” (HR. Muslim)

Kata al-tsayyib adalah isim mufrad yang dimakriifatkan dengan J!. Dalam
ushul figih, kata semacam ini termasuk kata umum. Karena itu, janda yang
dimaksud disini mencakup janda yang sudah dewasa maupun janda yang masih
kecil.

2. Hadis Ibn Abbas
A
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Dari Ibn Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda: ‘“Seorang wali tidak memiliki

hak ijbar terhadap seorang janda. Perempuan yatim dimintai persetujuan, dan
diamnya adalah izinnya.” HR. Ab{i Dawud dan al-Nasaiy)

Seperti hadis yang pertama, hadis ini juga menunjukkan bahwa wali tidak
memiliki hak ijbar terhadap seorang janda, baik janda yang sudah dewasa ataupun
yang masih kecil.

7. Hak ijbar terhadap anak laki-laki yang masih kecil

Hampir sama dengan hak ijbar terhadap perawan yang masih kecil, para
ulama’ dalam mazhab empat juga sepakat bahwa seorang ayah berhak menikahkan
anak laki-lakinya yang masih kecil. Kesepakatan ini dibangun berdasarakan

argumen sahabat Abdullah ibn Umar pernah menikahkan anak laki-lakinya yang

182 Muslim, al-Musnad al-Shahth al-Mukhtashar Binaqli al-‘4d! ‘an al-Adl ila Ras iil al-Lah,...juz
4, him. 141
183 Abt Dawiid, Sunan Abi Dawid,(...Dér al-Risalah al-Alamiyah 2009), juz 3 hlm. 439
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msih kecil.’®* Di dalam al-Sunan al-Kubra, Al-Baihagiy meriwayatkan atasr

berikut:
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“Dari Sulaim@n ibn Yasar bahwa Abdullah ibn Umar menikahkan anak laki-
lakinya dengan putri saudaranya, dan anak laki-lakinya pada saat itu masih
kecil.” (HR. Al-Baihaqiy)

Selain argumen ini, al-‘Amraniy juga berargumen bahwa tatkala seorang
ayah memiliki hak untuk membelanjakan harta anak yang masih kecil demi
kemaslahatannya maka mereka berhak menikahkan anak tersebut demi
kemaslahatannya. Karena jika setelah dewasa anak ini butuh untuk menikah maka
kebutuhannya telah tersedai sejak ia masih kecil. Sementara jika dia tidak butuh
untuk menikah maka si istri bisa menjadi penghibur di kala susah dan bisa
membantu kebutuhan-kebutuhannya.*®®

Meski mereka sepakat bahwa seorang ayah berhak menikahkan anak laki-
lakinya yang masih kecil, akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang siapa yang
bisa mengganti posisi ayah tatkala dia sudah wafat. Hanafiyah berpendapat bahwa
semua wali boleh menikahkan anak laki-laki yang masih kecil. Akan tetapi

menurut Ab@i Hanifah dan Muhammad bin Hasan, jika yang menikahkan bukan

ayah atau kakek maka setelah dewasa anak tersebut berhak untuk membatalkan.

184 Al-Syafi’iy, al-Umm,...juz 5, him. 22, Ibn Qudamah dalam al-Mugni,..juz 7, him. 50

185 Ahmad ibn Husain ibn Ali ibn M isd Abi Bakr al-Baihagjiy, al-Sunan al-Kubra, (Bairut: DAar
al-Kutub al-‘Ilmiah 2003) juz 7, him. 231. Menurut Ibn Quddmah dalam al-Mugni,..juz 7, him. 50,
atsar ini juga diriwayatkan oleh al-Atsram dengan sanadnya.

186 al- Amraniy, al-Bayan Fi Mazhab al-lmamal-Sydfi’i,..., juz 9, him. 211
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Sedangkan menurut AbG Yusuf anak tersebut tidak berhak membatalkannya. Di

dalam Badéai’ a/-Shanéi’, al-Kasaniy menulis:
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“Diantara syarat terikatnya akad tersebut adalah wali yang menikahkan anak
kecil, baik laki-laki atau perempuan, adalah ayah atau kakek. Jika yang
menikahkan bukan ayah dan kakek, seperti saudara dan paman, maka si anak itu
memilki hak pilih setelah dewasa. Ini pendapat AbzHanifah dan Abu Yisuf.
Sedangkan menurut AbzYusuf itu bukan syarat, sehingga si anak tidak memilki
hak pilih setelah dewasa.”

Sedangkan Malikiyah dan Hanébilah berpendapat bahwa wali yang
berhak menikhakan anak laki-laki yang masih kecil adalah ayah, washi (orang
yang mendapat wasiat dari ayah), dan hakim. Namun menurut pendapat yang
dinilai shahih, hakim tidak boleh menikahkan kecuali ada hajah. Hajah yang
dimaksud disini menurut sebagian ulama’ Hanabilah terbatas pada kebutuhan
terhadap nikah, sedangkan menurut sebagian Hanabilah yang lain berlaku terhadap

segala kebutuhan, baik nikah, pelayan, dan lain-lain. Tentang hal ini, al-Mirdawiy

di dalam al-Inshaf menulis:
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187 Al-Kasaniy, Baddi’ al-Shandi’,...juz 2, him. 315.
188 <Ala al-Din Abi al-Hasan Alf ibn Sulaiman al-Mirdawiy, al-Inshdf Fi Ma rifah al-Rajih Min
al-Khilaf (Tnk: Dar lhya al-Turats al-Arabi, tt), juz 8, him. 61
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“Jika anak kecil yang normal akalnya dan orang dewasa yang gila secara terus
menerus butuh untuk menikah maka hakim boleh menikahkannya setelah ayah dan
washi menurut pendapat shahih....dan jika mereka tidak butuh nikah maka tidak
boleh bagi hakim menikahkannya menurut pendapat yang shahih dari dua
pendapat Hanabilah.”

Mengenai maksud hajah disini , Al-Mirdawiy menjelaskan sebagai berikut:
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“Yang dimaksud hajah disini adalah kebutuhan secara mutlak, baik kebutuhan
terhadap nikah ataupun yang lain. Dan demikian, banyak dari al-Ashah
memutlakkannya dan Ibn Qudamah menegaskan hal itu di dalam kitab al-Mughni
dan kitab lainnya.”

Demikian pula, Malikiyah juga mensyaratkan bahwa ijbar terhadap anak
kecil juga harus mempertimbangkan kemasalahatan terhadap anak tersebut.
Bahkan jika yang menikahkan anak kecil tersebut adalah washi atauh hakim maka
kemaslahatan itu harus benar-benar jelas, seperti calon istri harus wanita kaya atau

wanita terhormat. Dalam al-Syarh al-Shaghir, al-Dardir menulis:
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“Dan boleh seorang ayah, washi, dan hakim bukan wali-wali yang lain
menikahkan secara ijbar terhadap laki-laki gila dan anak laki-laki yang masih
kecil.”

Kemudian al-Shawiy dalam penjelasannya terhadap kitab di atas

mengatakan sebagi berikut:

189 Al-Mirdawiy, al-Inshdf Fi Ma rifah al-Rajih Min al-Khilaf...juz 8, him. 61
1% Ahmad Ibn Muhammad ibn Ahmad al-Dardir, al-Syarh al-Shaghir (Tnk: Dar al-Ma’arif, tt) juz
2, him. 396
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“Perkataan pensyarah bahwa ijbar tersebut adalah untuk kemaslahatan artinya
tidak boleh karena yang lain. Kemaslahtan tersebut harus tampak jika yang
melakukan ijbar adalah washi atau hakim. Adapun jika yang menikahkan ayah
maka diarahkan kepada tujuan kemaslahatan tersebut. Sebagian ulama’
Malikiyah berkata bahwa batasan harus karena kemaslahatan ini berlaku apabila
maskawinnya memakai harta si anak, jika tidak maka tidak disyaratkan demikian.
Ini sebagaimana ditunjukkan oleh keterangan mereka.

Jika Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa washi dan hakim bisa
mengganti posisi ayah dalam menikahkan anak laki-laki yang masih kecil maka
Syafi’iyah berpendapat yang dapat mengganti posisi ayah hanyalah kakek.
Menurut mereka washi dan hakim tidak berhak menikahkan anak laki-laki dan
perawan yang masih kecil. Di dalam al-Bayan, Al-‘Amraniy menulis:
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“Boleh bagi ayah dan kakek menikahkan anak laki-lakinya yang masih kecil
apabila dia berakal normal.”

Selanjutnya mengenai washi dan hakim al- Al-° Amraniy menulis:
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“Dan tidak boleh bagi washi dan hakim menikahkan anak laki-laki yang masih
kecil sebagaiman tidak boleh bagi mereka menikahkan perawan yang masih
kecil.”

91 Abii al-‘Abbas Ahmad ibn Muhammad Al-Shawi, Bulghah al-Salik Li Aqgrab al-Masalik, (Tnk:
Dér al-Ma’arif, tt) juz 2, hlm. 396

192 Abii al-Hasan Yahya ibn Abf al-Khair ibn Salim al-‘Amréni, al-Bayan Fi Mazhab al-Imamal-
Sydfi’i, (Jeddah: Dar al-Minh4j 2000), juz 9, him. 211

193 al- Amraniy, al-Bayan Fi Mazhab al-Imam al-Sydfii,..., juz 9, him. 211
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Sebelum al-‘Amrany, al-Syafi’iy sendiri dalam al-Umm telah menegaskan

sebagai berikut:
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Boleh bagi orang tua (ayah atau kakek) menikahkan anak laki-lakinya yang masih
kecil, dan tidak ada pilaihan bagi nya setelah dewasa. Ini tidak boleh bagi sultan
dan wali selain ayah dan kakek. Jika mereka menikahkan maka pernikahkan ini
terbatalakan.”

Mengenai alasan Hanafiyah menyamakan semua wali dengan ayah karena
kekerabatan mereka terhadap anak tersebut akan mendorong mereka untuk
menyayangi dan memikirkan kemaslahatan anak tersebut. Namun mengingat kasih
sayang ayah dan kakek pada umumnya lebih tinggi daripada wali-wali yang lain
maka Abl Hanifah dan Muhammad bin Hasan berpendapat bahwa anak tidak
memiliki hak khiyar jika yang menikahkan adalah ayah atau kakek.

Sedangakan alasan Malikiyah dan Hanabilah menyamakan washi dan
hakim dengan ayah karena washi sama dengan posisi wakil ayah tatkala dia masih
hidup, sedangkan hakim merupakan orang yang memiliki otoritas umum terkait
dengan kemaslahatan anak tersebut. Adapun alasan Syafi’iyah menyamakan kakek
dengan ayah adalah karena pada dasarnya kakek juga merupakan ayah yang lebih

tinggi dari anak tersebut, yang sama memilki kasih sayang dan kekuasaan yang

sempurna terhadap anak tersebut.

194 al-* Amraniy, al-Bayan Fi Mazhab al-lmam al-Sydfii,..., juz 9, him. 211
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B. Hak Talak dalam Figih Empat Mazhab

Hak talak adalah hak yang dimiliki seseorang untuk menjatuhkan cerai
kepada pasangannya. Para ulama’ sepakat bahwa hak talak adalah milik suami.'®

Kesepakatan ini dibangun berdasarkan beberapa dalil, antara lain:

1. Firman Allah:
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“Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mercka untuk tiga kali

quru’. (QS al-Bagarah:228)

Kata al-Muthallagat dalam ayat di atas adalah bentuk plural untuk
feminim, yang maknanya adalah perempuan yang tercerai.*® Ini menunjukkan
bahwa istri adalah objek talak, sementara suami adalah subjek talak.

2. Hadis Ibn Abbas:
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“Dari Ibn Abbas, bahwa seorang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad saw.
kemudian dia berkata,” wahai Rasulullah, majikanku menikahkan aku dengan
budak perempuannya, tapi dia mau memisahkan kami berdua.” Ibn Abbas
berkata, “lalu Rasulullah naik keatas Mimbar, kemudian beliau bersabda: ** hai
manusia, apa pikiran salah satu dari kalian yang menikahkan budak laki-laki dan
budak perempuannya tapi kemudiam mau memisahkan mereka? Talak itu hanya
milik orang yang bisa memiliki hak terhadap kelamin perempuan (budhu’).”(HR.
Ibn Mé@jah).

195 Abd al-Majid Mahmud Mathlub, al-Wajiz Fi Ahkam al-Usrah al-Islamiyah,(Kairo: Muassasah
al-Mukhtéar 2004), hlm. 227, AbQ Zahrah, al-Ahwal al-Syakhshiyah,...hIm. 289

W10 |-Thabari, Jami u al-Bayan fi Ta wil al-Qur’an, ...juz 4, him. 499

97 1bn Majah, Sunan Ibn Majah, (...D4r al-Risalah al-Alamiyah 2009), juz 3, hlm. 227

117



Dalam hadis ini dikatakan bahwa hak untuk menjatuhkan talak hanya
dimiliki oleh orang yang berhak terhadap alat kelamin perempuan. Pensyarah
hadis ini menyatakan bahwa orang yang dimaksud dengan orang memiliki hak
terhadap kelamin perempuan itu adalah suami. Dengan demikian orang yang
punya hak untuk menjatuhkan talak adalah suami, bukan orang lain.**®

Meski para ulama’ sepakat bahwa talak merupakan hak suami, akan tetapi
bukan berarti bahwa istri tidak bisa sama sekali untuk mengupayakan perceraian
secara sepihak. Ada beberapa sebab yang membuka peluang bagi istri untuk
mengupayakan perceraian, Yyaitu dengan cara mengugat cerai suami ke
pengadilan. Cukup banyak sebab-sebab yang memperbolehkan seorang istri
melakukan gugat cerai ke pengadilan, dan hakim bisa memutuskan cerai atau
memberikan hak kepada istri untuk menjtuhkan cerai untuk dirinya sendiri.
Sebab-sebab tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Suami melakukan tindakan yang merugikan istri

Allah SWT. memerintahkan agar suami menggauli dan memperlakukan
istri dengan baik, namun dalam kenyataannya tidak semua suami bisa berlaku
demikian. Bahkan seringkali kita mendengar terjadinya kekerasan yang dilakukan
oleh suami, yang menuntut si istri menggugat cerai suaminya, dan hakim benar-
benar memutuskan cerai di antara mereka.

Masalah ini diperselisihkan oleh para ulama’ dalam mazhab empat.
Mazhab Hanafiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa memutuskan

cerai di antara suam-istri karena suami melakukan tindakan yang merugikan istri

1% Muhammad Abd al-Raif Al-Munawiy, Faidh al-Qadir Syarh al-Jami’ al-Shaghir, (Mesir: al-
Maktabh al-Tijariah al-Kubrg, tt), juz, 4, him. 293
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tidak dibenarkan. Hal ini, karena menurut mereka, cara untuk menghilangkan
bahaya itu bisa dilakukan dengan selaian cerai. Misalnya dengan menuntut ke
pengadilan agar memberi sanksi kepada suami supaya dia berhenti melakukan
tindakan-tindakan yang merugikan istrinya.

Dalam al-Figh al-Islami Wadil/latuhi, Wahbah Al-Zuhailiy menulis

berikut:
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“Hanfiyayyah, Syafiiyah, dan Hanabilah tidak memperbolehkan hakim
memisahkan suami-istri karena percekcokan atau karena tindakan merugikan
betapapun besarnya. Karena upaya menolak bahya dari pihak istri bisa dilakukan
dengan selain talak, yaitu melalui cara melaporkan kepada hakim dan putuasan
hakim untuk memberi sanksi kepada suami supaya dia berhenti menyakiti si
istri.”

Berbeda dengan pendapat mayoritas ulama’ ini, Malikiyah berpendapat
bahwa memutuskan cerai di antara suami-istri karena suami berbuat yang

membahayakan istrinya adalah legal. Imam Khalil berkata:
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“Dan bagi istri, boleh untuk mengajukan dan menjatuhkan cerai sebab bahaya
yang jelas meskipun saksi tidak bersaksi keberulang-ulangannya bahaya
tersebuz. ”

Ketika menjelaskan perkataan Imam Kholil ini, Ibn Mawwaq berkata:
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199 \Wahbah al-Zuhailiy, al-Figh al-Isidmi Waadillatuhii,...juz 9, him. 7060
200 Khalil ibn Ishaq ibn Misa, Mukhtashar Khalil,... him. 111
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“Ibn Salamun berkata, “apabila telah nyata bagi berempuan bahwa suaminya
telah memukulnya maka dikatakan, boleh bagi perempuan tersebut untuk
menjatuh cerai untuk dirinya jika itu menjadi persayaratan. Dan dikatakan, dia
tidak boleh untuk menjatuhkan cerai pada dirinya tatkala sampai saksi bersaksi
atas berulang-ulangnya tinadakan berbahaya. Perhatikanlah perkataan Malik
setelah ini, “orang yang menjual istrinya maka ia terrcerai atas dia. Dan
perhatikanlah apabila si perempuan punya persyaratan dalam bahaya itu.
Penulis kitab al-Sulaimaniah berkata, “Apabila seorang suami tidak memutus
untuk sapaan kepada istrinya atau memalingkan wajah dari istrinya di tempat
tidur maka tindakan tersebut merupakan tindakan yang membahayakan istri dan
dia boleh melaksanakan persyaratannya. Al-Mataithi berkata, “Apabila telah
nyata bahwa suami telah berbuat yang membahyakan istri dan dia tidak punya
persyaratan maka dikatakan bahwa boleh bagi dia untuk menjatuhkan talak
terhadap dirinya meskipun saksi tidak bersaksi atas berulangnya tindakan
membahayakan tersebut.”

Dalam keterangan diatas, Malikiyah secara tegas memperbolehkan gugat
cerai tatkala suami melakukan tindakan yang berbahaya bagi istrinya. Hanya saja
mereka berbeda bendapat mengenai keharusan adanya perjanjian dan mengenai
keharusan adanya bukti yang menyatakan bahwa suami melakukannya secara
berulang-berulang. Pendapat yang dipandang benar adalah pendapat yang
menyatkan harus berulang apabila tindakan berbahaya itu tidak parah. Mengenai

hal ini Ali ibn Abd al-Salam al-Tasawwuliy menulis keterangan berikut:
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201 Muhammad ibn Yusuf Abu Abdullah Al-Mawwag, al-Taj wa al-Iklil, (Dar al-Kutub al-‘Ilmiah
1994), juz 5, him 265

120



O o IS e Y b ¢ ade Jom YV oS adl agas Loyl
Al sl Wy 1l aiall Ol e sa t gan JU I e LS Lok

“Ketiga, tindak berbahaya itu harus berulang-ulang apabila ia hanya perbuatan
yang ringan. Apabila berupa pukulan yang sangat membahayakan maka boleh
dia menggugat cerai meskipun tidak berulang-ulang, sebagaimana dalam
keterangan dia awal fashal. Perkataan Khalil bahwa dia boleh menggugat cerai
meskipun tidak ada saksia yang menyatakan berulang-berulang adalah pendapat
yang tidak bisa dijadikan pijakan. Akan tetapi harus berulang-ulang. Karena itu,
sebagian ulama’ mengatakan bahwa perkataan Khalil itu membuang sifat,
sehingga menjadi : dan boleh menggugat cerai dengan bahaha yang jelas artinya
bahaya yang berat.”

Dua pendapat di atas berlaku tatkala istri bisa membuktikan bahwa suami
benar-benar melakukan tindakan yang membahayakan istrinya. Jika tidak
demikian, akan tetapi tetapi timbul percekcokan yang sangat parah di antara
suami-istri maka hakim harus mengirim dua juru hukum dari pihak suami dan
pihak istri untuk mengatasi percekcokan tersebut. Hal ini berdasarkan firman

Allah berikut:
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“Dan jika kalin khawatir terjadi persengketaan antara keduanya m;lka

kirimkanlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan hakam dari keluarga

perempuan. Jika kedua hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya

Allah memberi pertolongan kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha
mengetahui lagi Maha mengenal.” QS, al-Nisa’:35)

Menurut Hanafiyah tugas dua juru hukum tersebut hanyalah berupaya

untuk mendamaikan, karena itu mereka tidak berhak untuk memutuskan cerai di

202 Abii al-Hasan ‘Ali ibn Abd al-Salam al-Tasawwuliy, al-Bahjah Fi Syarh al-Tuhfah, (Bairut:
Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah 1998), juz 1, him. 487
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antara suami-istri tersebut. Sementara menurut Malikiyah, tatkala dua juru hukum
tersebut tidak berhasil mendamaikan dan mereka memandang bahwa yang terbaik
dipisahkan maka dua juru hukum tersebut boleh memutuskan cerai di antara
keduanya.?®

Di dalam mazhab Syafii, al-Mawardiy menjelaskan bahwa hakim
berkewajiban untuk memilih juru hukum dari pihak suami dan juru hukum dari
pihak istri apabila keduanya melaporkan konflik yang terjadi diantara mereka.
Jika tujuannya hanya sekedar untuk mendamaikan maka hakim diperbolehkan
untuk malakukan penugasan dua jurum hukum tersebut meski tanpa laporan
suami-istri, bahkan dua juru hukum itu juga boleh melakukan upaya
mendamaikan itu meski tidak ada perintah dari hakim. Akan tetapi apabila
tujuannya untuk memisahkan jika dipandang lebih baik maka dalam hal ini terjadi
perbedaan pendapat di dalam mazhab Syafii. Pendapat pertama mengatakan
bahwa dua juru hukum tersebut boleh memutuskan cerai asalkan ada izin dari
hakim meskipun tidak ada tawkil (pemberian hak menjatuhkan cerai) dari pihak
suami-istri. Sedangkan pendapat yang kedua mengatakan bahwa dua juru hukum
tersebut tidak boleh memutuskan kecuali ada tawkil dari suami dan istri, dan
hakim tidak boleh memberi izin menjatuhkan cerai kepada dua juru hukum
tersebut. °**

Sama dengan mazhab Syafii, di dalam mazhan Hanabilah Ibn Qudamah
menjelaskan bahwa terdapat dua riwayat dari Ahmad bin Hambal mengenai status

dua juru hukum tersebut. Riwayat pertama mengatkan bahwa juru hukum tersebut

203 \Wahbah al-Zuhaili, al-Figh al-Isldmi Waadillatuhii,...juz 9, him.7061
204 Al-Mawardiy, al-Hawi al-Kabir Fi Figh Mazhab al-lmam al-Syafi 7i,...juz 9, him. 601
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hanyalah merupakan wakil dari pihak suami dan pihak istri. Karena itu, meraka
tidak berhak memutuskan cerai di antara suami-istri kecuali ada izin dari
keduaanya. Sedangkan riwayat yang kedua mengatakan bahwa statu dua juru
hukum tersebut adalah seperti hakim. Karena itu, mereka memiliki hak untuk
mendamaikan atau memisahkan dengan khulu’ atau tidak tanpa harus ada tawkil

dan kerelaan dari pihak suami dan istri.®®

2. Suami memiliki cacat

Tatkala pernikahan sudah terlaksana dengan memenuhi segala rukun dan
syaratnya, tapi kemudian diketahui bahwa suami memiliki cacat, maka dalam hal
ini pihak istri berhak untuk mengajukan perceraian ke pengadilan, dan hakim bisa
memutuskan perceraian diantara mereka. Perceraian ini termasuk perceraian bain.
Artinya, setelah hakim memutuskan cerai, pihak suami tidak bisa kembali kepada
istri kecuali dengan akad baru. Hal ini telah disepakati oleh para ulama’ dalam
mazhab empat. Akan tetapi mereka berbeda pendapat mengenai status perceraain
ini apakah disebut thalagq atau fasakh. Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat
perceraian ini termasuk thalaq, karena sebab terjadinya perceraian ini muncul dari
suami. Dengan demikian, perceraian ini dapat mengurangi jumlah hak talak yang
dimiliki suami. Berbeda dengan pendapat ini, Syéafiiyah dan Hanabilah
berpendapat bahwa perceraian ini termasuk faskh, karena ia muncul dari pihak

istri.

2% |bn Qudamah, al-Mughnt...juz 8, him. 167
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Para ulama’ dalam mazhab empat juga berbeda pendapat mengenai apa
saja cacat yang bisa menyebabkan seorang istri bisa mengajukan cerai. Dalam

Badai’ al-Shandi’, Al-Kasaniy menulis pedapat Hanafiyah sebagai berikut:
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“Adapun sepinya suami dari cacat yang lima ini, yaitu terputusnya alat kelamin,
disfungsi ireksi/tidak mampu melakukan jima’,..... banci, dan terkebiri, apakah ia

merupakan syarat tetapnya akad nikah? 4bz Hanifah dan AbiYusuf berkata, “ia
bukan syarat dan tidak bisa dijadikan alasan untuk merusak akad nikah.”

Sedangkan mengenai pendapat Malikiyah, Abd al-Wahhab al-Tsa’labiy

menulis:
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“Cacat yang khusus kepada suami adalah cacat-cacat yang membuat dia tidak
mampu melakukan hubungan suami istri, yait empat cacat: terputusnya alat
kelamin, terkebiri, disfungsi ireksi, dan tidak mampu melakukan jima’ karena
faktor ekternal....Adapun cacat yang bisa dimiliki suami dan istri adalah gila,
kusta dan lepra.”

Al-Shawiy menambahkan satu cacat yang bisa dimiliki suami dan istri,
yaitu selalu keluar air besar saat bersenggama. Di dalam Bulghah al-Salik, dia
menulis:
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208 Al-Kasaniy, Baddi’ al-Shandi’,...juz 5, him. 465
207 Abi Muhammad Abd al-Wahhéb ibn Alf ibn Nashr al-Tsa’labiy al-Baghdadiy al-Malikiy, al-
Talgin Fi al-Figh al-Malikiy, (Bairut: Dar al-Kutub al-‘Timiah 2004), juz 1, him. 117
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Kemudian mengenai pendapat Syafi’iyah, Al-°Amraniy menulis:
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“Adapun tiga cacat yang sama-sama dimiliki oleh suami dan isrti adalah gila,
kusta, lepra(al-Barash). Sedangkan yang hanya khusus suami adalah terpotong
kelamin dan disfungsi ireksi/tidak mampu melakukan jima’.”

Sedangkan mengenai pendapat Hanabilah, Al-Karmiy menulis di dalam

Dalil al-Thalib:
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Macam-macam cacat yang menetapkan khiyah ada tiga. Satu macam khusus laki-
laki, yaitu putusnya alat kelamin dan terkebiri atau......maka istri boleh
melakukan faskh seketika. Jika dia Cuma lemah zakar dengan pengakuannya atau
istri mendatangkan saksi atau diminta bersumpah tidak mau serta tidak mengaku
melakukan jima’ maka ditunggu setahun setelah dilaporkan ke hakim. Jika sudah
tahu dan belum juga melakukan jima’ maka siistri punya hak faskh. Dan satu
macam mencakup suami dan istri, yaitu gila meski kadang-kadang, kusta, lepra,
bau apek pada mulut, penyakit bawasir, penyakit di zubur yang mengalirkan
nanah, dan penyakit selalu keluar kencing dan tai.

Keterangan di atas memperlihatkan bahwa Abl Hanifah dan Abd Yasuf
membatasi cacat suami kepada cacat-cacat yang membuat suami tidak bisa

melakukan hubungan suami istri (al- ‘uyub al-tanésuliyah), sedangkan Malikiyah

2% Abii al-*Abbas Ahmad ibn Muhammad al-Khalwatiy al-Shawiy, Bulghah al-Salik Li Aqrab al-
Masalik, (tnk: Dar al-Ma’arif, tt), juz 2, hlm. 468

299 al-* Amrani, al-Bayan Fi Mazhab al-lmamal-Syafi iy,...,juz 9, him. 290

2 Mar’i ibn Yasuf ibn Abi Bakr ibn Ahmad al-Karmiy, Dalil al-Thalib Linail al-Mathalib,
(Riyad: Dar Thaibah 2004), him. 241
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tidak betah disamping suami (al-‘uyub al-munaffirah). Hanabilah lebih
memperluas lagi kepada penyakit yang sulit untuk sembuh yang dapat
mengganggu kesempurnaan jima’(al- ‘uyib al-musta’shiyah,).

Pendapat Abd Hanifah dan Absi Yusuf di atas dibangun berdasarkan
argumen bahwa hak perempuan untuk merusak akad nikah sebab adanya lima
cacat tersebut adalah untuk menolak bahaya hilangnya hak perempuan untuk
disetubuhi oleh suaminya, sementara hak ini tidak bisa hilang sebab cacat-cacat
lain. Karena itu, selain lima cacat tersebut tidak memberi hak kepada perempuan
untuk merusak akad nikah.?*

Sementara itu, mazhab-mazhab yang lain memandang bahwa tujuan nikah
tidak hanya untuk jima’, akan tetapi juga untuk mewujudkan ketentraman dan
terjalinnya kasih sayang. Karena itu, mereka berpendapat bahwa cacat-cacat lain
yang menyebabkan istri tidak betah bersama suami, dan cacat yang bisa
meyebabkan penyakit menolar juga bisa menjadi penyebab istri memiliki hak
untuk melakukan gugat cerai.?*?

3. Suami tidak memberi nafkah

Suami tidak memberi nafkah kepada istrinya adakalanya karena suami
tidak mampu, adakalanya karena suami tidak mau, dan adakalanya karena suami
bepergian lama.

a. Suami tidak mampu

21 Al-Kasaniy, Baddi’ al-Shandi’,....juz 2, him. 327
212 Al-Mawardiy, al-Hawi al-Kabir Fi al-Figh al-Sydfi iy...juz 9, him. 342
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Menurut Hanafiyah tatkala suami tidak mampu memberi nafkah, istri tidak
berhak mengajukan cerai. Akan tetapi, istri disuruh berhutang atas nama suami,
Mengenai pendapat Hanafiah ini al-Zaild’iy menulis sebagai berikut:
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“Dan tidak boleh suami dipisahkan karena tidak mampu memberi nafkah, akan
tetapi istri disuruh berhutang atas nama suami.’

Mereka beragumen dengan firman Allah berikut ini:
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‘Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukamn, maka berilah tangguh
Sampal dia berkelapangan ”(Qs, al- Baqarah 280)
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“Hendaklah orang yang mampu memberl nafkah menurut kemampuannya. Dan
orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang
diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang
melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan
memberikan kelapangan sesudah kesempitan. ” (QS, al-Thalaq: 7)

Menurut mereka ayat ini menunjukkan bahwa suami yang tidak mampu
tidak dituntuk untuk membei nafkah. Karena itu, dia tidak boleh dipisahkan dari
istrinya karena sesuatu yang bukan kewajibannya. Selain itu, upaya memisahkan
suami tersebut sama halnya dengan merusak haknya, sementara menyuruh istri
berhutang atas nama suami hanyalah mengakhirkan hak. Maka, dipilihlah yang
terakhir ini, karena dipandang lebih ringan daripada pembatalan hak.

Berbeda dengan pendapat di atas, Malikiyah, Syafiiyah, dan Hanébilah

berpendapat bahwa istri memiliki hak untuk menggugat cerai suami tatkala dia

tidak mampu memberi nafkah. Akan tetapi Malikiyah menetapkan 3 syarat, yaitu:

23 Fakhr al-Din al-Zaila’iy, Tabyin al-Haqaiq Syarah Kanz al-Dagaiq, (Kairo: al-Matha’ah al-
Kubra al-Amiriyah 1313), juz 3, him. 54
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a)suami tidak mampu memberi nafkah yang sekarang dan yang akan datang bukan
nafkah yangb telah berlalu; b) si istri tidak mengetahui tidak mengetahui kefakiran
suami ketika akad; dan c) suami mengaku tidak mampu memberi nafkah, namun
belum dipastikan ketidakmampuannya. Dalam kondisi ini menurut pendapat yang
muktamad, hakim bisa memutuskan cerai seketika. Sedangkan apabila suami
dapat dipastikan kefakirannya maka hakim menetapkan waktu sesuai ijtihadnya,
karena mungkin saja dalam waktu itu suami bisa mampu memberi nafkah. Jika
ternyata waktu yang ditetapkan hakim sudah habis maka hakim bis memutuskan
cerai. Namun jika ternyata ditengah-tengah itu, suami mengalami sakit maka
hakim menambahkan waktu.

Mengenai pendapat Malikiyah, al-Kharsyiy menulis sebagai berikut:
ool 09 Law dyp b alazldl o 55U dia e pgll e 13
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“Jika suami tidak mampu memberi nafkah yang sekarang dan yang akan datang
bagi suami yang hendak bepergian, bukan nafkah yang telah lalu. Dan pakaian
juga dengan nafkah. Jika suami dalam kondisi demikian maka istri bisa memilih
antara tetap bersama suami dan bisa memilih melakukan fask#. ”

Di dalam al-Figh ‘Ald al-Mazahib al-Arba’ah Abd al-Rahman al-Jaziriy

menulis keterangan berikut:
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24 Al-Kharsyiy, Syarah Mukhtashar Khalil,...Juz 4, him. 195
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“Malikiyah berpendapat bahwa tatkala suami tidak memberi nafkah kepada
istriya maka dia boleh menggugat cerai, dan hakim boleh memutuskan talak raj’i
dengan tiga syarat, yaitu; a) suami tidak mampu memberi nafkah yang sekarang
dan yang akan datang. Adapun apabila tidak memberi nafkah yang telah lalu
maka istri tidak berhak untuk menggugat cerai, karena itu sudah menjadi hutang
suami; b) si istri tidak mengetahui kefakiran suami ketika akad; dan c) suami
mengaku tidak mampu memberi nafkah, namun belum dipastikan
ketidakmampuannya. Dalam kondisi ini menurut pendapat yang muktamad, hakim
bisa memutuskan cerai seketika. Sedangkan apabila suami dapat dipastikan
kefakirannya maka hakim menetapkan waktu sesuai ijtihadnya, karena mungkin
saja dalam waktu itu suami bisa mampu memberi nafkah. Jika ternyata waktu
yang ditetapkan hakim sudah habis maka hakim bis memutuskan cerai. Namun
jika ternyata ditengah-tengah itu, suami mengalami sakit maka hakim
menambahkan waktu. ”

Mengenai pendapat Syafi’iyah, al-Mahalliy dalam syarhnya terhadap al-

Minh@j karya al-Nawawi menulis sebagai berikut:
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“Tatkala suami tidak mampu memberi nafkah, seperti hartanya rusak atau
diambil orang, maka jika istri bersabar, yaitu dengan menafkahi dari hartanya
sendiri atau dengan cara berhutang maka nafkah tersebut menjadi hutang bagi
suami. Dan jika tidak bisa bersabar maka dia boleh melakukan gugat cerai
meenurut penpadat al-Adhar. ”

Sedangkan pendapat Hanabilah, ibn Qudamah menulis sebagai berikut:

215 Abd al-Rahmaén al-Jaziriy , al-Figh ‘Ald al-Mazahib al-Arba ah,...juz 4, him. 509
218 Jalal al-Din al-Mahalliy, Syarh al-Mahlliy ‘dla al-Minhaj dicetak bersama Hasyiyah al-
Qalyibiy wa ‘Amirah (Bairut: Dar al-fikr 1995), juz 4, him. 82
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“Jika suami tidak mampu memberi keseluruhan nafkah lstrlnya atau sebagiannya,
atau pakaiannya, maka istri boleh memilih melakukan gugat cerai atau tetap
bersama suami, dan nafkah itu menjadi hutang suaminya.”

Pendapat ini dibangun berdasrkan argumen hadis yang diriwayatkan dari
Abl Hurairah bahwa Nabi memutuskan cerai pada suami yang tidak mampu

memberi nafkah kepada istrinya.?’® Kemudian arguemn ini diperkuat dengan

keterangan yang yang disebutkan al-Baihaqiy sebagai berikut:
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“Dari Ab1 al-Zinad bahwa aku pernah bertanya kepada Said ibn al-Musayyib
tentang seorang suami yang tidak mampu memberi nafkah isrtinya. Dia
menjawab: Dipisahkan dinatara keduanya. 4bu al-Zinad berkata, apakah ini
sunnah? Said menjawab: ini sunnah. Al-Syafi’i berkata: yang paling dekat
perkataan Said, “ini sunnah” adalah sunnah dari Rasulullah SAW.”

Disamping argumen ini, mereka memandang bahwa tidak terpenuhinya
nafkah lebih berbahaya bagi istri dibanding ketidak mampuan suami untuk
melakukan hubungan seksual. Karena itu, jika dalam hal yang terakhir ini isrti
memiliki hak untuk melakukan gugat cerai maka tentu saja dalam kondisi ia tidak

bisa mendapat nafkah juga mesti diberi hak yang sama.

2. Suami tidak mau memberi nafkah

2" Muwaffaq al-Din Ibn Qudamah, al-Mugni’ dicetak bersama Syarh al-Mubdi’ (Bairut: Dar al-
Kutub ‘al-‘Ilmiah 1997), juz 7, him. 159

218 Al- Amraniy, al-Bayan Fi Mazhab al-lmam al-Sydfi iy,...juz 11, him. 221

29 Abd Bakr al-Baihagiy, Sunan al-Baihagiy, (Bairut: Dar al-Kutub al-“ilmiah 2003), juz 7, him.
73
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Para ulama’ sepakat bahwa tatkala suami memiliki kecukupan harta, hanya
saja dia tidak mau memberi nafkah kepada istrinya, istri boleh untuk mengambil
harta suami secukupnya. Namun mereka berbeda pendapat mengenai apakah istri
memiliki hak melakukan gugat cerai atau tidak. Mayoritas ulama’ mengatatakan
istri tidak memilki hak gugat cerai. Karena istri bisa mendapatkan nafkah tanpa
sepengetahuannya, atau hakim bisa menahan suami dan mengambil nafkah
istrinya secara paksa.**

Sementara Malikiyah berpendapat bahwa jika suami memiliki harta yang
jelas maka harta itu boleh diambil secara paksa untuk diberikan kepada istrinya,
dan jika tidak demikian maka menurut satu pendapat bisa diputuskan cerai,
sedang menurut pendapat yang lain harus ditahan terlebih dahulu, lalu diberi
pilihan antara memberi nafkah atau menceraikan istrinya. Jika tidak mau
melakukan keduanya maka hakim berhak memutuskan cerai. Terkait hal ini, al-

Kharsyiy menulis keterangan berikut:
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“Adapun orang yang tidak bisa dipastikan ketidakmampuannnya, sementara dia
mengaku kaya namun tidak mau memberi nafkah dan tidak mau menjatuhkan
talak, serta tidak memiliki harta yang tampak maka menurut satu pendapat bisa
diputuskan cerai segera, sedangkan menurut pendapat yang lain harus dipenjara
sampai dia mau memberi nafkah. Dua pendapat ini diceritakan oleh Ibn ‘Arfah.

20 Al-‘Amréniy, al-Bayan Fi Mazhab al-lmam  al-Sydfi 7y, ..juz 11, him. 221, Ali Ahmad al-
Qulaishiy, Ahk&m al-Usrah Fi al-syariah al-1slamiyah,..juz 2, him. 119
221 Al-Kharsyiy, Syarah Mukhtashar al-Kharsyiy,...juz 4, him. 197
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Jika ditahan, namu tetap tidak mau melakukan maka segera diputuskan talak,
sebagaimana juga diputuskan demikian tatkala dia tidak memberi jawabab
apapun tatkla dilaporkan kepada hakim. Adanpun apabila dia punya harta yang
tampak maka nafkah istrinya bisa diambilkan dari harta itu secara paksa,
sebagaimana didapatkan dari keterangan Ibn al-Hatthas. ”

3. Suami bepergian lama

Tatkala suami pergi lama, sehingga istri tidak mendapatkan nafkah maka
para ulama’ dalam mazhab empat berbeda pendapat mengenai hukum
memutuskan cerai diantara keduanya. Hanafiyah berpendapat hakim tidak berhak
untuk memisahkan mereka. Di dalam al-Khaskafiy menulis keterangan berikut:
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“Dan tidak boleh dipisah antara suami dan istri sebab si suami tidak mampu
memberi nafkah dengan macamnya yang tiga, dan tidak boleh pula sebab suami
tidak memenuhi hak nafkah istri jika dia sedang tidak di daerahnya, meskipun dia
orang yang mampu. "’

Di internal mazhab Syafii terjadi perbedaan pendapat dan perician hukum.
Jika suami pergi dalam keadaan kaya maka menurut pendapat yang Ashah istri
tidak punya hak untuk menggugat cerai, akan tetapi hakim bisa meminta hakim
daerah suaminya agar menuntut suami untuk melaksanakan tanggung jawabnya.
Jika tidak diketahui dia kaya atau tidak maka istri juga tidak punya hak melakukan
gugat cerai. Baru jika sudah dipastikan suami tidak mampu, istri berhak

melakukan gugat cerai menurut penadapat Ashah. Tentang hal ini, di dalam

Raudhah al-Thalibin al-Nawawi menulis :

2Muhammad ibn ‘Ali ‘Al4’ al-Din al-Khaskafiy, al-Durr al-Mukhtar Syarah Tanwir al-Abshar,
(Bairut: Dér al-Kutub al-1Imiah 2002), him. 260
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“Atau suami pergi, dan dia berstatus sebagai orang yang mampu. Akan tetapi dia
tidak memenuhi hak istrinya. Dalam hal ini terdapat dua pendapat dilakangan
santri al-Sydfi uy. Pendapat Al-Ashah tidak ada hak faskh, akan tetapi hakim
harus mengirim surat atau utusan kepada hakim daerah suami tinggal untuk
meminta agak suami memenuhi hak isrinya. Menurut pendapat yang lain, istri
memiliki hak faskh jika tidak bisa menghasilkan nafkah. Ini adalah pendapat yang
dipilih oleh al-Qadhi al-Thabari dan dicondongi oleh Ibn al-Shabbagh. Al-
Rauyani dan keponakannya menyatakan bahwa kemaslahatan menuntut untuk
berfatwa dengan pendapat ini. Jika kita tidak memperbolehkan faskh, sementara
suami pergi dalam keadaan kaya, tapi kemudia tidak diketahui dia kaya atau
miskin maka hukumnya juga demikian karena penyebab faskh tidak nyata. Dan
jika tenyata suami dinyatakan miskin dihadapan hakim daerahnya maka apakah
boleh istri melakukan faskh atau ia baru boleh melakukan faskh setelah hakim
memintanya hadir namun ia tetap tidak hadir dan tidak mengirimkan nafkah?
Pendapat al-Ashah adalah yang pertama. Bahkan al-Mutawalliy memastikan
pendapat ini.”

Wahbah Al-Zuhailiy menyatakan, Hanafiyah dan pendapat Ashah dalam
mazhab Syafi’iyah berpendapat demikian karena tidak ditemukan dalil syari’ yang
menetapkan hak tersebut kepada istri. Sementara faktor tidak mampu yang
menurut Syafi’iyah merupakan salah satu penyebab istri boleh melakukan gugat

cerai juga tidak nyata.??*

223 Abii Zakariya Muhy al-Din Yahya ibn Syaraf al-Nawawiy, Raudhah al-Thdlibin Wa 'umdah al-
Muftin, (Bairut: al-Maktabah al-Islamiy,1991), juz 9, him. 72
224 \Wahbah al-Zuhailiy, al-Figh al-1slamiy Waadillatuhi,...juz 9, him. 7066
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Berbeda dengan dengan pandangan di atas, Malikiyah berpendapat bahwa
istri berhak menggugat cerai suaminya jika dia pergi lama, sehingga istri
dirugikan dengan kepergian suami tersebut. Al-Hatthab di Mawahib al-Jalil

menulis keterangan berikut:
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“Ketahuilah bahawa suami yang pergi meninggalkan istrinya terbagi menjadi
lima macam. Pertama, suami pergi tanpa menyediakan nafkah dan tanpa
meninggalkan harta dan isrti tidak memberi perjanjian. Dalam kondisi ini, istri
bisa mengusahakan perceraian dengan membuktikan dihadapan sultan bahwa
suami tidak memberi nafakah. Kedua, suami pergi tanpa meningglakan nafkah,
tapi istri memberi perjanjian maka dia boleh memilih untuk menggugat cerai
karena tidak dinafkahi atau karena perjanjian tersebut. Dan yang terakhir ini
lebih muda bagi dia karena tidak ada ketentuan masa. Ketiga, suami pergi
dengan meninggalkan harta, namun istri meminta perjanjian maka istri hanya
boleh menggugat sesuai isi perjanjiannya. Dalam tiga keadaan ini tidak
dibedakan antara suami diketahui tempatnya atau tidak. Keempat, suami pergi
dengan meninggalkan nafkah dan istri juga tidak memuat perjanjian, sementara
si suami diketahui tempat. Dalam kondisi ini hakim bisa memberi pilihan kepada
suami; pulang, membawa isrtinya, atau menceraikannya. Jika dia tidak
melakukan semuanya maka hakim berhak menjatuhkan cerai antara dia dan

2Muhammad ibn Muhammad ibn Abd al-Rahméan Al-Hatthab, Mawahib al-Jalil Fi Syarh
Mukhtashar Khalil, (Damsasykus: Dér al-Fikr 1992) juz 5, him. 496
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isrtrinya. Kelima, suami tidak diketahui tempatnya. Dalam kondisi ini berlaku
hukum suami yang hilang (al-mafkud).

Menurut 1bn Jizziy, dalam kasus suami yang pergi dan tidak mampu
memberi nafkah, hakim menetapkan waktu dua bulan setelah istri mendatangkan
saksi-saksi. Jika dalam waktu dua bulan suami tidak datang maka istri harus
bersumpah sesuai isi persaksian para saksi dan dia bisa menjatuhkan talak raj’i
terhadap dirinya.??®

Wahbah Al-Zuhailiy menjelaskan bahwa Malikiyah tidak membedakan
antara suami pergi karna alasan yang jelas atau tidak. Hanya saja mereka
menetapkan batasan masa lama pergi suami adalah satu tahun menurut pendapat
yang muktamad, dan tiga tahun menurut pendapat yang lain. Jika suami tidak
diketahui tempatnya maka hakim bisa memutuskan cerai seketika setelah
mendapat gugatan dari istri. Dan jika suami diketahui tempatnya maka hakim
harus mengirim surat kepada suami untuk member pilihan antara menemui istri,
menjatuhkan talak, atau mengirim nafkah.**’

Rincian yang disebutkan Wahbah Al-Zuhailiy ini berkaitan dengan suami
yang pergi, sehingga kebutuhan seksual istrinya tidak terpenuhi, bukan berkaitan
dengan suami yang pergi serta dipastikan tidak mampu memberi nafkah lahir.
Karena itu, penulis tidak sepakat ketika dia menyebutkan “mengirim nafkah”
sebagai salah satu pilihan yang harus dilakukan suami jika dia tidak mau gugat
cerai istrinya bisa diterima oleh hakim. Hal ini terbukti dalam al-Syarh al-Kabir,

al-Dardir menerangkan sebagai berikut:

225 |hn Jizzi, al-Qawanin al-Fighiyyah...him. 144

227 \Wahbah al-Zuhailiy, al-Figh al-Isidmi Wa Adillatuhi,... juz 9, him.7067
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“Akan tetapi lama kepergiann suami itu harus mencapai satu tahun atau lebih,
dan harus terlebih dahulu berkirim surat untuk memberi pilihan, yaitu: suami
pulang, istri didatangkan ke tempat suami, atau menjatuhkan cerai. Jika tidak
mau maka diberi waktu sesui ijtiha hakim, kemudia menjatuhkan talak. Tidak
boleh hakim menjatuhkan talak tanpa terlebih dahulu mengirimkan surat jika
diketahui tempatnya dan memungkinkan. Dan disyaratkan pula istri harus merasa
khawatir jatuh ke dalam perzinaan, dan hal ini dapat diketahui dari dia sendiri.
Tidak cukup jika hanya sebatas istrim punya keinginan untuk melakukan jima’.”

Kemudian dalam Hasyiyahnya, al-Dasukiy menjabarkan sebagai berikut:
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“Bahwasanya tidak boleh diputuskan cerai atas orang yang meninggalkan jima’
karena kepergiannya kecuali apabila kepeergiannya lama, seperti satu tahun atau
lebih menurut Abii al-Hasan. Ini merupakan pendapat yang muktamad. Al-
Gharyani dan Ibn ‘Arafah berkata: dua tahun atau tiga tahun tidak termasuk
lama, karena itu harus iebih dari masa ini, dan harus ada kekhatiran si istri jatuh
dalam perzinaan, yang mana ini diketahui dari dia sendiri, dan pengakuannya
bisa dibenarkan jika masa kepergian suami terhtung lama. Adapun jika hanya
sebatas istri punya keinginan jima’ maka ia belum cukum uuntuk menetapkan hak
cerai. Dan ditambahkan terhadap dua syarat ini syarat yang ketiga yaitu harus
mengirim surat kepada suami jika diketahui tempatnya dan mungkin sampai. Jika

228 Ahmad ibn Muhammad al-Dardir, al-Syarh al-Kabir, (Tnk: Dar al-Fikr, tt), juz 2, him. 431
229 Muhammad ibn ‘Arafah al- al-Dasukiy, Hasyiyah al-Dasukiy ‘4/a al-Syarh al-Kabir, (Tnk: Dar
al-Fikr, tt), juz 2, him. 431
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tidak, maka syarat ini tidak berlaku. Perincian ini jika nafkah istri terus menerus
dipenuhi, jika tidak maka hakim bisa memutuskan cerai seketika karena tidak ada
nafkah.

Uraian al-Dardir dan al-Dasukiy di atas memperlihatkan bahwa menurut
Malikiyah dalam kasus suami tidak memberi nafkah hakim bisa menjatuhkan
cerai karena tidak ada nafkah tanpa harus memenuhi beberapa persyaratan di atas.
Sementara dalam kasus suami yang pergi, akan tetapi tetap bisa memenuhi nafkah
istri yang ditinggalkannya maka ada perincian hukum seperti di atas.

Sedangkan Hanabilah berpendapat bahwa hakim bisa memutuskan cerai

antara suami istri jika suami pergi tanpa alasan selama enam bulan. Di dalam al-

Mughni, Ibn Qudamah menulis keterangan berikut:
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“Apabila suami pergi meninggalkan istrinya karena alasan dan kebutuhan maka
gugurlah hak istri untuk digilir dan dijima’, meskpun lama. Jika tidak ada alasan
yang menghalanginya untuk pulang maka Ahmad menetapkan waktu enam bulan.
Karena pernah ditanyakan keada dia, berapa lama suami bergi meninggalkan

istrinya? Dia menjawab: enam bulan. Hakim harus mengiriminya surat agar
pulang jika tidak mau maka dia boleh memisahkan antara dia dan istrinya.”

Wahabah al-Zuhailiy menjelaskan bahwa dua pendapat di atas dibangun
berdasarkan alasan istri dirugikan dengan kepergian suami yang lama, sementara
bahaya harus ditolak semaksimal mungkin. Di samping alasam ini, Umar pernah
mengirim surat kepada para suami yang pergi meninggalkan istrinya. Dalam surat

tersebut Umar memberi pilihan kepada mereka untuk memberi nafkah atau

%0 |pn Qudamah, al-Mughni,...juz 8, him. 143

137



menjatuhkan talak. 2! Kemudian dalam buku al-Mdusii’ah al-Fighiyyah al-
Kuawaitiyah dijelaskan bahwa menurut Malikiyah dan Hanabilah seorang istri
memiliki hak untuk dijima’. Karena itu, istri berhak untuk menggugat cerai tatkala

dia ditinggal terlalu lama oleh suaminya.?*

21 \Wahbah al-Zuhailiy, al-Figh al-Isldmi Waadillatuh i,...juz 9, him. 7066
2 Majmu’ah al-Bahitsin, al-Mausu ah al-Fighiyyah al-Kuwaitiah,...juz 28, him. 26
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BAB V
POLEMIK HAK IJBAR DAN HAK TALAK DALAM TINJAUAN
NALAR IJTIHAD ABDULLAH BIN BAYYAH

A. Polemik Hak ijbar dalam Tinjauan Nalar ljtihad Abdullah bin Bayyah
Pada hakikaktnya perwalian disyariatkan sebagai wujud perhatian syariat
Islam terhadap pernikahan yang dalam Islam dinilai sangat sakral. Karena itu,
terlebih dahulu penulis akan menampilkan magashid penikahan yang nantinya
bisa menjadi pijakan dalam penarikan kesimpulan mengenai polemik hak ijbar.
Secara umum, dapat dikatakan bahwa Syariat Islam bertujuan untuk mewujudkan
kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Karena itu, sesuatu Yyang
membahayakan, baik dalam kaitannnya dengan pernikahan maupun dengan
persoalan lain, ditolak dalam syariat Islam. Sedangkan secara khusus, Islam
mensyariatkan pernikahan dengan tujuan-tujuan berikut:
1. Pernikahan disyariatkan untuk mewujudkan keturunan yang akan
memperbanyak jumlah umat Islam. Hal ini dipahami dari sabda Nabi berikut:

233 . RIS TR Fa
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“Dari Sa’id ibn Abi Hilal bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda:
memikahlah kalian supaya kalian akan menjadi banyak. Karena aku akan
berbangga (dengan jumlah) kalin pada hari kiamat.” (HR. Abd al-Razzaq)

2. Pernikahan disyariatkan untuk terwujudnya ketentraman dan terjalinnya kasih

sayang antara suami-istri. Tujuan ini dipamahami dari firman Allah:

23 Abd al-Razzaq, al-Mushannaf,..juz 6, him. 173
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Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu
isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram
kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi
kaum yang berfikir. (QS, al-Rum: 21)

. Pernikahan disyariatkan untuk melindungi kesucian umat Muslim. Hal ini

diambil dari hadis berikut:
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Dari Abd al-Rahman ibn Yazid, d|a berkata: aku bersama Algamah dan al-
Aswad menemui Abdullah. Lalu Abdullah berkata: kami bersama Rasulullah
SAW sebagai pemuda yang tidak meiliki sesuatu. Lalu beliau bersabda pada
kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu
berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan
dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu, hendaknya berpuasa,
sebab ia dapat mengendalikanmu.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Bagi Bin Bayyah, tujuan-tujuan Syariat seperti di atas mesti dihadirkan

dalam proses pemilihan dan pengunggulan salah satu pendapat-pendapat ulama’

masa lampau. Seorang ahli figih tidak boleh hanya menengok kepada dalil

partikular, sembari melupakan nilai-nilai universainya. Karena dalil partikular itu

pada dasarnya didatangkan untuk mewujudkan nilai-nilai universal tersebut. Satu

pendapat yang dinilai lemah dipandang dari sisi dalil teks bisa menjadi unggul

dilihat dari sisi dalil magashid. Pengunggulan pendapat lemah dengan magashid

234 Al-Bukhariy, al-Jami’ al-Shahih,...juz 5, him. 1950
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ini dipengaruhi oleh perubahan dan perbedaan realitas masyarakat. Pendapat yang
dinilai kuat di masa lampau terkadang tidak cocok untuk diterapkan dalam realitas
masyarakat tertentu, karena penerapannya justru mengantarkan pada akibat yang
belawanan dengan tujuan syariat.

Berangkat dari pandangan Bin Bayyah ini, penulis berkesimpulan bahwa
pendapat-pendapat yang menyatakan tidak adanya hak ijbar wali lebih tepat untuk
dipilih. Sebab, dalam realitasnya praktik hak ijbar ini justru menimbulkan
problem yang berlawanan dengan tujuan pernikahan untuk mewujudkan
ketentraman dan kasih sayang. Disamping banyak sekali seorang anak yang lebih
berpendidikan daripada orang tuanya sehingga lebih paham memilih calon yang
yang terbaik untuk dirinya, dalam realitas masyarakat Indonesia anak-anak
perempuan juga banyak yang sudah kenal dengan laki-laki lain sejak kecil.
Mereka seringkali sudah punya pilihan sendiri sebelum orang tuanya memilih
calon tertentu. Akibatnya, tatkala seorang wali memaksa menikahkannya dengan
laki-laki pilihannya seringkali terjadi problem-problem keluarga. Tidak sedikit
anak perempuan yang dinikahkan secara paksa itu tetap tidak bisa menerima
suaminya, sehingga berujung kepada kekerasan dalam rumah tangga. Bahkan
Miftahul Huda mencatat beberapa problem yang timbul akibat kawin paksa, yaitu:
(1)Hubungan seksual tidak sehat; (2)Penolakan tidak seimbang dalam melakukan
hubungan seksual ; (3)Pergaulan dalam keluarga tidak makruf; dan (4)Timbul

kekerasan dalam rumah tangga. *°

2% Miftahul Huda, Kawin Paksa: ljbar Nikah dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan,...hlm. 96
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Hal ini tentu bukan berarti penulis menjustifikasi tradisi berpacaran yang
sekarang menjadi lumrah di kalangan remaja Indonesia, akan tetapi dalam figih
Islam realitas semacam ini diakui memiliki pegaruh terhadap hukum dan fatwa.
Realitas masyarakat Indonesia berbeda misalnya dengan realitas masayarakat di
daerah Hadhramuat. Di daerah ini, praktik pernikahan tanpa meminta persetujuan
anak tidak terlalu bermasalah. Karena pada umumnya perempuan-perempuan di
sana tidak keluar rumah dan baru mengenal laki-laki lain setelah menjadi
suaminya. Anak-anak perempuan di sana juga tidak tertuntut untuk berpendidikan
tinggi, karena segala kebutuhan hidupnya pasti akan dipenuhi oleh laki-laki yang
menjadi suaminya. Dalam konteks daerah semacam ini, wali adalah orang yang
paling tahu tentang laki-laki yang paling cocok untuk anaknya, dan pada
umumnya anak-anak perempuan mengikuti kemauan orang tuanya. Hamid Jakfar
al-Qadri dalam bukunya yang berjudul “Kisah dan Hikmah Wanita Hadramaut”
menggambarkan wanita Hadramaut sebagai berikut:

“Rasa malu yang ditanamkan sejak masa kana-kanak telah mendarah
daging bagi mereka. Ketika dilamar pun wanita Hadramaut tidak melalui ta’aruf
sebagaimana lazimnya di Indonesia. Bahkan di Tarim, tidak seorang pun yang
menikah dan ia telah melihat wajahnya termasuk melalui foto sekalipun, padahal
dalam syariat seorang diperbolehkan bahkan dianjurkan untuk melihat wajah dan
telapak tangan wanita yang bukan mahram jika niat untuk menikahi. Akan tetapi
rasa malu dan harga diri yang begitu tinggi telah membudaya dikalangan mereka
dan itu juga dilakukan oleh para lelakinya sebagai bentuk penghormatan kepada

kaum perempuan. Sehingga jika ada yang ingin melamar biasanya kaum lelaki
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hanya mengingat waktu masih kecilnya atau mendapatkan informasi dari kerabat
wamitanya.”236

Hanya saja, dalam hemat penulis, para wali harus tetap diberi hak untuk
memberi persetujuan atau tidak, agar jangan sampai anak yang berada dalam
perwaliannya memilih calon yang tidak tepat. Ini penting sekali penulis tekankan
disini, mengingat dalam realitasnya juga tidak sedikit dari para remaja yang
tertipu oleh perasaannya, sehingga mereka memilih pasangan hidup tanpa
pertimbangan yang matang dan akibatnya rumah tangga yang dibangun hancur
ditengah jalan.

Berkaitan dengan pendapat Hanafiyah dan salah satu riwayat dalam
mazhab Ahmad yang menyatakan bahwa hak ijbar tidak berlaku terhadap
perempuan yang sudah dewasa, magashid dan realitas di atas hanya berfungsi
untuk memperkuat pendapat tersebut. Sebab, argumen-argumen mereka jelas
lebih kuat dibanding argumen Malikiyah, Syafi’iyah dan satu riwayat dalam
mazhab Ahmad yang berbendapat bahwa wali memiliki hak ijbar terhadap
perawan yang sudah dewasa. Dalam bab sebelumnya telah dipaparkan bahwa
argumen-argumen pemilik pendapat yang terakhir ini merupakan mafhiim
mukhalafah dari sabda Nabi Muhammad SAW bahwa perempuan janda lebih
berhak terhadap dirinya dibanding walinya. Menurut mereka, jika perempuan

janda ditegaskan lebih berhak terhadap dirinya, maka mafhum mukhéalafahnya

perempuan perawan tidak lebih berhak terhadap dirinya dibanding walinya.

26 Hamid Jakfar al-Qodri, Kisah dan Hikmah Wanita Hadramaut (Jakarta: Nurani Publising
2017), him.. 26
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Namun Mafhum Mukhélafah ini jelas tidak bisa mengalahkan dilalah yang
tersurat dalam teks beberapa hadis. Misalnya hadis berikut:
Agls L@_:s i 3 uy\ LGJJLM J§Jb

“Dan perawan harus dimintai izin oleh ayahnya berkaitan dengan dirinya, dan
izinnya adalah diamnya.”

Teks ini menunjukkan bahwa perbedaan antara janda dan perawan hanya
dalam bentuk izinnya saja, bukan dalam soal adanya hak ijbar atau tidak. Karena
itu, hadis ini justru sejalan dengan keumuman teks yang melarang menikahkan

perawan tanpa persetujuannya, sebagaimana tampak dalam hadis berikut:
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“Dari Abi Hurairah bahwa Nabi Muhammad SAW. bersabda: Seorang janda
tidak boleh dinikahkan sampai dia diminta perintahnya, dan seorang wanita
perawan tidak boleh dinikahkan sampai dia dimintai izin. Kemudian sahabat
bertanya: wahai Rasulullah, bagaimana izinya? Nabi bersabda: dia terdiam.”
(HR. al-Bukhariy dan Muslim)

f

Selain itu, kehujjahan mafhum mafhum mukhalafhah  masih
diperselisihkan di kalangan ahli ushul figih. Hanafiyah tidak mengakui kehujjahan
mafhum mukhalafah. Karena itu, dalam kaitannya dengan pembahasan hak ijbar
terhadap perawan yang sudah dewasa ini mafhum mukh&lafah tersebut tidak
memilki kekuatan untuk melemahkan pandangan Hanafiyah. Apalagi telah ada

hadis shohih yang secara jelas menunjukkan bahwa wali tidak memiliki hak ijbar

237 Al-Bukhariy, al-Jdmi’ al-Shahih,...juz 5, him. 1974, Muslim, al-Jdmi’ al-Shahih, ...juz 4, him.
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terhadap perawan yang sudah dewasa. Hadis yang penulis maksud adalah hadis

berikut:
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‘Dari Ibn Abbas bahwa seorang anak perawan datang kepada Nabi Muhammad

SAW. lalu dia menyampaikan bahwa ayahnya telah menikahkannya padahal dia
tidak suka, lalu Nabi memberi pilihan kepada anak perawan itu.”(HR. lbn
Méjah)

Hadis ini menunjukkan bahwa wali tidak memiliki hak ijbar terhadap
perawan yang sudah dewasa. Karena seandainya wali memiliki hak ijbar, tidak
mungkin Nabi memberi hak kepada perempuan tersebut untuk menolak atau
menerima. Namun untuk membuktikan hadis benar-benar bisa menjadi dalil yang
kuat terhadap kesimpulan ini, ada dua problem yang harus dijawab berkaitan
dengan hadis tersebut, yaitu: (1)Sebagian ahli hadis menyatakan bahwa hadis ini
terkena illat berupa irsal, karena dalam sebagian riwayat Ikrimah tidak menyebut
Ibn Abbas dan ; (2) Al-Baihagiy berpandangan bahwa meski misalnya hadis di
atas dinilai shohih, ia tetap tidak bisa dijadikan dasar untuk menolak adanya hak
ijbar terhadap perawan dewasa, karena bisa saja Nabi memberi pilihan kepada
perempuan tersebut karena walinya telah menikahkan dia dengan laki-laki yang

tidak sepadan.?®® Pandangan al-Baihagiy ini kemudian dikuatkan oleh Ibn Hajar,

dia berpendapat bahwa hadis tersebut merupakan kejadian tertentu (wdgqi’ah

2% gyamsy al-Din Muhammaf ibn Muhammad ibn abd al-Hadil, al-Muharrar Fi al-Hadits,
(Bairut: Dar al-Ma’rifah 2000), juz 1, hlm. 545. Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, (Tnk: Dér al-Risalah
al-‘Alamiyah 2009), juz 3, him. 74

%9 Al-Baihagiy, al-Sunan al-Kubra,...juz 7, him. 189
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a’ain) yang tidak bisa berlaku umum. **° Dalam kondisi semacam ini berlaku
kaidah ushul figih al-Syafi’iy:

b Lies Jay o LLS JleY W gl 13 Je=Y as-
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“Hikayat tentang sebuah kejadian apabila mengandung kemungkinan-
kemungkinan maka ia dihukumi mujmal, sehingga tidak bisa dipakai untuk
berdalil.”

Problem yang pertama dapat dijawab dengan riwayat Ahmad melalui jalur
Jarir bin Hazim, yang menjelaskan bahwa Ikrimah menyebutkan Ibn Abbas.
Dalam kondisi semacam ini, riwayat yang me-maushul-kan ini lebih diunggulkan
daripada riwayat yang meng-irsal-kan. 2** Karena itu, Ibn al-Qatthan,?** Ibn al-
Qayyim,?** dan Ibn Hajar **menilai hadis ini Shohih. Sedangkan problem yang

kedua telah dijawab oleh al-Shan’aniy. Di dalam Subul al-Salam, dia menulis

sanggahan sebagai berikut:
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240 Abi al-Fadhl Ahmad ibn ‘Ali ibn Muhammad ibn Hajar al-‘Asqalaniy, al-Talkhis al-Habir Fi
Takhrij Ahadits al-Rdfi i al-Kabir, (Bairut: Dar al-Ma’rifah 1379), juz 9, him. 196

%1 Abd al-Rahim ibn al-Hasan ibn ‘Ali al-Isnawiy, Nihayah al-Sil Syarh Minhdj al-Wushiil,
(Bairut: Dar al-Kutub al-‘ilmiyah 1999), hlm. 191

#2 Abi al-Fadhl Ahmad ibn ‘Ali ibn Muhammad ibn Hajar al-‘Asqalaniy, al-Talkhis al-Habir Fi
Takhrij Ahadits al-Rdfi’i al-Kabir, (Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah *1989), juz 3, hlm. 349

3 Jamal al-Din Abai Muhammad Abdulldh ibn Ydsuf ibn Muhamm ad Al-Zaila’i, Nashb al-
Rayah Li Ahadits al-Hidayah,... juz 3, him. 190

24 Muhammad ibn Abi Bakr ibn Ayyib ibn Sa’d ibn al-Qayyim al-Juziyah, Zad al-Ma’dd Fi
Hadyi Khair al’Ibdd, (Bairut: Muassasah al-Risélah 1994), juz 5, him. 87

> Abii al-Fadhl Ahmad ibn ‘Ali ibn Muhammad ibn Hajar al-*Asqalaniy, al-Talkhis al-Habir Fi
Takhrij Ahadits al-Rdfi iy al-Kabir, (Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah *1989), juz 3, him. 349
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“Perkataan dua imam ini merupakan pembelaan terhadap pandangan dan
mazhab al-Syéfii. Jika tidak demikian, maka pengalihan makna yang dilakukan
oleh al-Baihaqiy tidak berdasar sama sekali. Jika benar seperti apa yang dia
katakan, maka perempuan itu akan menyampaikannya, tapi pada kenyataannya
dia justru berkata bahwa walinya telah menikahkannya dengan laki-laki yang
tidak disukainya. Dengan demikian berarti alasannya adalah ketidak sukaan
perempuan itu. Maka atas illat ini, pemberian pilihan oleh Nabi itu digantungkan
karena illat itulah yang disebutkan. Seoalah-olah Nabi bersabda: jika kamu tidak
suka maka kamu boleh memilih. Perkataan penulis (Ibn Hajar al- ‘4sqalaniy)
bahwa hadis tersebut merupakan kejadian tertentu adalah perkataan yang tidak
benar. Yang benar petunjuk hadis tersebut merupakan hukum umum karena
keumuman illatnya. Maka dimana ada alasan ketidak sukaan maka disitu berlaku
hukum.”

Sanggahan al-Shan’aniy ini benar. Karena penyimpulan illat semacam
ini sudah sesuai dengan metode mengetahui illat (masalik al- i/lah) yang telah
disebutkan oleh para pakar ushul figih. Dalam metode mengetahui illat,
penyimpulan illat di atas disebut /md dan al-munasabah. Disebut /md’ karena
terdapat hukum ditetapkan oleh Nabi setelah mendengar suatu sifat disebutkan.?*’
Dalam hadis di atas, setelah mendengar bahwa perempuan itu dinikahkan dengan
seorang laki-laki yang tidak disukainya, Nabi memutuskan agar perempuan
tersebut memilih antara menerima atau menolak. Hal ini mengisyaratkan bahwa
ketidak sukaan terhadap calon suami merupakan illat perempuan boleh menolak
akad yang dilakukan oleh walinya. Disebut al-munasabah karena penetapan

hukum berdasarkan illat tersebut bisa mewujudkan kemaslahatan.

246 Muhammad ibn Isma’il ibn Shaldh ibn Muhammad al-Hasaniy al-Shan’aniy, Subul al-Salam
Syarh Bulugh al-Maram, (Tnk: Dér al-Hadis, tt), juz 2, him. 179

247 Zakariya ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Zakariya al-Anshariy, Ghayah al-Wushiil fi Syarh
Lubb al-Ushil, (Mesir: Dar al-Kutub al-‘ Arabiyah al-Kubra, tt), him. 126
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Uraian di atas memperlihatkan bahwa di samping lebih cocok terhadap
realitas dan lebih bisa mewujudkan tujuan syariat, pendapat yang mengatakan
bahwa hak ijbar tidak berlaku terhadap perawan yang sudah dewasa juga lebih
kuat di lihat dari sisi dalil nash. Oleh karena itu, penulis berpandangan bahwa
pendapat inilah yang sekarang semestinya dipublikasikan kepada masyarakat
banyak.

Sedangkan berkaitan dengan hak ijbar terhadap anak di bawah umur,
maka kita bisa mengambil pendapat Ibn Syubrumah yang berpendapat tidak ada
hak ijbar terhadap gadis yang masih kecil, dan pendapat Ibn Hazm yang
berpendapat tidak ada hak ijbar terhadap anak laki-laki yang masih kecil. Hal ini,
selain karena dikhawatirkan terjadi problem-problem seperti di atas, dalam
realiatasnya pernikahan di bawah umur dinilai menimbulkan problem kesehatan
dan problem sosial.

Realitas yang demikian tentu berlawanan dengan tujuan syariat untuk
menutup segala bahaya selama itu mungkin dilakukan. Jika kita melihat argumen-
argumen yang dipakai oleh para ulama’ yang membolehkan wali untuk
menikahkan anak yang belum dewasa, maka mereka juga mengaitkan kepada
kemaslahatan. Namun mereka masih berbicara kemaslahatan itu dari satu aspek
saja, sementara aspek-aspek lain seperti aspek kesehatan masih belum disinggung
oleh mereka. Hal ini barangkali karena problem ini belum terjadi dalam realitas
masyarakat masa lampau atau mungkin belum disadari oleh mereka.

Karena itu, berdasarkan pandangan Bin Bayyah di atas penulis

berpendapat bahwa di era ini pendapat yang tidak membolehkan wali menikahkan
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anak yang masih kecil boleh saja untu diambil sebagai rujukan. Ulama’ yang
berpendapat demikian adalah Ibn Hazm dan Ibn Subrumah. Di dalam al-Muhalla

Ibn Hazm menulis pendapatnya sebagai berikut:
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“Dan tidak boleh seoarang ayah atau wali yang lain menikahkan anak anak laki-
laki yang masih kecil sampai dia dewasa. Jika masih tetap dilakukan maka ia
terbatalkan selamanya. Banyak ulama’ memperbolehkan, tapi mereka tidak
argumen kecuali analogi terhadap perempuan yang masih kecil. ‘Ali berkata,
semua giyas batal. Dan jika giyas ini benar, maka ia bertentangan dengan giyas
lain, yaitu bahwa mereka telah sepakat bahwa seorang anak lak-laki tatkala
sudah dewasa, tidak ada hak bagi seoarang ataupun yang lain untuk
menikahkannya. Dan bahwa ia berbeda dengan perempuan yang walinya
memiliki hak terhadap dirinya, baik dengan peretujuannya, dengan menikahkan,
dan adakalanya dengan memperhatikan kesepadan. Maka wajib pula keduanya
dibedakan hukumnya sebelum dewasa.”

Mengenai pendapat Ibn Syubrumah ini, Ibn Hazm menulis ketrangan

berikut:
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“Dan di dalam sebagian yang saya sebutkan terdapat perbedaan pendapat. Ibn
Syubrumah berkata: “Tidak boleh seorang ayah menikahkan anaknya yang masih

248 Abi Muhammad Ali Ibn Ahmad Ibn Sa’id Ibn Hazm, al-Muhalla bi al-Atsar, (Bairut: Dar al-
Fikr, tt), juz 9, him. 44 i
29 |bn Hazm, al-Muhalla bi al-Arsdr,...juz 9, him. 38

149



kecil sampai dia dewasa dan memberi izin.” Ibn Syubrumah berpendapat bahwa
pernikahan ‘Aisyah ra. diwaktu kecil adalah syariat yang khusus untuk Nabi
SAW, sebagaimana hukum wanita yang dihibahkan dan hukum menikah lebih
dari empat.”

Argumen Ibn Syubrumah ditampilkan oleh al-Sarakhsiy, di dalam al-

Mabsiith sebagai berikut:
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“Hal ini berbeda dengan pendapat Ibn Subrumah dan AbuBakr al-Asham yang
mengetakan bahwa wali tidak boleh menikahkan anak laki-laki dan anak
perempuan yang masih kecil, karena ada firman Allah: “sampai mereka
mencapai usia nikah.”(QS, al-Nisa’: 6). Jika boleh menikahkan mereka sebelum
dewasa maka ayat ini tidak ada faidahnya. Dan karena keberadaan perwalian
terhadap anak yang masih kecil adalah karena kebutuhan orang yang berada di
dalam perwalian wali, karena itu dalam perkara yang tidak nyata ada kebutuhan
maka tidak ada perwalian sebagaimana dalam akad tabarru’, dan faktanya
mereka belum ada kebutuhan terhadap nikah. Karena tujuan nikah adalah
memenuhi syahwatnya secara legal dan untuk menghasilkan keturunan,
sementara sifat belum dewasa berlawanan dengan tujuan itu. Kemudian akad ini
mengikat dan hukum-hukumnya juga tetap berlaku setelah dewasa, padahal tidak
ada yang bisa mengahruskan hal itu kepada mereka setelah dewasa, karena tidak
ada hak kekuasaan terhadap mereka setelah dewasa.

Keterangan Ibn Hazm dan al-Sarakshiy di atas memperlihatkan bahwa
dalil yang dipakai oleh mayoritas ulama’ masih dalam tinggkatan dzanni, dan

pendapat Ibn Hazm dan Ibn Syubrumah juga tidak sepi dari dalil. Selain itu, Ibn

20 Al-Sarakhsiy, al-Mabsuth,.. juz 5, him. 491
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Hazm dan lbn Syubrumah adalah seorang imam yang diakui keilmuan dan
kesalihannya. Mengenai kepakaran Ibn Hazm dalam bidang agama mungkin
penulis tidak perlu menampilkan bukti, karena hal itu sudah maklum bagi para
pengkaji figih Islam. Sementara mengenai Ibn Syubrumah, al-Nawawiy dalam

Tahdzib al-Asma’ wa al-Shifat menulis:
e (Pela ceaad 3 A (Al ady @i ke Ude Laps ) O
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“Ibn Syubrumah adalah seorang yang terjaga, memiliki akal, ahli figih, ahli

ibadah,dapat dipercaya dalam periwayatan hadis, ahli syair, berakhlak baik, dan
dermawan.

251

Karena itu, pendapat Ibn Syubrumah memenuhi kriteria pendapat yang
bisa diunggulkan dengan magashid sebagaimana dijelaskan oleh Bin Bayyah di
atas. Dalam uraian di atas Bin Bayyah telah menegaskan bahwa pengunggulan
pendapat ini dilakukan setelah melakukan pengkajian terhadap dalil yang menjadi
pijakan pendapat rajih untuk mengetahui tingkat kekuatan dalilnya, dan
pengkajian terhadap pendapat yang lemah untuk mengetahui bahwa ia juga tidak
sepi dari dalil, dan pemilik pendapat itu termasuk ulama’ yang patut dijadikan
panutan.

Meski penulis memandang pendapat Ibn Syubrumah dan Ibn Hazm boleh
dijadikan pijakan, namun disini penulis perlu mempertegas bahwa dewasa yang
dimaksud di atas adalah dewasa dalam pengertian fugaha’. Menurut mereka
kedewasaan seseorang bisa dilihat dari tanda atau usia. Dari berbagai pendapat

yang ada, pendapat Abt Hanifah adalah pendapat yang memberi batasan paling

»lAbi ZakariyA Muhyi al-Din Yahya ibn Syaraf al-Nawawiy, Tahdzib al-dsmd’ wa al-
Shifat,(Bairut: Dar al-Kutub al-‘Tlmiah, tt), juz 1, him. 272
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tinggi. Menurutnya, anak laki-laki dihukumi dewasa jika pada usia 12 tahun dia
sudah bermimpi basah (ihtilam), menghamilkan (ihbal), atau mengeluarkan mani
(inzal). Sedangkan anak perempuan dihukumi dewasa jika pada usia 9 tahun dia
sudah mengalami mimpi basah, haid, atau hamil. Jika tanda-tanda ini tidak ada
maka anak laki-laki dihukumi dewasa tatkala dia sudah berusian 18 tahun,
sementara anak perempun dihukumi dewasa takala berusia 17 tahun. Dalam
riwayat lain Abd Hanifah berpendapat usia anak laki-laki diapstikan sudah masuk
usia dewasa tatkala berusia 19 tahun, hanya saja sebagian ulama’ Hanafiyah
mengkompromikan riwayat ini dengan riawayat yang pertama, dengan
mengarahkan riwayat ini pada awal usia 19 tahun, sementara riwayat yang
pertama mereka arahkan pada akhir usia 18 tahun.*?

Pendapat Abt Hanifah tentang batasan usia dewasa ini didasarkan firman

Allah sebagai berikut:
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“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang
lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa.” (QS, al-Isra’: 34 atau QS, al-An’am:
152)

Ibn Abbas dan pengikutnya berpendapat bahwa usia dewasa adalah 18

tahun. Sebagian berpendapat 22 tahun, dan sebagian yang lain berpendapat 25

tahun. Karena itu, sebagai langkah hati-hati AbG Hanifah mengambil pendapat

»’Muhammad ibn Muhammad ibn Mahmid al-Babartiy, al-‘Indyah Syarh al-Hidayah,(
Damasykus: Dar al-Fikr, tt), juz 9, him. 270

152



yang memberi batasan paling sedikit. Akan tetapi karena perempuan lebih cepat

dewasa dibanding laki-laki maka perempuan dikurangi satu tahun.?*

Karena itu, penulis tidak sependapat dengan sebagian pihak yang
mengusulkan untuk merevisi dan menambah batas usia perkawinan dalam UU.
Perkawinan No 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan hanya
diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah
mencapai usia 16 tahun. Dalam hemat penulis undang-undang ini sudah
merupakan jalan tengah antara perlindungan terhadap kesehatan dan pendidikan
dengan perlindungan terhadap kesucian. Di dalam masyarakat yang menganggap
percampuran laki-laki dan perempuan bukanlah aib, tentu saja pemerintah tidak
bolen gegabah menerima usulan tersebut. Jangan sampai niat baik pemerintah
malah justru menjatuhkan mereka ke dalam perzinaan. Apalagi dalam
kenyataannya di kalangan medis sendiri belum terjadi kesepakatan mengenai
dampak pernikahan di usia tersebut terhadap kesehatan. Bahkan studi ilmiah dan
riset internasional menetapkan bahwa tidak ada peningkatan komplikasi
kehamilan pada wanita yang berusia antara 15 sampai 19 tahun. Sedangkan
komplikasi yang terjadi pada wanita hamil yang berusia kurang dari 15 tahun,
relatif sedikit.” Ini adalah temuan seorang ilmuwan Amerika, Satin, dari Rumah

Sakit Parkland di Texas.?®*

»3Munla Khasrii, Durar al-Hukkam Syarh Ghurar al-Ahkam,( Tnk: Dar Ihya al-Turats al-*Arabi,
tt), juz 2, him. 275

24 Zain al-ldrus, al-Zawaj al-Mubakkir Min Mazdh ir Syar’iy dalam Majm @i’ah Rasdil Wa
Munawwa’ah Wa Magq dldt, (Hadramuat: Dar al-‘Idras 2016), him. 410
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B. Polemik Hak Talak dalam Tinjauan Nalar Ijtihad Abdullah bin Bayyah

Di dalam Islam, perceraian merupakan alternatif terakhir tatkala semua
usaha untuk berdamai di antara pasangan suami istri sudah mengalami kebuntuan.
Karena itu, meski diperbolehkan talak yang dilakukan tanpa sebab tidak disukai di
dalam Islam. Sebagian ulama’ mangatakan bahwa hukum asal talak adalah
dilarang. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW:

Jus b Jy g9 et ugwju;m\duému;ﬁ;wu;

255 B s @
J}jb j'f\ obj.dM‘

“Dari Ibnu Umar dari Nabi SAW yang bersabda:”Perkara halal yang paling
dibenci Allah adalah perceraian.”(HR. Abl Dawud).

Hadis ini sesuai dengan petunjuk ayat al-Qur’an berikut:
A s of- 2 o7 /fgﬂ/o//‘?f

“Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan
untuk menyusahkannya. ”(QS, al-Nisa’: 34)

Menurut Abl Zahroh, talak tanpa alasan yang bisa diterima merupakan
perbuatan yang menyusahkan wanita, karena itu ia termasuk dalam larangan ayat
ini. Di samping itu, pernikahan merupakan akad lazim. Secara giyas, akad
semacam ini tidak bisa dibatalkan secara sepihak, kecuali karena ada héajah
(kebutuhan). 2*®

Keterangan ini menujukkan bahwa Islam bertujuan meminimalisir
terjadinya perceraian. Karena itu, hak talak hanya diberikan kepada suami. Jika

hak talak diberikan kepada kedua pihak (suami istri) secara bersama maka tentu

5 Abit Dawud, Sunan Abf Dawud,...juz 3, him. 504
26 Muhammad Abu Zahroh, al-Ahwal al-Syakhshiyyah... him. 284

154



saja angka percearaian akan semakin banyak, karena perceraian akan terjadi dari
dua pihak, yang semestinya terjadi dari satu pihak.

Meski demikian bukan berarti bahwa perempuan sama sekali tidak bisa
mengupayakan perceraian. Semua bentuk tindakan yang berbahaya dan
membahayakan orang lain sama sekali tidak memiliki tempat di dalam Islam. Ibn

al-*Arabiy al-Malikiy mengatakan: >’

oy gl b 4 Yl

“Tindakan berbahaya tidak halal berdasarkan kesepakan ulama’ dan nash.”

Nabi bersabda:

f
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“Tidak boleh berbuat yang membahayakan orang lain dan berbuat saling
mendatangkan sesuatu yang membahayakan. Barang siapa berbuat yang
membahayakan orang lain Allah akan membahyakannya dan barang siapa
mempersulit orang lain maka Allah akan mempersulitnya(HR. Al-Baihaqgiy)

«Js) i Aol ) 52

Hadis ini berbentuk kulliayah salibah (proposisi universal negatif)yang
oleh fugaha’ dijadikan pondasi untuk memabangun kaidah dengan bentuk kulliyah
majabah (proposisi universal afirmatif), yaitu:

2l
“Bahaya harus dihilangkan.”

Dalam bab sebelumnya telah dipaparkan perbedaan pandangan ulama’

mazhab empat tentang sebab yang menyebabkan perempuan bisa mengupayakan

perceraian meski suami tidak menghendakinya.

%7 Muhammad ibn AbdullahAbd Bakr ibn al-‘Arabiy, Ahkam al-Qur’an, (Bairut: Dar al-Kutub
al-‘Timiah, 2003), juz 1, him 628
28 Al-Baihagiy, al-Sunan al-Kubra, (Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiah 2003), juz 6, hlm. 114

155



1. Suami berbuat buruk kepada istri.

Mayoritas ulama’ menyatakan bahwa istri tidak bisa megupayakan
perceraian sepihak melalui jalur ini. Namun, jika kita mengacu kepada pandangan
Bin Bayyah di atas maka pendapat Mélikiyah yang mengatakan bahwa hakim bisa
memutuskan cerai atau memberi hak kepada istri untuk menceraikan dirinya lebih
tepat untuk diunggulkan. Karena pendapat ini telah sesuai dengan tujuan syariat
untuk melindungi istri dari tindakan yang membahayakannya. Perbuatan
membahayakan istri ini jelas berlawanan dengan tujuan disyariatkannnya
pernikahan adalah untuk mewujudkan ketentraman dan kasih sayang.

Dalam hemat penulis, alasan bahwa istri bisa menghilangkan tindakan
buruk suami dengan cara lain sangatlah tidak tepat, sebab dalam realitasnya
banyak suami yang memang memiliki watak buruk dan keras, yang sangat sulit
untuk dihilangkan dengan hanya diberi peringatan oleh hakim. Hanya saja yang
perlu dicatat disini bahwa tidak semua tindakan buruk suami dapat
memperbolehkan istri menjatuhkan talak. Karena itu, disini perlu peran hakim
atau orang yang diposisikan sebagaimana hakim untuk melakukan identifikasi
terhadap tindakan buruk yang dilakukan suami terhadap istrinya sehingga dapat
ditentukan apakah tindakan buruk suami tersebut telah sampai pada batas
memberi hak kepada istri untuk menjatuhkan cerai atau tidak. Batasan tindakan
buruk suami yang menetapkan hak ceri istri itu adalah semua tindakan
menyakitkan dan kongrit yang menimpa istri, baik dalam urusan agama, fisik,
harga diri, harta atau hak-haknya yang tetap bedasarkan syara’, perjanjian, atau

urf, sesuai dengan ketentuan hakim atau orang yang diposisikan sebagaimana
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hakim. Jika berdasarkan pengkajian hakim tindakan suami telah mencapai batasan
tersebut maka dia bisa memberikan hak cerai kepada si istri atau hakim sendiri

memutuskan cerai di antara mereka.

2. Suami memiliki cacat.

Mazhab empat sepakat bahwa istri bisa mengupayakan perceraian tatkala
suami memiliki cacat, namun mereka berbeda pendapat tentang cacat apa saja
yang memberikan hak kepada istri untuk mengupayakan perceraian. Hanafiyah
membatasi kepada cacat yang membuat suami tidak mampu jima’. Malikiyah dan
Syafi’iyah memperluas kepada cacat-cacat yang dapat membuat istri tidak betah
di dekat suami. Hanabilah lebih memperluas lagi kepada cacat yang sulit
disembuhkan.

Dalam kasus ini, perdebatan di kalangan mazhab empat sendiri salah
satunya dipicu oleh perbedaan mengenai tujuan pernikahan. Hanafiyah
memandang jima’ sebagai inti tujuan utama pernikahan, sementara mazhab yang
lain memandang bahwa tujuan pernikahan tidak hanya jima’, akan tetapi juga
terwujudnya ketentraman dan kasih sayang. Dalam hemat penulis, pendapat
mayoritas ulama’ lebih kuat. Sebab ayat al-Qur’an telah secara tegas menyatakan
bahwa ketentraraman dan kasih sayang merupakan tujuan pernikahan. Karena itu,
dalam hal ini, kita bisa menyamakan cacat-cacat lain yang memiliki illat yang
sama dengan cacat-cacat yang telah disebutkan mayoritas ulama’ di atas.
Syafi’iyah misalnya, menyatakan bahwa dalam lepra lepra dan kusta terdapat tiga

illat, yaitu: a) dapat menghilangkan atau mengurangi kenikmatan hubungan suami
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istri yang merupakan tujuan pernikahan; b) menenjijikkan; dan c¢) ada
kekhawatiran menolar kepada pasangannya atau kepada keturunannya.

Berdasarkan illat-illat tersebut, penyakit AIDS misalnya bisa disamakan
dengan penyakit kusta dan lepra. Karena dalam AIDS jelas terdapat illat-illat
yang telah disebutkan di atas. Namun, dalam menentukan apakah suami terkena
virus AIDS atau tidak, hakim harus melibatkan dokter.>® Menurut Abdullah bin
Bayyah, pelaku tahqig al-manéath berbeda sesuai perbedaan kasus. Dalam kasus
menentukan sebuah penyakit, maka dokterlah yang paling tahu. Oleh karena itu,
sebelum memutuskan seorang hakim harus tahu terlebih dahulu pandangan
dokter. Jika dokter menyatakan bahwa suami benar-benar telah terkena virus
AIDS maka hakim bisa memutuskan cerai atas gugatan istrinya.

3. Suami tidak memberi nafkah.

Dalam pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa para ulama’ dalam
mazhab empat berbeda pendapat tentang hak perempuan untuk menggugat cerai
tatkala suami tidak memberi nafkah, baik karena tidak mampu, karena tidak mau,
atau karena sedang pergi jauh.

Mayoritas ulama’ berpendapat istri punya hak untuk melakukan gugat
cerai tatkala suami tidak mampu memberi nafkah. Disamping memiliki dasar
pijak yang kuat dari sisi dalil nash, pendapat ini juga sesuai dengan tujuan syariat
untuk mewujudkan keadilan dan menghilangkan segala sesutu yang
membahayakan, sebab dalam realitasnya banyak suami yang tidak memberi

nafkah kepada istrinya karena tidak mau bekerja. Bahkan tidak sedikit, seorang

9 Mustofa bin Sumaith, Fask al-Nikdh bi Fairiis al-Aidz, (Hadramaut: Tareem Li al-Buhuts Wa
al-Istisyarat al-Fighiyah, tt) him. 20
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suami yang menyuruh istrinya bekerja sampai ke luar negri, sementara suami
cuma menikmati hasil kerja keras istrinya.

Meskipun Hanafiyah memberi solusi agar istri berhutang atas nama suami,
namun cara semacam ini tentu bukan solusi yang tepat, sebab kebutuhan istri
terhadap pangan bukan cuma kebutuhan sekali dua kali, akan tetapi kebutuhan
terus menerus, sehingga tidak mungkin istri setiap hari dituntut untuk berhutang.
Apalagi dalam realitas masyarakat seperti sekarang ini sudah sangat sulit
ditemukan orang yang mau memberi hutang secara tulus, tanpa meminta bunga.
Dalam realitas semacam ini, tentu tidak adil jika istri tidak diberi hak untuk
melakukan gugat cerai. Sebagian ulama’ Hanafiyah sendiri juga menyadari

kenyataan ini. Hal ini tampak dalam keterangan Ibn Abidin berikut ini:

o WG b ol Cay O lgioenal Liglan OF Wl & pSSY) 48 (3 JB
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“Penulis Ghurar al-Ahkém berkata: kemudian ketahuilah bahwa guru-guru kami
menganggap baik bagi hakim mazhab Hanafi untuk mengangkat pengganti dari
mazhabnya untuk memutuskan cerai diantara suami-istri apabila suami berada di
tempat dan tidak mau menjatuhkan cerai. Karena kebutuhan kontinyu tidak bisa
tercukupi dengan berhutang, karena secara zahir orang yang akan memberi
hutang tidak ada dan kemampuan suami di masa mendatang masih sebatas
praduga.”

Namun, dari uraian di atas penulis mengecualikan suami yang telah
berusaha keras untuk mencari nafkah, sementara isrti memiliki kecukupan harta.

Dalam kondisi semacam ini penulis memandang bahwa seorang istri tidak

60 Muhammad Amin Ibn Amr ibn Abd al-Aziz ‘Abidin, Radd al-Mukhtdr ‘Alé al-Durr al-
Mukhtar, (Bairut: Dar al-Fikr 1992), juz 3, him. 590
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selayaknya untuk melakukan gugat cerai, bahkan boleh saja hakim menolak
gugatan cerai perempuan ini dengan mengacu kepada pendapat yang mengatakan
bahwa istri tidak berhak melakukan gugat cerai tatkala suami tidak mampu
memberi nafkah. Sebab, dalam kondisi semacam ini suami tidak bisa dikatakan
zalim, sedangkan istri masih bisa mencukupi kebutuhannya dengan hartanya
sendiri. Suami bisa dikatakan zalim jika dia tidak mau berusaha, bahkan justru
menikmati hasil usaha istrinya. Suami juga bisa dikatkan zalim jika dia memilki
kecukupan harta, namun tidak mau memberi nafkah kepada istrinya. Karena itu,
dalam kasus yang terakhir ini penulis memandang bahwa pendapat Malikiyah
yang mengatakan bahwa jika sumai tidak meiliki harta zahir yang bisa dimbil
secara paksa, maka hakim boleh memutuskan cerai setelah memberi pilihan
kepada suami untuk memberi nafkah atau menjatuhkan talak namun dia tetap
tidak mau melakukan keduanya. Sikap suami yang semacam ini jelas bertentangan

dengan perintah Allah dalam ayat berikut ini:

-
3
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“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya,
maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka
dengan cara yang ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi
kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa
berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya
sendiri.” (QS, al-Baqgarah: 231)

2 8%
e M
-]

Menahan perempuan tanpa memberi nafkah merupakan tindakan yang
merugikan dan bukan merupakan cara yang baik. Dengan demikian, untuk

menghindari hal ini istri mesti diberi hak untuk melakukan gugat cerai, dan hakim
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boleh menerima gugatan cerai tersebut, namun tentu saja hal ini dilakukan setelah
hakim mempertimbangkan danpak-danpak negatif yang lain.

Ketentuan ini juga berlaku dalam dalam kasus suami yang pergi lama
apalagi tanpa meninggalkan nafkah kepada istrinya. Karena itu, dalam rangka
mewujudkan keadilan dan menghilangkan bahaya dari istri, pendapat Malikiyah
dan Hanabilah diatas bisa diambil oleh hakim sebagai rujukan dalam memutuskan
perkara perceraian yang disebabkan suami pergi jauh. Dalam realitasnya tidak
sediki suami pergi lama meninggalkan istri tanpa memberi nafkah, tapi dia malah
menikah dengan wanita lain. Ditambah lagi, tekadang perempuan juga tidak
mampu menahan kebutuhan seksualnya terlalu lama, sehingga bisa saja tejadi
perzinaan akibat istri ditinggal terlalu lama dan tidak diberi hak mengajukan
perceraian. Hanya saja dalam hal ini, sebagaimana menurut Hanabilah, hakim
tidak boleh sembarangan memutuskan sebelum betul-betul memahami terlebih
dahulu kondisi suami, apakah dia tidak pulang karena alasan yang bisa diterima
atau tidak. Jika diketahui ternyata suami memiliki alasan yang bisa diterima maka
hakim harus memperhatikan tingkat bahaya yang dialami oleh istri. Jika
dikhawatirkan isrti akan jatuh dalam perzinaan, maka hakim boleh memutuskan
cerai dengan mengacu kepada pandangan Malikiyah yang tidak membedakan

alasan kepergian suami.
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BAB VI
PENUTUP

Dalam bab ini penulis akan mengetengahkan kesimpulan jawaban atas
fokus penelitian ini, yaitu bagaimana hak ijbar dan hak talak dalam mazhab
empat dan bagaimana polemik hak ijbar tersebut dalam tinjaun nalar ijtihad
Abdullah bin Bayyah?
A. Kesimpulan

Hak ijbar adalah hak yang dimiliki oleh seorang wali untuk menikahkan
orang yang berada dalam perwaliaannya tanpa harus meminta persetuannya
terlebih dahulu. Mengenai siapa orang yang memiliki hak ijbar dan siapa saja
yang berhak dinikahkan secara ijbar di dalam mazhab empat diperselisihkan.
Namum mereka sepakat bahwa hak ijbar tidak berlaku atas lelaki yang sudah
dewasa dan perempuan janda yang sudah dewasa. Sedangkan hak ijbar terhadap
selain keduanya para ulama’ dalam mazhab empat berbeda pendapat.

Hak talak adalah hak yang dimiliki oleh seseorang untuk menjatuhkan cerai
terhadap pasanganya. Dalam semua mazhab telah menjadi konsensus bahwa hak
talak hanya dimiliki suami. Akan tetapi, istri bisa mengupayakan perceraian
apabila terdapat beberapa sebab yang sebagian disepakati dan sebagian
diperselisihkan dalam figih mazhab empat, antara lain: (1)suami melakukan
tindakan yang merugikan istri; (2)suami memiliki cacat’; dan (3)suami tidak

memberi nafkah.
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Dalam tinjauan nalar ijtihad Abdullah bin Bayyah, pendapat yang
menyatakan tidak ada hak ijbar lebih tepat untuk diterapkan di Indonesia. Karena
dalam realitas masyarakan Indonesia penerapan hak ijbar seringkali justru
mengantarkan pada probem-problem yang berlawanan dengan tujuan Syariat
Islam untuk menghilangkan kemafsadatan dan mewujudkan ketentraman dan
terjalinnya kasih sayang antara suami-istri. Berkaiatan dengan hak ijbar terhadap
perawan yang sudah dewasa, kita mengacu kepada pendapat Hanafiyah dan satu
riwayat dalam mazhab Ahmad. Sedang berkaitan dengan hak ijbar terhadap
perempuan masih kecil dan laki-laki yang masih kecil kita bisa keluar dari
mazhab empat dan menghadirkan pendapat Ibn Syubrumah dan Ibn Hazm yang
menyatakan anak kecil tidak boleh dinikahkan sampai mereka dewasa dan telah
memberi persetujuan untuk dinikahkan.

Sedangkan berkaitan dengan hak talak maka hakim bisa mengambil
pendapat yang memberikan hak kepada mereka untuk memutuskan cerai karena
ada gugatan istri yang disebabkan oleh tiga sebab di atas, dengan syarat harus
terlebih dahulu mengkaji tingkat bahaya yang dialami istri, dan harus terlebih
dahulu memahami kondisi suami. Dalam hal istri benar-benar sangat dirugikan,
hakim bisa menerima gugat cerai seorang istri terhadap suaminya sesuai prosedur
yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya. Hal ini karena membiarkan istri
dalam kondisi semcam itu jelas bertentangan dengan tujuan syariat untuk menolak

kemafsadatan dan mujuwudkan ketentraman dan kasih sayang antara suami istri.
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B. Rekomendasi

Data-data di atas memperlihatkan bahwa pendapat-pendapat yang
berkaitan dengan masalah hak ijbar dan masalah hak talak cukup beragam. Dan di
antara pendapat-pendapat tersebut, terkadang pendapat di luar mazhab Syéafii
justru sengat kuat dari sisi dalil nash. Kalaupun pendapat di luar Syafii itu tidak
kuat dari sisi dalil nash, maka dalam perspektif nalar ijtihad Abdullah bin Bayyah
ia menjadi kuat dilihat dari sisi magashid dan kesesuiannya dengan realitas
masyarakat Indonesia. Kesimpulan seperti ini sangat mungkin kita temukan dalam
masalah-masalah fighiyah yang lain. Karena itu, disarankan agar masalah-masalah
fighiyah yang menyangkut masyarakat Indonesia hendaknya tidak hanya dilihat
dari perspektif satu mazhab saja, akan tetapi harus dilihat dari persperktif berbagai
mazhab. Persepektif berbagai mazhab tersebut kemudian harus diseleksi untuk
diambil pendapat yang paling relevan dengan realitas masyarakat, serta bisa
mewujudkan magashid al-Syariah sebagaiman dalam nalar ijtihad Abdullah bin

Bayyah.
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